
Menimban:g ::· a, bahwa dalam ra:ngka. · mew:ujudkan pengelofean kenangarr 
daerah Kabupaten Bondowoso yang tertib, efektif, efisien, 
tkQqtJmi~, tran:?11a.:ran, 4~ bertMggµng j@w~'b dengan 
memperha.tikan rasa kead.ilan:,. kepatutan, manfaat untuk 
masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan, perlu adanya Peraturan Daerah 
ten~g pengtlQ1Mn 1i@uangan daer~h; 

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan 
Ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri 
NoJ.t.lf>t 17 T,abun .202£> tentang Pe.d0man T.ekni& Pengelolaan 
Keuangan Daeraii, perlu meng~tur Pengeloiaa11- Keuangan 
Daerah dalam suatu Peraturan Daerah; 

c, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Pae-mh $We.alt tidM .se,uai de-ngan p~.rkem,ba»g@ pet.atW:ia-l:l 
perundans-undatt·gan sehinsga perlu diganti; 

d~ b.allwa be:raa~~n, pertjm;b£:Ulgan $~bagaimana a.imak$t.id 
dalam huruf a; b dan huruf Cr maka perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tenta.11g Pengelofaan Keuangan Daerah. 

Mengingat '.? 1. Pa-set! i 8 Ayat {~j' U111dang-Undang Dasar Negara :Republik 
·ffiddtte·sta; · · , - 

2~ Undang-Undang l'fQmPr 12 Tahun l9$Q tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Timur tLembatan Negara Republik Indonesia 
Tal.iun 195.0 Norn.or 19, Tam.bahart -Serita Negara Republik 
lnclonesfa Nomor :9y, seba~mana telan ditmah -de~ 
1Jnd;~g-Vi14Mg l'f9m9r. 2 TMµn l-9f?9 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat U 
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No111.or 12 
Tahun - 1950 tentang Pembentukan - Daerah-daerah Kota 
Besardalam Lingk~ngan Pre>pinsi Jawa 'Fimttr, Jawa T,engah, 
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta {Lembaran 
Negara R-epublik Indon-esia Tahun , ,.1965 Nomor 19-, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 
27.30); 

"" BUPATI BO.NDOWOSO~ 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO 
NOMOR I TAHUN 2023 

TENTANG 
·r1Nwl.S;t;0t.,A!l;N ~W/\NO.AN t.}'MC'R!\:ii 

DENGAN RAHMAT ·tuHAN YANG MAHA ESA 

IWA1't BCJCOWCJSO 
PR0\111181 -J.AWA 1'lMDR. 



9.Undang-Undang. .. _ .. 

Indonesia. Ta.hurt 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nemer A-35:5}; 

i~ Vll<l~ng-Vn4.~ Nom9.f l~ 'fijl.J,µn io04 tentang Pem~~~~an 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2004 Nomor 
tie, Tatnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400);. 

6. Und-ang-Undarig Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
R.-epublik Indonesia Tahun 2004 Nomor lO~j Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421}-;. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peratnran Perundang-Undangan. (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N9m9r 
5234), sebagaimana telah -diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua. Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2Ql 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
-(Lemoaran Negara Republik Indonesia Tahun 2:022 Nomor 
143, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia. Nomor 
-6SOl); 

8. Undang-Undeng Nomor 23 Tah4n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republtk Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tam.bahan Lembaran Negara 
R~publik Indenesia Namor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undangtlndang Nomor 9 
Tahun 2015 ten.tang Perubahan Kedua ates Und.ang ... Undang 
Nomo.r 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
.{IAmbarart Negara Republik Indonesia Tah:un 2015 Nomor 
58, Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679f; 

tentang 
Republik 

r TaJtµn 2(;)'0~ 
(Lembaran Negara 

·Nomc;:>r 
Negara 

4.r ·t]nq~g-t)'n<iartg 
Perbendaharaan 

3. Undeng-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4-7~ Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
'Ptornor 4286h 
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16 .. Peraturan .... 

9. Undm.1g-Undat1g Nomor .2· Tahttrt 2:020- tenta111g Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undangl)ndang 'Nomor l 
Tabun 2Q20 tenta.ng Kebijakan Keuangan Negara da1l 
S·tabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pan.demi 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam 
Ran.gka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Pere.ke.11omi~ N~.tiQP.~ d~/ atau $tal>ilitas Sistem, 
~euaugan ·Me:P.Jadi 'lJnd:~ng-\Jnd:axtg Ctemba.r~ Negara 
Rei,ttblik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahafi 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

f(ff Un:dang-\Jndang: f\f ()mor 7 T~un 2'.021 tentang HatmOni$a,$i 
P.eraturan Perpajakan [Lembaran Negara ltepubHk Indonesia 
Tanun 2021 Non.tor 246, Tam'bahan Lem'baran Negara 
Republik Indonesia Nomor ·6736J; 

11" Undang-Undang N.omo:r 4· Tah:un 2023 tentang 
Pengsmbangan dan Penguatan Sekt-0r Keuangan (Lembara:ti 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); 

12 . '{1rtdart · ... :tf ndan · Nomot 6 Tahurt 2023 tentan · · Peneta . an ? ..• g ... g , . .. - .. ,.... . . . . . . .. _g.. . , ... P .. 
f"eraturl:l1l Pemerin..~11 Pe11ggau.ti Vu(langVnd:ang Nomot 2' 
Tahtttt 2022 tentang Cipta Kerja meajadi Undang-Undan.g 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41 .. , Tambahart Lembaran Negara ~epublik Indonesia Nomor 
,6856}'; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 200S tentang Dana 
Perimbangan -{LembaTan Negaxa Republik Indonesia Tahun 
.2005· Jl.Omf'r l3l,. 1'amb.aha.n- .Lemb.~ Nega;a ltep1..1.blik 
Indonesia Nomor 4575.-); 

14 .. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Ta.hun 2006 tentang 
PelaPQtan Keuangan. den .Ki,nerja Jnstanei Pemerintall 
(Lembaran Ne~ara Rep1.tb1ik Indonesia Tanun 2066 Nomor 

.25~. Tarnbahan .L:emb~all. Negara. ~epublik Indone&a Nom01= 
4614}; 

as .• Peranrran Pemerintah NQ11¥)r 11 tahun 2010 tentang 
Btandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik lndonesta ·T--ahun 2010 Norn.or 123,, Ta.mbahan 
umtJaran Negara Reptt1:1lik Indones1a Nomot 51:651: 
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22.Peraturan ..... 

1@. F»eraturan Pemerintah Nomot $.6 tahun 20 li tentang 
Pinjaman Daerah [Lembaran Negara -1~.epublik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lem.baran Negara 
'Repu'b1fk·fndones1a Nomor 6279); 

t7. Pera.ffii"an Pemenntah Nomor z Tat.tun 26'iZ t"entang Hibah 
Daerah {Leinbaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomot 5272}.; 

1$. Peraturan Pemerintah Nomor 27 TW14n 2014 tentang 
Penge1olaan Ba.t-ang Milik N~a/Daerah {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5·53'3} 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun ·2020 ten~g Petubahan Atas. Peraturan 
Pemertntah Nomor 27 Tahun 20\4 t~ntang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2Q2Q N9m9r 142~ Tambahan Lembaran 
Negara Repu&lik Indonesia Nomor :o.623J; 

19·# Peratura.n Pemerlntah Nomor 12 Tahrm 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia T$4n 201~ Nomor 42~ Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomot 63-22).; 

20 ... Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah {Lembaran Negara 
Rep\tl?ii~ Indonesie, Tahun ~Ql~ Nomor ~Jl sebagaimana 
telah -diubah d.engan Petaturan Ptesiden Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nor.nor 16 
Tahun 2.018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2Q21 Nomor 
6.3}; 

2L Peraturan Mertteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahurt 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
JR~publik Indonesia Tahun 201~ Nomor 2Q39} sebagaimana 
:telah diuba.h dengan Petaturan Men.ten Dalam Negeti NOmor 
120 Ta.hurt 2018 tentang Perubahan Atas Per~turan Menter! 
Dalam Negeri Nomot 80 Tahun 2.015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah {Betita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomot 157}} 
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1.Keuangart .. ~. 

Dalarn Peraturan Daeralr ini, yang dimaksud dengan: 
lj- Daerah adalali Ka.bupaten Sofidowoso. 
2,. -Pemerinta.Ji. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Bondowoso. 
a~ Btrpa'ti afl:atah: Bupati Bondowoso. 
4,. -Dewan P.ernrakifarr Ralkyat Da:erarr, yang· ,selanj·utnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Bondowoso. 

i; S-ekretaris Daerah adman Sekretaris Da:erah Ka:bupa:ten 

Bondowoso, 
6. Perangka.t Da.erah ada.lah adala.h unsur pembantu aupati dan 

DPRD dalam p-etiyelenggaraan Un:rsan P~merffltaha:n y011g 
meaja<di: kewertan.gan Da:eralt. 

Pasal 1 

BAB I 

KETENTUAN U:MU-M 

Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAER.AM. 

MEMU-'fUS«AN-: 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PER.WAKILAN RAKYAT DAERAH KASUF'ATEN BONDOWOS·O 

da.n 
BUPATI BONDOWOSO 

22. P.eta.turan Mertteri Dalam Negeri Nomot 1-9 Ta.hurt 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Betita 
Negara Republik Indonesia. Tahun 2016 Nomor 547);. 

23. Peratu.ran Menten Dalam Negeri Nornor ·77 fah.un 2·020 
tentang Pedoman ·Teknis Pengelolaan Keuangan Dae.rah 
-(Senta Negara Republik Indonesia 1'-ahun .2-0:2.0 Nqmel"' 1781};; 
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1, Keuangan Daerah adalah semua hak dart kewajiban Daerah 
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 
dapat dirtilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang 
dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan 
kewajil:jaii Daer.ah tersebtif. 

8. Angga;ran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya 
disingkat AF~D adalah rerrcana keuangan tahunan Oa:erah 
yang ditetapkan dengan Perda, 

il. Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah keseluruhan kegiatan 
yang 111eliputi perencanaan, penganggaran., pelaksa.naan, 
penatausahaan, pelaporart, pertanggungjawaban, dan 
pengawasan Keuangan Daerah, 

10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 
11'°' Pengel:uaran Oaeran adata1i ti:ang yang ke1uar daTt kas 

Daereh, 
12. Pendapatan Daerah adalah semua hak D.aerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan. bersih dalam periode tahun 
anggaran berkenaan, 

13-. Dana Transfer Umum, adalah dana yang dialokasikan dalam 
APJBN kepa.da Daerah untuk digunakan sesuai dengan 
kewe.nangan: Daeran guna mendanai keoutunan Dae.rah 
dalam rangka pela:ksa:rra:an ·ciesentra:lisasi. 

14., Dana Transfer Khusus, adalah dana yang dialokasikan dalam 
APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu 
mendatta.i kegiatan khusus, baik ftsik maupun rtonfisik yang 
merupakan urusan Daerah. 

IS. Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat OSH adalah 
dana y'ang be.rsum1l'er d'mi P'etidapa:tan -tetterrt:u APBN yB.1ig 
dialokasikan keyada Daerah pengha:,sit berdasarsarr angka 

persentase tmentu- dengan tujuat1 mengurangi ketimpangan 
kemempuan keuangan aetara Pemerintah Pusat dan Daerah. 
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28 ~ . - .Ji"i.1ontas ..... 

16. Dana Aloka$i Umum, yang selanjutnya. disingkat DAU adalah 
dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
diaiokasikan dengan tu.Juan pemerataan kemampuan 
keuangan antar-Daerah untuk rnendanai kebutuhan Daerah 
d£am: '.Fangka pelaksa.naan Desetitralisasi. 

1·7. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah 
dana yang b.ersuinbet dari pendai,atan APBN yang 
dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tuj.ua.n untuk 
membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan 
Urusan Pemmntahan yang menjadi kewerrangsrr Daereh, 

18. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah 
yang diakui sebagai pengurang mleJ k~~a_y~~ bersih dalem 
tim~e tahun anggaran berkenaan. 

19.. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan./ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, 
baik pa.4a tah.Yn anggaran ber~,n~3P. m~W-P.\Ul P-g1;€Ja tah1Jn.­ 
tahun anggaran berikutnya. 

2Q"* Pinj$llaI1 Dasrah adalah semua transaksi yang 
mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau 
m.enenma manfaat yang bet:ml:ai uang da.rl pihak lain 
$ehirtgga Daerah ter$ebut dibeban! kewajioart untuk 
membayar 'kemoafi. 

2L Utang Daerah, yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah 
uang yang wajib di'bayar Pemerintah Daerah dan/atau 
kewaJib.tan .P~.menntaJa. D.a'fJrah yang- dapat .dh:iJ.Jai- dengan uang 
berdasarkan peraturan perundang- undangan, peljanjian, 
ata.JJ. ber.d~ar~n ~eb~P fa.il.1JlY~ yang ~ab,# - -· 

22~ Pemberian Pinjaman Daerah, adalah bentuk investasi 
Pemerintah Daerah pada Pemerlnta.h Pusat, Pemerintah 
Daerah lainnya, oadan layanan umum daerah miJik 
Pemerintah Daetan la&nnya, badan usaha milik negara, 
Badlill Usab:a ·Mitik :D'aerah, kot1era$i, dan masyataka:t dengan 
hak memp_e.rQleh- bunga, d@ pe.n.gembali.a:n PPkQk pinjam.a.n, 

·23; Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk 
mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan earana 
Daerah yang tidak dapat dibe&ankan· dalam 1 (satu] tahun 
a:nggaran. 

24. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa 
dalam periode pelaporan yang menurunken ekuitas atau nilai 
kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau 
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 

25. R~cana Pemoongunan Jan-gka Menengah Daereh, yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 
Oaerah untuk penode 5- {limal tahun, 

26·~ Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya 
disebut Rencana Kerja. Pemerintah Daerah dan yang 
selaajum1a -disingkat ~Pt> adalah- dakumen pe:r.e:n:ea:naan: 
Daerah untuk periode 1 (satu] 'tahun. 

21, Kebijakan Umum APSO, yang selanjutnya disingkat KUA 
adalah dokumer; yang· rnemuat kebija.kan. bidang' pendapatan, 
belanja, dart Pembiayaan eerta asumsi yang mendasarinya 
untuk periode 1 (satu] tahun. 
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28. Priotitas dan Plafon An:Sga.rai1 Sementara, yang selanjumya 
disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas.maksimal 
anggaran yang ·diberikan kepada perangkat Daerah untuk 
setiap program dart kegiatan sebagai acuan dalam 
15enyttsttttan :t-eneana kef:fa dart anggaran: satua.tr ketJa 
perangkat daerah. · 

29:. Rene·ana .Ketja. dan Anggaran Satuatt. Kerja Pera.ngkat Daer:ah, 
yang selattjutnya disingkat RKA S·KPD adelah dokurnen yang 
memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau 
d~kmnen yang mermrat reneana pe!rrdapatan, be'lanja:, darr 
Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara 
umum daerah yaq.g qJ.gup~~n s~b~g~ dasar p~yu~µn~ 
rancangan APSD~ 

30~ Kerangka Pengeluaran -Jangka Menengah adalah pendekatan 
penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan 
keputu.$an. ttrhad~P. k~bij~k~ t~rsebut ~-U~k~ dE.\l~ 
perspektif lebih dari 1 .(satu) tahun anggaran dan 
mempertimbangkan implikasi biaya aki.bat keputusan yang_ 
bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam 
prakit.aan maju .. 

31J Program adalah 'berttuk. instrumen kebijakan yang· berisi 1 
{satu) atau ··feb'ih -Kegiatan yang duaksanakan oleh satuan 
kerja perangkat daerah · atau masyarakat yang 
dikoord.inasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai 
$a$Nan QOO ~ill&n peaban~nan D.ae.1r$-# 

32. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 
-i ($atJJJ atay P.frber~p~ ,a:tuan k-«fr.i0 p~;r~t. d.a.~r~ seb~gaj 
bagian .dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program 
dart terdiri dart sekumpulan tindaka.rt pengerahan sumber 
daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, 
bata.ng modal termasUk petals.tan dart tekttologi, dana, atau 
k6fflottiasi dati beue:ra11a ata:tt ~entcta j'en1°'$ sul'I1,,er daya 
tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran 
daiam bentuk barang/jase, 

33 .. Kesiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang. dianggarkan 
dan dilaksanakan untuk masa lebih dart 1 (satu) tahun 
anggaran y~,g- ~eketj'a:gnnya: ·dilakwk-arr ·metalui kontr-ak 
tahun jamak, 

34~ Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh 
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian 
sasaran dan tujuan. Program dan kebijakan~ - - -· 

3-5- •. -Hasil ada:lah segala seseatu yang meneerminkan 
berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 [satu] Program. 

ss, Sa-saratl adalah Ha-sil yang diharapkan dari suatu Program 
atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan . 

. '31~ Kinerj.a adalah Keluara.n/Hasil d.ari Program/Kegiatan yang 
.akan atau .telah .. dieap.a4 sehu.ban:gan: -dengan pengg:u-naaa 
anggaran dengan kuantitas dan kualitas yangterukur .. 

3-8. Kas Umum Daerah adala.h t:.empat penyimpatian uang Daerah 
yang ditentuk-an oleh Bupatt u11.tuk menam.pu11.g seluruh 

·Penerirtiaan D'aerah dan mer.nbaya.r seiuruh Pengeiuaran 
Daerah. · ·· 

39 ... Rekenmg.H 
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4.9.Surat Perintah .. ~ 

39. Rek~ni~g Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 
penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati 
untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan 
mernbeyar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang 
ttitetap1<an. 

40.. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Da.etah, yang $elanjutnra disingkat DPA SKPD adalah 
dokumen yang memuat :p.endapatan dan belanja. SKPD atau 
dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan 
F.embiayaan SKFD yang me:laksarr,akan· fungsi berrdahara 
umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 
~ggaran .gl,h. pengguna anggaran. 

4l .. Su~at Penyediaan Dana, yang selanjumya disingkat SPD 
adalah dekumen yang menyatakan tersedian.ya dana sebagai 
dasar penerbitan snrat pennintaan· pembayaran ates 
pelaktMa.ml Ario! 

42. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat 
S:P.:P adalah dokumen yang digunakan untuk -mengajuka.n 
permintaan pembayaran, 4a ·ua:-n,a Per-·,..i; ..... ,~. ~?:~na: s:e1'°~-:umy.a . .A;,...-.m··_·.n1..;;0-:t Up-· a·· ~..;;., .... 1... ~g , - .g;~"""C . Q~;J:1 .1--~ ... -~.f ' . '. ~ ~ . - - ~a.a: ;~.,. 
muka kerja dalam Jqnuah terterrtu yang diberikan kepada 
'bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegfatan 
operasional pada satuan kerj_a perangkat daerah/unit satuan 
kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai 
1.:il.in,~l,,,,a,.1"'o.+,,. yMg-. mp.n1.,,~.1 . .f:_ c.tj,f_at A.g_n. '4;-1_1,i1.:u:a.:n.nvo, +.:~,"'.1~ f""¥''°"'~l>~ ~~~ ".. .. ~Yilf~.ff;li~~~~ ~, .. ~ . ~~· ~~J.~~~"J M »A~~ 

mungkin dilakukan melalu! mekanisme pembayaran 
langsung# ·· 

44~ Pemhayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat LS. adalah 
Panbayaran. La.rtgsung kepa.da - 'bendahara 
peng~luara.n/penerima- hak lainnya atas dasar perjanjian 
kerja, sutat tu~as, dan/atau: surat perintah keija laiaaya 
metatu'i petterblta.11 ,swat petmtah memueyar 1m1.gsu1Ig. 

4~~ r~.mJlab:an lJ ang P~r§..e..d.i~1-~1z1l~ yang .$.~lanjutnya di~i~Jlut 1'W 
adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada 
bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu 
antuk tttembiaya.i pengeluaran atas pelaksanaan AJ>BD yang 
ticlak ,eakafY didar.rsi dart ·tJ'lP- dengarr ·batas ·werkm: dafam 1: 

:(satu) bulan, · · 
46, Surat Perintah Memba.yar, yang selanjutnya disingka.t SPM 

adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat 
perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran t>PA SK:PD, 

~7 .. Surat P,erlntah Membeyar ~P, yang sela.t1jttmya disingkat 
SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan 
'surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DFA 
SK.PJ:> yang dipergunakan sebagai tJP untuk mendanai 
Kegiatan, . r 

4.3. S:w-at Penntah MembayaF aan,a Uan-g P.eFseaiaan, yang 
selanjutnya disingkat SPM~ou adalah dokumen yang 
digunakan untuk pen-erbitan surat perintah pencairan dana. 
a.tas Beban pen.geluaran DPA SKPD yang dananya 
dipergurtakari untuk mertggartti UP yang teiah dioelanjakart. 
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62.Satuan .. ~ 

49. Surat Perintah Membayar TU_, yang selanjutnya disingkat 
SPM./fU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan 
surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA 
SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan 
LSdanUP! 

SO. ·Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya 
.aisebut SPM-LS adalah d<>lru.mert yang digunakan untuk 
penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban 
pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga. 

st. $urat :Perintm"r P.ei:cairan Dana, ya:rrg selanjtrtnya: disingkat 
SP20 adaJah dokumen yang digunakan sebagai dasar 
P(mcajrtm <:t~a. atae Beban A.P:e.D. 

52... Barang Milik Daerah, yang selanjutnya ais-ingkat BMD adalah 
semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD 
atau berasal dari perolehan la:innya yang sah. 

5~~ ii~ ~b.ih P@rllitynp.n Angg~~ y~g §,l~j11t.ti.Y~ ~;U,~but 
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan 
pengeluaran anggaran selama l (satu] periods anggaran, 

54 ... Piutang Daerah adalah jumlah. uang yang we.jib dibayar 
kepada Pemerlntall D,aerah .nan/a.tau hak Pemerintab Daer.ab 
yang. dapat din:ilai dengan uang sebagai akibat perjanjian 
atau akibat Iafnnya 'berdasarkan Icetentuan peraturan 
perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. ·- 

55. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan yang 
~~ajag.-i k~ella1:'l.gan Pre.skien yang pe~aannya­ 
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara 
P~~ootab~ Pa~ra-b µn,tu.k- · meUngun,.gj,, - m{'laya.ni, 
memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. 

5-lt- Pemerintahan Dae-tab. adala.b. penyelenggaraan Urusa.n 
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menutu-t asas otonomi dan tugas 
pemba:n:tu® det1gat1 prin$ip otott6:rlfl $eluas-tua:$1:ra daiam 
3i~t~m da.n pn~i.~ N~gar.a Ke..~fJ.tJJ® ~py))JJl~- I»~gn~~ia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 .. 

&7; Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan 
yan:g·wajib' m-selengga-rakan oleh ~a Daerafr. 

58. Urusan --Pemerintab.a.n 'Pilihan adalah Urusan Pemerintahan 
yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan 
potensi yang dimiliki Daerah. 

59,. Pelayanan Dasar adalah p.elayanan publik untuk memenuhi 
k-ebutuh-an dasar warga negara, 

6.0!" Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenaijenis 
dan mutu · Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan 
Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga 
negara secara minimal. 

61~ Badan Layanan u~m .I)ae;raa, yang selanj:amya .di&mglfat 
BLUD adalah sistem yang· diterapkan oleh satuan kerja 
perangkat daerah atau Unit satuan k-erja perangkat daerah 
pada saruan kerja perangkat daerah dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat yartg mempunyai fieksibilita.s 
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari 
ketentuan Pengelolaan Keuanga.n Daer.ah. pada umumnya. 
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62. Satuan Ketja Perangkat Daerah, yang sela.rtjutnya. disingkat 
SKPI) adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah 
Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah, 

63. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya 
distngkat -SKPKD adala.11 ttnsur peffttnJang~ Uffisati 
Pemerintahan .pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan 
Pengelolaan Keuangan Daerah .. 

64. Unit SKPD -adalah bagian SKPD., yang melaksanasan 1 (saru] 
atau beberapa Program. 

es. Penggurra Anggaran, yang seianjutny-a: disingkat PA a:dalah 
p.ejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk 
melak.s~aken. tugas 4?tU fµ;qg$! $~P yoog g:.tp~.mn!l.Y~· 

~i. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat 
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian 
kew:enangan PA .dalam melaksanakan sebagian tngas dan 
fung$i $K.PP.r 

6-7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat 
TA-PD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan 
melaksanakan kebijakan. Bupati dalam rangka penyusunan 
APBP. 

6.8; Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang ,~-t~j~tny~ 
dismgkat PPr(O adafan kepala ·$KPK!5 yang mempunyaf tugas 
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai 
bendahara umum daerah, 

i9'.. Stliea.hara. VlnY-m· Dae;a.Ja,, YM-g sela.tl:i-u.mya '1i-$m§kat 13lJP 
adalah PPKO yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. 

10~ ~Y3$3 WP · a4~® peje;baf. y~g · 4it>eri $1J~$a, µ~:'tuk 
melaksanakan tugas :auo. 

7l.- Pejabat Pelaksana T'eknis Kegiatan yang sela.njutnya.. di$mgka.t 
PY.l'K adalah pej.abat pada Unit SKPD yang. melaksanakan 1 
(sanz] atau bebetapa Kegiatan dart suatn Ptogram sesuai 

·dettgM: bida.11:g tugaaffya.. . . 
7;?.. P,tj~gJ~:t Pen~ta.~.~~ K~u~gan Satuan K~rja. Perangkat 

Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat 
yan,gmelaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada SKPD. 

73. Bendahara Peneritttaart adalah pejabat yang diturtjuk untuk 
meneri.ITra, menyiu1pm1, menyetorkan~ menata:U'SmYakan, darr 
~~.mp~~ggq.ngj~w~ljk@ uang P~l'.1-Q~p~~ P~~J~ 4~ 
rangka. pelaksanaan APBt> pada SKPD~ 

74. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, 
.,cian memperta.nggun!fawabkan uang un.tuk keperluan 
Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBr.> pada SKPO. 

7-5. Pegawai Aparatur Sipfi Negara, yang 'Selanjutnya disingkat 
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dart pegawai 
pemerintah dengan pe_rjanjian kerja yang diangkat eleh 
.pejabat .pembina kep.egawaian '.aan ,a.iserahi .tagas- 4alam 
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang­ 
undangan. 

76. Ba.dart Usaha Milk Daerah, yang seI~Jutrtya disingkat 
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian bssar 
modalnya dimiliki oleh Daerah, - 
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(2)Pengelolaan ... 

{1} Pengelolaen Keuangen Daerah dilakukan secara tertib, efisien, 
eKoriomis, efekfif, tfa.nspatart, dart bertanggung jawab dengan 
memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk 
masyarakat, serta taat pada ketenruan peraturan perundang­ 
undangan. 

Pasal ·3 

Keuangan Daerah meliputi: 
a. hak Daerah untuk memungut paj.ak daerah dan retribusi 

daerah serta melakukan pinjatttan; 
,1J1. ·kewa:jroan- Daerailir ttntuk . ·menyelenggenrkan Unrsan 

Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; 
c. Penerimaan Daerah; 
d, Pengeluaran Daerah; 
-e,. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh plhak lain 

'herupa ueng, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain 
yani dapat dinilai dengan uan~,. termasuk kekayaan daerah 
yang dipisahkan; dan/atau 

ff kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah 
dalam rangka . penyelenggaraan tugas Pe-1J1.eri:ntaban Daerah 
.dan/atau k:epeati:agan- ,ttmum. 

71. Anggaran Kas adalah perkiraan ams kas masuk yang 
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar 
untuk mengatur ketersediaan dana yang ·cukup guna 
mendanai pelaksanaan AP:BD dalarn setiap periode. 

78~ Sumda.r Ak«manst Peffiefinran:an, yang setanjumya disingk:at 
SAP adalah _prinsip~prinsip akuntansi yang diterapkan dalam 
meny·ttsttn dart me11y.ajikan laperart keuatigart pemeritttali. 

79,. Kebij·akan Akuntansi Pemerintah D.a.era.11 adalah prinsip, 
dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh 
Pe-merintah -Dae-rah sebagai pedomsn dalam menyusun dan 
menyajikan Iaporan keuangan Pemerintah Daerah untuk 
memenuhi kebutiilla:n pengguna lQ.P9r~n keuangan c:l™~m. 
rangka meningkatkan ket~bandingan laperan keuangan 
terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. 

-80, Sistem Akuntansi Pemerintab Daerah, yang selanjutnya 
dis.inglm:t SAPP ~9.~lah rangka:ifMl 1i~t,matik 4ari pr~~edYr1. 
penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan 
fung~i akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan 
pelaporan keuangan di. Iingkungan organisasi Pemerintahan 
Daerah. 

81! Rencana Si$ni$ dan Anggaran BLT), yang $e1a.njtltnY~ di$e-"b4t 
RSA, ada1a1i dokumen pereneanaan 1:>isnts dan penganggaran 
yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan .anggaran 
suatu BLU. 

'211,., ~.O.O'J:U~. ~1~,:i.~ $-.+,;;._~_~,..,~, y·o,1"1.g· o,:~J.~,1;:l.h1.+_~·y!:I. ~.1_C!.i_nnlr.!.:1~t B"9 ,..~ ... 1,..,~ pg,,. J;;;>~~,#,~~-:1r .• ~-~.,. ~,,. ~'-"'''""1i'i~~&;J."..l'.~\l,l.lv..._~,.i;~ --~~ 

daftar kodefikaei dan klasifikasi terkait transaksi keuangan 
y~g ~!$Y.§JJJ.l §@c.m:-a. si§temati~ iebaga,j pegpm§P. d.aj~m 
pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah 
Daerah. 

83~ Harl adalah harl k~rja. 
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(3)Daiam ... 

{1) Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan 
Daerak. <ian: mewElkili: Pem:erintan Daerah dalam kepanihKan 
kekayaan daerah yang dipisahkan. 

12-~ mu~att se1 .... 1~:· Pettr~a-am: -: h·ekttas.aat:t Pea ·etolaan u auan--an ,. .,. . .. . .1-! . ,. . . ~u. . eo, - g ~- - . . . . . , . - g_ ... - - .. -- ~ - g. - 
Daerah eebagaimena dimaksud pada -ayat {1}. mempunyai 
kewenangan: 
a. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang AP:80, 

Rancangan Peraturan baerah tentang perubahan APBD; 
dan R~9Mi~ Peraturan P~,r@ tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan A~.Oi 

b. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,. 
Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBDt 
o.QJ.1 R~cMgan Per~tutan 1'.a.er~ tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan AP80 kepada DPRD 
untuk dibahes bersama; 

c. menetapkan Peraturan :Oaerah tentang APBD, Peraturan 
Oaetab tentang Perabahan Af>SD, dan Peraturan O.aerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBO yang 
teiah mendapat persetujuan liersama .Ol'RD; - . 

d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

~. m.1~b.il tiud~ :t.trt~:tJ.rtJJ: d.alam. k.e.a-daan m~.nd~$M 
terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat 
'1ibut.ubka.n o~h P~~rab ~/a.ta\.l llla~Yara;Mit; 

:t menetapkan kebij.akan pengelolaan APBD; 
g. meneta.pkart KPA; 
h.... tnettetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara 

Penge1uara11; 
i. menetapkanp-e'Jabat yallg betttrga:s· meiakttkan 

pe.m_un_gw.,t.an p,aj~ ~la~r~ 4Ju1 r~t.ri.l>Y.~i g.a~r@,.; 
j. menetapkan pejaba.t yang bertugas melakukan 

pengelolaan Utanj dan Piutang Daerah; 
k, menetapkanpejabat yang bertugas melakukan 

pert-pji~ atas ,taW:h:an -darr me~intah:kan pembayaran; 
L menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan 

Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan 

in, melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan 
·peraturan perttn~ang-rutndangan. 

Bagian. Kesatu 
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 4 

BAB II 
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 

(~} Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat. (1) diwujudkan dalam APBD. 

:(3), APBD sebagaimana dimaksud pada ayat ·(2} merupakan dasar 
bagi Pemerinteh Daerah untuk rnelakukan Penerimaan dan 
Pengelua.ta:a Daeeah. 
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Pasal 6 

Ul $ekret~rt, l).~~r~b ,~~kY. Ko~tdin~tor Pengelc;>laM Keuan:&an 
Daerah sebagaimana dimaksud da1am Pasal 4 ayat (.4} huruf' a 
mempunyai. tugas: 
a. melaksanakan koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan 

D ·. ·rt--,.,.·· . a.e i;µ.,lJ 

b, melaksanakan koordinasi di bidang penyusunan 
rancangan APB·n·; rancangan perubahan AP13D, dan 
rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

c.. melaksanakan . __ " koordinasi · penyiapan pedoman 
pelak$anaan. APBD.; 

ft memberikat1 persetujuan pengesahan DPA SKPD;. 
et mel~~n~an ~Q~f4ina.~i p;tak~~aan tµ.g~"' lain.ny~ 4i 

bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

f. memimpin TAPD ~ 
{2) DEtlatn fflela.k:sartakan tugasrtya seba.gaimana dima.ksud pada 

ayat-fl'}', ··S-etcre:mrts' ·Da~:r~ b-ertanggrrng rawa::tJ ke-pa:da: Brri,att. 

8-ag_ian-.- .. ~. 

{1) Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan 
kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat ::(l}: berkedudukan sebagai pemilik modal 
pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada 
-petsetoan daera.h. 

:(2) Ketentuan mengenai Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah 
~ kef3.em1likan kekayaatt uaerab yang dipisahkan 
sebagaanana dimaksud pada ayat { 1.} dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
l\Qqrdi:P~tqr Pengelolaan Keuangan Daerah 

-{8) Dal.am melaksanakan kekuasaan sebagatmana dimaksud 
pada ayat .(1), Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh 
kektlasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 
pettat1ggungjawabat1, serta pengawassn Keuangan Daerah 
kepada Peiabat; Perangkat Daerah . 

. (fl Pejabat Perangkat Daerah sehagaimana dimaksud pada ayat 
·{3} terdirt atas: 
a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 
b, Kepala SK?KD selaku PPKD; dan 
,q~ l~p~l§. $:!\PP. selaku F!\. .. 

-,{$) PeliaJahan sebagian asau seluruh kekuasaa.n sebagaimana 
dimaksud pads. ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan 
kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan 
nt~n~rtm.~ ~t3.u. m.eng@l.~-Mk~ ~g_, 

{6}.- Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat {3}. 
ditetapka.n dengan K~putusan Bupati. · 

Pasal 5 
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d.memantau .. ~ 

f 1J ·PPKD selaku BUfl mengusulkan pej.abat di lingkungan SKPKD 
kepada Bupati untuk ditetapkan sebaga! Kuaea BUD'" 

(i) Kuasa BUD sebagaitnana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

.(3} Kuasa BUD sebagaimana -mmak,sud J>aaa .ayat fi,} .memp:unyai 
tugas: 
a. menyiapkan Anggaran Kas; 
b, menyiapkan SPD; 
e, raenerbitkan SP2D; 

{1} Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas: 
a, menyusuti dan melaksanakan kebija.kat1 Pengelelaan 

Keuangan Daerah; 
b, menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, .. 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, 
dan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
P-ma.nggu~e.,w~b~ Pe{~S,®~an i\P1$P; 

Qi.; melaksanakan pemungutan Pendapatan Daer-ah yang 
telah diatur dalam Peraturan Daerah; 

d, melaksanakan fungsi BUD; dan 
e. m~l~§~P.Ma.P.. tugas ~jp.py~ §e~um. 4engan k~t~ntua.n 

peraturan perundang-undangan, 
(2). P.PKD da1am melaksanakan fungsinya selaku BUD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang: 
a. nienyUsun kebij:akan .dan pedoman pelaksanaan APBD; 
b mengesahkan DPA ·$:kPO; 
c.. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 
d, memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem 

penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah; 
e, melak-sa.nakaJ.l pemung1.rta:n pajak daerah; 
f. menetapkan SPD; 
g\# mtnyiaipkan pel3k§~ pj,p.j3.m~ d~ p@mberiM 

jaminan atas nama Pemerintah Daerah; 
h, melaksa.nakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan 

Daerah; 
1... menya.311<:011 mformasi keuangan. daerah; dart 
j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal 

penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan 
ketentua.n peraturan perundang-undangan, tidak 
dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah. 

{3} Apabila terdapat SKFD yang ditugaskan secara khusus untuk 
melakukan permmgutarr pajak daerah yang d:mtur dengan 
Peraturan P?-~;rM tentang Perangkat P~~:r@, --m~Br ketentuan 
sebagaimana ayat {2) hunrf e dapat dikecualikan. 

Pasal 8 

Pasa.1 7 

Bagian Ketiga 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
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(2}PA ... 

(1) Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas: 
a. menyusun RKA SKPD; 
b. rnenyusun DPA S~PD.; 
e, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 

.atas Behan anggaran belanja; 
d.. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 
e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 

pembay~m1;- 
f, melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 
g, mengadakan ikatan/ perjanjian ksrja sa.ma dengan pihak 

lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 
h. menandatangani SPM; 
L mengelcla Utang dart Piutang Daerah yang :menjadi 

tanggung jawab SXPD yang dipimpinnya; 
-j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD 

yang dipimpinn.ya.; 
kj' met1ga.waf$i pelak-$anaan anggaran SKPP yang 

dipimpinnya~ 
l,, menetap~n PPTK d:an PPK SKPD;- 
m, menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang 

dipimpifinya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; 
dan 

n. melaksanaka.rt tugas lairtrtya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 10 

Bagian Keempat 
Pettgguna Anggaran 

Pasal 9 

Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 ( satu) 
Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran 
jumlah uang yangdikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang 
kendali, 

d. rnemantau pelaksanaan penerimaan dart pengeluaran 
APBD oleh bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya 
yang telah dituajuk; 

e·. mengusahakan dart mengatur dana yang diperlukan 
dalam pelaksanaan APBIY, 

f. menyimpan uang daerah; 
g. melak-sartak~ p.enempatan uang daetah dan mengelola/ 

menatausahakan investasi; 
h, melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA 

atas Beban APED; 
i. melaksanakan Pemherian Pinjaman Daerah atas nama 

f>~merintM Daerah; 
j.. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan 
k, melakukan penagihan Piutang Daerah. 

{41 Kuasa BUD sebagaimana .dimaksud pada ayat {1)- bertanggung 
jaw@.b kepad.a PP~ ~elakY $VD; 
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(2}PPTK ... 

{1) PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan msnetapkan pejabat 
padaSKPD/Unit SKPD selaku PPTK. 

Pasal 12 

Sagian Keenam 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah 

{2') ·PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan 
wewenangnya sebagaimana -dimaksud pada ayat ·(1) kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah .. 

Bagian Kelirna 
Kuasa Pengguna Anggaran 

Pasal 11 

"(l) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada 
kepala Unit SKPD selaku KPA. 

{2J Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l} 
berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, 
dan/atau rentang kendali. · · - ·· 

{3) Pelimpahan kewenangan sebagai.mana dimaksud pada ayat {1} 
ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKP:O. 

(4} Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} 
meliputi: 
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 

atas Beban anggaran belanja; 
b, melaksanakan anggaran Unit SKPO yang dipimpinnya; 
e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 

pembayaran; 
d. mengadakan ikatan/perjan.Jian kerja sama dengan pihak 

lain dalam batas anggaran yang telah ditetepkan; 
e. melaksansken pemungutan retrtbus! daerah; 
f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung 

jawabnya; dan · · 
g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan .. 
(5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah 
meliputi: 
a. menyusun it'enearta. ketJa dart attggaran; 
b. menyusun dokumen pelaksenaan anggaran; 
c.. menandatangani surat perintah membayar; . 
d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi 

tanggungjawabnya; 
e. rutnyµ,~un dan :Q:1¢11YW11PajkM Iaporan keuangan -qnit 

yang <1:ipimpinny~-; 
f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan 

pejabat penata.usahaan keuangan; dan 
gr men~mPkM peJtb.~t l&nny~ d~lam Ynit yang dipimpmnya 

dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah. 
{6) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) dan ayat (5) KPA bertanggungjawab kepada PA .. 
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ri • .oa.gian •.• 

(1) Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) 'huruf 1 untuk 
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD~ 

{2} PPK SKPD sebaga.imarta dimaksud pada ayat (I] mempuayai 
tugas dan wewenarrg: · · - · 
a, melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-OU, SPP-TU, dan SPP­ 

LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh 
Bendahara Pengeluaran; 

b. menyiapkan SPM; 
c, melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban 

Bendahara Penerlmaan dan Bendahara Pengeluaran; 
d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKP:0; dan 
e, menyusun laporan keuangan SKPDk 

{$) PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat {1)' tidak 
merangkap sebagai pejahat -dan pegawai yang bertugas 
melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, 
Sendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, -dan/atau 
PPT~. 

Pasal 14 

Bagian Ketujuh 
Pejabat Penatausahaan Keuangan 
Satuan Keria Perangkat Daerah 

(ll Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 
-{1)' berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran 
anggaran Kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, 
qa.;,pJ ti!taµ pertittib@g$:):. q.bj¢1.¢if tmu.ny~ y@g M.t~n~y~ 
ditetapkan Bupati . 

. (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
Pegawai A:SN yang mendudnki jabatan struktural sesuai 
dengan tugas 4.EA1. fu~g~inya. 

(3)- Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki 
· jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat 

fungsional umum selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan 
lebih lanjut .dengan Keputusan Bupati .. 

Pasal 13 

{2) '.P-Yl'K sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bertugas 
membantu tugas dan wewenang PA/KPA. 

{3;) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2)? PPTK bertanggung jawab kepada 
PA/KPA. 
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.{2)Pegawai .... 

{1) Kepala SKPD atas usu! Benda.hara Penerimaart dapat 
menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara 
Penerimaan untuk menlngkatkan efektifltas pengelolaan 
Pendapatan Daerah. 

Pasal 18 

Pasa.117' 

fl;)- D~am baj: PA m~limpAAJq~.n ~~'Qa,,gim-1- k~wen@~ny~ ·kep~ga 
KPA .Bupati dapat menetapkan Bendabara, Penerimaan 
pembantu pada unit kerja SK.PD yang bersangkutan. 

-{2} Bend-ahara P-enetimaan pembantu eebagatmana dimaksud 
pada ayat ( 1) memiliki tugas dart wewenang sesaai dengan 
lin~u.p pertu~asan yan~ dit:etapkart dengan Keputusan 
Bupati. 

(1) Bupati menetapkan Bertdahara Penerimaan untuk 
melaksanakatt tugas kebendahat'aatt delam rangka 
pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD atas usul 
PPKO aelaku BUD . 

..{2:l Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ 
memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, 
menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan, 
dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang 
diterimanya, 

Pasal 16. 

Bagian Kesem.bilan 
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran 

(1). Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada 
KPA karena pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat f2h PA menetapkan PPK Unit SKPD- untuk 
melaksanakan fungs! tata usaha keuangan pada Unit SKPD. 

{2) PPK Ut:lit SK.PD sebagaunana dimaksud pada ayat -(lf 
mempunyai tugas: 
a. n;1e1~kan vetiftkasi $,PP-TU dart $.PP-L$ pesett~ ~uk1i 

kelengka.partnya yang diaj.ukart oleh Bendahara 
Pengeluaran pembantu; · 

b~ menyiapkan s·PM .. -1'U dan S·PM..-LS, berdasarkan SJ?f ... TU 
dan $PP-ts. yang diajukan pleb Bendahara Pengeluaran 
pembantu; dan 

c, melakukan verifikasi Iaporan pertanggungjawaban 
Bendahara Penerimaan pernbantu dan Bendahara 
Pengeluaran pembantu, 

{i} Ketent.u3n l~\>ib lmliut m~ngenai Peja.bit Penat~µ.~a.b~.® 
Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur dalam 
P-eraturan Bupati. 

Pa.Sal 15 

Bagian Kedelapan 
Pejabat Penatausahaan Keuangan 

Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah 
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fl} Kepala SK.PD atas usu! Benda.hara. Pengeluaran dapat 
menetapkan pegawai yang bertugas membarrtu Bendahara 
Pengeluaran untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan 
Belruija Daerah. 

Pasal 2-0 

·(l} Bupati atas usul PPKD raenetapkan Bendahara Pengeluaran 
untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka 
pelaksanaan anggaran belanja pada SI{PD. 

{2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1} 
mtmiliki tyg~~ Q@ wewenang: 
a, mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPF' 

UP, SPP GU, SPP TU, dart SPP LS; 
b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU; 
t; melak~an.~~ p,mb~y1;1;ran 4-~ri Vl\ QW; 4mi. TU yang 

-dikelolanya; 
d .. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
e~ meneliti kelengsapan dokumen pembayaran; 
f, membuat laporan pertanggungjawaban secara 

administratff kepada PA dan Iaporan pertanggungjawaban 
secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan 

g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan 
k~t~ntuan.- peraturat1 perundatJ.g-und.~gan. 

·(3) Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA 
$eb~~a dim~~Y.4 gala,m p~~~ ll ay~f(l) d~ ~y~t (2}, 
:Supati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran 
pembantu. . 

£4} Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud 
pada aya.t ,(3) memiliki tugas dan wewertang~ 
-a. .mengaiukan permintaan pembayaran -menggunakan SPP 

TU dan SPP LS; 
b, menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara 

Pengeluaran; 
~~ menenma dan menyimpan TU dart BUD; 

·d. m-elak:saniakan pembayaran -ata:s pelimpanarr UP darr TU 
yang dikelolanya; 

e. menolak perintah ba.yar dari KPA yang tidak sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

f,.. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 
g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
h. membuat · laporan pertanggungiawaban secara 

adminietratif kepada KPA dan laporan 
pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara 
PengeluaFan seeasa f)eriodik. 

Pasal 19 

{2) Pegawa! yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan 
aebagaimana dimaksud pada ayat { 1}. melaksanakan tugas 
dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang 
ditetapkan kepala SKPO. 
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I3A6 ... 

{1) Dalam proses penyusunan APSD, Bupati dibantu oleh 
TAPD yang dipimpin oleh Bekretaria Daerah . 

. (2:)- TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, terdiri atas 
Pejabat Perencana tiaerah, PPKD, dan peiabat lain sesuai 
dengEiii kebutchan. 

{3} TA.PD sebagaimana dimaksud pada ayat (ll mempunyai 
tuga.s: 
a. membaha.s kebijakan Pengelolaan Keuangan Daer-ab; 
b, menyusun dan membahas rancangan KUA dan 

rancangan perubahan KUA.; 
e, menyusun dan membahas rancangan PPAS dan 

raneangan perubahan PPA~; 
4.... melakukan veriiikasi RKA SKPD.; 
e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan 

APBD, dan rancangan pertanggungfawaban APBD; 
f, m~m:t"J?ap.a.§ ha~il evaj;µ~si t\J'ijD,. pe.rnbah~ APBb.1 d~u1 

Pertanggungj_awaban APBD; 
g. melakukan verifikasi rancangan DP-A SKPD dan 

rancangan perubahan .DPA SKPD; 
h. -- en · . ·_ -, ........ ~ .S - · at Ed~.+.o ··::. B,, --at.: tentan -n' ped o~,!:ln_·· . _ m nyiap~i . ur,. . . Q;,tan . up;_,µ ~.r.o ~~~~ 

penyusunan RKA; dan 
L melaksanakan tugas Iain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. . 
(4) Oalam melaksanakan tugas TAPD sebagaimana dimaksud 

pada a.y~t {3) d.a.pat meliba.tkan instansi sesuai densan 
kebutuhan. 

Pasal 22 

Bagian Kesepuluh 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah 

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang: 
a. melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, 

dan penjualan jasa; 
b, bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan, 

<latt/a.tau p,nju~l~~ jasa; dan 
Q.. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan 

lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun 
tidak Iangsung. 

-(2} Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran 
sebaga.imana dimaksud pada .ayat {l) melaksanakan tugas 
dan wewenang sesuai dengan lingktip- penugasan yang 
ditetapkan kepala SKPO. 

Pasal 21 
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Pasal ss 
Satuan hitung dalam APBD adalah mata uang rupiah. 

Pasal 26 ... 

(1} Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam 
· bentuk uang dianggarkan dalam APBD. 

{2} Pert¢~ Daera.b $ebaga.imana. Qim.ak$ud pada ayat (ll 
terdiri atas: 
~M P~P.'1~P~mP. Pa.~rgb;, ~~ 
b. Penerimaan Pembiayaan Daerah, 

{3) Pengeluaran Daerah sebagaimana dima.ksud pada ayat {l) 
terdiri atas: 
a. 8elartja Daerah; dart 
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah, 

(4) Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} merupakan rencana 
Penerimaan Daera.h yang terukur secara rasional yang 
dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dart 
berdasarkan pada Icetentuan peraturan perundang- 
undangan. · 

{:5) Pengeluaran Daerah yang tlianggarkan dalam APBD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rencana 
Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya 
dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang eukup, 

{6) Setiap Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat {Sl hams memiliki dasar hukum yang melandasinya. 

(7) $elu.ruh Penerimaan Daerah dart Pengeluaran Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat .{1) dianggarkan secara 
,bruto.4a1am APS'.b. 

{1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan 
Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah, 

(2) APBO s.~baga.imana 4i.maj{a:q.4 p~<;t~.{l:.Y~t (U 4i~HJ~lJ.U dengan 
mempedomani KUA PP.AS yang didasarkan pada RKPD.: . 

.(3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, 
pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. 

.{4) A.PlaP1 p~rub.~ J\Pijt), goo pert~ggµ.ngjawaban 
pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, 

PasaJ 24 

Pasal 23. 

Bagian Kesatu umum 

BAB III 
ANGGARAN PENDAPATAN. DAN. BELANJA DAERAH 
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Pasal-30~ .. 

Pendapatan Daerah dirinci menurut uruean Pemerinta.han 
Daerah, Organisasi, -Jenis, Obyek, Rincian Obyek, dart Sub 
RitiGiart Obyek Pendapatan Daerah, 

Bagian Ketiga 
Pendapatan Daerah 

Pasal 29· 

Pasal 28 

fil Fend~Pimn -Daer.a.h ~,tag{\fmina gJmik§Yd dalam Pa~al ~1 
ayat ,(ll huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui 
Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar 
kembali oleh Daerah dan penerimaan la.innya yang sesuai 
dengan ketentuan p.etaturan pernnd:ang-undangan diakuj 
sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah 
dalam 1 (satu] tahun anggaran. 

(2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 
{1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas 
IJ.mum Da~rah. yang tidak.- pedu dittrima kembali 91,.b 
Daerah dan pengeluaran lainnya yari~ sesuai dengan 
kete.ntl4~ per~twan- pe:rundan.g-µ~ Q:iak.w sebagai 
pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah 
dalam L {sa.tu) tahun anggaran. 

{3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
aya.t -{ll nuruf e melipcitl semua penerimaan yang perlu 
dibayar kembali dan/atan pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun 
pada tahun anggaran berikutnya. 

(1} APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas: 
a. Pendapatan Daerah; 
b, Belanj~ Daerah; dan 
c .. Pembiayaan Daerah, 

·{2) AP:SD sebagaims.fl·a. dimaksud fia:da ayat ( 1} dildasffikasikan 
menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi yang 
dit~J~ se$Uai de:ttga11 k~tetttU.att p~ttatut® perunda.ng­ 
undangan. 

(3) Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah 
dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, 

Bagia.tt .Keciua 
·Struktur Anggeran Pendapatan ·dan Bela.aja Daerah 

Pasal 27 

APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam 
masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang 
mengen.m keuangan negara. 

Pasal 26 

-23- 



{1} Pendapatan Asl! Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30 liurnf a meliputi·: 
a. pajak daerah; - 
.b. tettiousi da.etah; 
-c. basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 
d. Iain-lain pendapatan a.sli daerah yang sah. 

{2} Pen.da13anm ,pa.jak daerah dart retribusi daera11. sebagaimana 
dimaksud pada ayat {l) huruf a dan huruf b meliputi 
pet1da13.~mn se$Mi d.ettgart ketenmat.1 P¢fatutan -Paet-ah 
yang mengatur ,ajak·daerah dan retrlbuEd daerah. 

(3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
sebagaimana dimak.sud pada ayat .(ll hnruf c merupakan 
Penerimaan Daerah atas basil penyertaan modal daerah. 

(4.} ~-laj.t:J. pendapatan ~~Ji 0~,ra.}I yang S@ sebagaimana 
dimak,sud pada ayat ·(J,J, h~r:uf d t~i:diri. atas: 
a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; 
b, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; 
e; h.a§i1 k~r.ia sama d~era;h; 
d. jasa .giro; 
e, hasil pengelolaan dana bergulir; 
f, pendapata.n bunga; 

. .- .. neri.m.aan atas tunt, tan a6:nfi keru -:·· - . - K eu _.-- - · g pe ..... _ __ _ __ _ . . . _ _ _ --· . _u.~J. ~.L • . _ gian . e angan 
Daerah; 

~ penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai 
akibat penj:ualan, tnkar-menukar, hibah, asuransi, 
dan/ atau pengadaan barang dart jasa termasuk 
penerimaait a.tau penerimaan lain sebagaj akibat 
penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari nasil 
pemM!a~ta-n ba.rang aa.era.h a.ta:µ ~ k~giatan lai-n-n.ya 
menipakan. Pend.a_p.atan Daerah; 

i .. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah 
terhadap mata uang asing; 

J.. pertdapatan d.ertda. atas k~etlam.batan pelaksanaan 
pekerjaan; 

k, pendapatan denda pajak daerah; 
L pendapatan denda retribusi daerah; 
m, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; 
n, pendapatan dari pengembalian; 
-e. pendapatan dari BLU:0-; -dan _ 
p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

penmdang-undangan. 

Pasal 31 

Pendapatan Daerah terdiri atas: 
a. Pendapatan Asli Daerah; 
b .. Pendar:;atan Tra11sfe~ dan 
:¢~ Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. 

Pasal 30 
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Pasal 36 ..... 

Pasal 35 

{1) Dana perimbangan .sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 
· ayat (2) huruf a terdiri atas: 

a. Dana Transfer Umu..m; dan. 
b. Dana Transfer Khusus, 

(~) P3.Pi} 1,~~f,r Vm1JJ~ ~e.b;;):g~ma.na dJm~k~µd pada ~y~t Ul 
huruf a terdiri atas: 
a. DBH; dan 
b,.DAU. 

{3} Dana Transfer Khusus sebagaimarta dimaksud pada aya.t {lt 
huruf b terdiri atas: 
a, DAK Fi§~; dan 
b, DAK Non Fisik 

{1.) Pendapatan transfer sebageimena dimaksud delam Pasal 30 
· · .huruf b meliputi: 

a .. transfer Pernerintah Pusat; dan 
b .. transfer antar-daerah. 

'(2l Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 
{l) hurnf a t~rd.iri atas: 
a. dana perimbangan; 
b. dana insentif daerah; 
.c. dana desa, 

(3J Transfer antar-daerah sebagaimana dimaksud ·pada ayat ('ll 
huruf b terdiri atas: -. · 
a. pendapatan bagi hasil; dan 
b .. bantuan keuangan. 

Pasal 34 

{1) Bupati yang melakukan pungutan atau yang disebut nama 
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3-2 huruf a 
~nai ~km ~g.Jnmi§tr~tif ijg~ gip~yaf~ mtk.-b.@k 
keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan selama 6 (enam] bulan, 

(2) Bupati yang melakukan pungutan sebagaimana dimaksud 
· dalam Pasal 2"2 huruf b dikenai sank&i admini&ttatif sesuai 

dengan keterrtuan peraturan perundang-undangan. 
(3J Hasil pungutan atau yang disebut nama 1ainnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan 
seluruhnya ke kas negara. 

Pemerintah Daerah dilarang: 
a. melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang 

dipersama.keiti dengan i:;1111.gutru.1 di lua1· yang diatur dalam 
undang~undang;dan 

n~ melakukan pungutan yang mertrebabkan ekortomi biaya 
tin_ggi, men_ghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang 
dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang 
merupakan program strategis nasicnal. 

Pasal 32 
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Pa.sal 38 ... 

DAU sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 2 huruf b 
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan 
tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk 
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan, 

Pasal 37 

:(lJ DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.5 ayat ·{2) hurttf a 
bersumber dari: 
a. pajak: dan. 
b, sumber daya alam. 

(2J DBH yang 1'efsumbef dart l)ajak s,ehagaimana dititaksud 
pada ayat ·( 1:l huruf a terdiri atas: 
a. pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, 

pertambangan, dan perhutanan; 
b. pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak 

Of§ttg Frib~di -DQ.l~ Neg,n dan. Paja.J~ Feu~~U~n FMal 
·~.l~_dan 

c, cukai hasil tembakau; 
seeuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

ta·i :t>"i3.li yang b¢.r.ijumber g~ri ~Ymb~r (;\~y~ al.am $;b~gaimoo~ 
dimaksud pada ayat .( 1}. huruf b berasal dari: 
a, penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran izin 

usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, 
dan dana reboisaei yang dihasilkan dari 'Wilayah D.aerah 
yang bersangkutan; 

·b. penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang 
berasal dari 'penerimaan iuran tetap dan penerimaan 
iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi yang dihasilkan 
'1ati wila.yah Daerah yang bersangkutan: 

e. penerimaan :iesara d~ sumbe~ ~aya . . alam 
pe~b~ IDJ.P.Y~ bwm.1 yang ,Uh..~~!lk@ fla.n wila_y~h 
Daerah yang bersangkutan; 

d, penerimaan negara dari sumber daya alam pertambang­ 
an gas bumi yang. dihasilkan dari wilayah Daerah yang 
bersangkutan; 

e. penerimaan dari panas bumi yang berasal dari 
penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran 
tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari Wilayah 
Daerah yang bersangkutan; dan 

:[ penerimaan perikanan yang berasal dari ptmgutan 
pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanarr 
yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, 

Pasal 36 
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{J) Bantu-art keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 
a.yat -f3). buruf b merupakan dana yang -diterima dari Daerah 
lainnya baik dalam rangka kerj-a sama daerah, pemerataan 
peningkatan kemampuan keuangan, darr/atau tujuan 
tettentu 1amnya. - 

,(i} Bantu-an keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l} 
tet~at~Jv. 
a. bantuen keuangan dari Daerah Provinsi; dan 
b, bantuan keuangan dari Daerah Kabupaten/Kota. 

Pasal 44,.~~ 

Pa.Sal 43 

Pendapatan ba.gi hasil sebagalmana dimaksud dalam Pasal 34 
ayat {31 htirnf a rnerupakan darta yang bersumber dari 
Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain 
berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundaag-undaegan. 

Pasal42 

Pengalokasian transfer Pemerintah Pusa.t sebagairnana 
d,imaksud delarn Pasal 34 ayat -(IJ huruf a dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

Pasal 41 

(l) Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) 
huruf G bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa 
yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan 
<l.igun~~ ypt~ m~Il:lbi~yai penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, 
dart pemberdayaan masyarakat . 

.(2"} Dana desa sebagaimana dimaksud pad.a ayat {1}- diatur 
,e.~uai d.~ng§n k~t~ntu.~n P.eratYrin Pent.ndan.g-unda:ng~n~ 

Paaal 40 

Dana inse-ntif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 
a.yat -{2) -nur-uf o- b.ersumo.er dari APBN yang dialokasikan kepada 
Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan 
untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau 
peneapaiatt Kit'ierja tetten:ru. 

Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 
ayat (1) huruf b bersumber dari APBN yang dialokasikan pada 
Daera.11 untuk ffiendana:i Kegiata.11 kltusue yang merupakan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang 
ditetapkan .ol¢M Perrt.ert11ta1:J. Pusat -se.suai dertgan l(@tentu.an 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 39 

Pasal 38. 

-21- 



(7JBelanja ... 

(1) Se.lanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 
(I) huruf' b untuk mendanai pelaksanaan Urusan 
Pemermtahan yang menjadi kewenangan daerah. 

-(2} Urusan Pemerirtt~an · yang menjadi kewenangart daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat rn tetdiri atas Urusan 
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangsn. 

{3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada 
ayat .(2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait 
Pelayanan Dasar-dan Urusan Pemerintahan Wajihyang tidak 
terkait Pelayanan Dasar, ' ·~ 

·{4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah . 

. (5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l} 
dialokastkan dengan meraprioritaskan pendanaan Urusan 
Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka 
pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. 

(9) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan 
Wajib yang tid.ek: te;r~t dengan Pelayanan Dasar 
dia1okasikan- sesuai dengan kebutuhan daerah. 

Pasal 47 

Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b 
~metupalmrt dana yang .berasal dari APBN yang diberikan kepada 
Daerah pada tahap pasca bencana untuk rnendanai keperluan 
mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu 
dita.nggulai1gi oleh Da.erah denga.n menggunakart sumber APBD 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

Bagian Keempat 
Belartja Daerah 

Pasal 46 

Mibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a 
.merupakan oanttian berupa uang, barang, daft/ atau jasa yang 
berasal dart Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, 
masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri 
ymg tidak mengikat u11tuk menunjang peningkatan 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewettanga.tt daefflh ~~$Uai det1gar1 kete.ntuan ~et~t4ran 
perundang-undangan, 

Pasal 45 

Lain ... lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30 huruf e meliputi: 
a. hibah; 
b. dana darurat; dan/ atau 

·.¢.. Iairt-lain. pendapata11 sesuai dengan ketentuan peratutan 
perundang-undangan, 

Pasa.l 44 

-28- 



Pasal 51. .. 

Pasal 50 

Vrn§an Pem~rint~§:11 daer® $<tb.agmana di.m~~-µd dal~ 
Pasal 49 ayat {7} diselaraskan dan dipadukan dengan belanja 
negara yang diklasifikasikan menurut fungsi yans antara lain 
terdiri atas: 
a. pelayanan umam; 
b, ketertiban dan keamanan; 
.c~ ekonomi; 
d. perlindungan lingkungan hidup; 
e. perumahan da.n fasilitas umum; 
f.. kesehatan; 
g, pariwisata; 
h, pcn~idika.n; d@ll 
L perlindungan sosial. 

..(1) Belanja Daerah sebagaimana dim.a.ksud dalam Pasal 47 ayat 
(5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis 
stander belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, 

(iJ Belanja Daerah sebagaimana 9Jm~~l..l-Q. dalam Pasal 4 7 ayat 
(6} dan ayat {7) berpedoman pada standar harga satuan 
regional, analisis standar belanja, dart/ atau standar teknis 
sesuai .dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

.(3) $mn,c;l~r harga ~~tYf!n fegi9na.l ~ebag~~ a~sufJ pa.da 
ayat (.1} dan ayat ,2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden. 

(4) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun 
stand-at harga satuan pada masing-masing Daerah. 

{5) Analisis Standar Belanja dan standar teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat ff) dan ayat (2) dan standar harga 
satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati, 

(~l A:""i."".1.:~1s s .. +n""."i.d.d.,.. Bel.o.~_;a_. S.f:.n:""d.ar haraa satuan d-0~./a_+.n_u .-"vJ )."),J;~1',7,I,. J.Q;;l;.,I; ~ --- • -~~~,. .. ~-.l - . • -- . ~ >.,l'.t;;a. -~;&;, --~-,.: ff~- .. 

standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
digu.n~ka..n Ynt.uk ~llYYS.YJl :rencan~ kerja· d.an an,gg~M 
dalam. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
APBD. 

(7) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dan 
ayat {2} dirmei merturut Urusan Pemerintah:an daerah, 
organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, dan rineian 
obyek Belanja Daerah. 

Pasal 49 

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk 
mendanai Ut-tisart Pemerintahan daerah yang besarannya telah 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan, 

Pasal 48 

ff) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan 
Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan 
potensi yang diniiliki Daerah. 
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c.belanja .•• 

Pasal 54 

-(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 
(:I} huruf a dirinci atas jenis: 
a. belania pegawai; 
b, belanja barang dan jasa; 

{1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: 
a. belaaja opetasi; 
b, belania modal; 
c, belanja tidak terduga; dart 
d, belanja transfer. 

{2} Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (J) huruf a 
meruflakan :ti~n ··e1u:Eira11 an · --~a:n untuk Keaia.tttn seh . ·_ ... ·.I:" . f-" g .. . . . gg . . . . . . ~--. . .. . .. an 
hari Pemerintah Daerah yang memben manfaat jangka pen~k. - 

($'.)' Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat ·( 1 )" huruf b 
merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset 
tetap dan aset l~l1Y~ yaµg memberi manfaat lebih dart l 
f satu) periode akuntansi. 

(4) Belanja tidak terduga sebagaimana dirnaksud pada ayat (1} 
httrttf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD­ 
YD-Wk kep§flYml g~rnfat tenn~~q~ k,P.~rlu~ m~nd~§~k 
yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. 

(5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
d merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah 
kepada Pemerintah Daerah lainny.a .dan/atau dari 
Pemerintah Daer-ah kepada Pemerintah Desa. 

{1) Belanja Daera.h menurut Program dan Kegiatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (7J disesuaikan dengan 
Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan . 

. (2) Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l} 
rinciannya paling sedikit mencakup: 
a .. target datt Sasar'an; 
b, indikator capaian Keluaran; dan 
e, indikat()r capaian Hasil, . 

.(3) Nomenklatur Program dalam Belanja. Daerah serta indikator 
capaian Hasil dan indikator capaian Keluaran yang 
didasarkan pada prioritas nasional disusun berdasarkan 
nomenklatur Program dan pedoman penentuan indikator 
Hasil dan in~t9r Keluaran sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, 

Pasal 53 

Pasa.152 

Belanja Daerah menurut organisasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 49 a.yat (7) diseeuaikan dengan susunan organisasi 
yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan, 

Pasal Sl 
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{6)Dalam .... 

{:3-;J Sel_a.mij. :e~g;:iwm. ~~b~gajm~a. flim~k~¥L9 d§J~m Pa§~ ~4 §:Ya.t 
:(1} huruf a digunakan untuk menganggarkan kompensasi 
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, 

{2J Kompen.sa&i .sebagaimana dimaksud pada ay.at .(1) diberikan 
kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/ Anggota DPRD, dan 
Pegawai ASN. . 

(3) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan 
k.et-ffl.1tuan i,eratyran perundang-undangan, 

Pasal 56 

·(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan 
penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan 
kernampuan Keuangan Daerah dart memperoleh persetujuan 
DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan, · 

{2J Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat [I) 
diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat 
bertugas, ko:t1clisi ke-tj·a, kela.11gkaa11 p-r-ofesi, pr-estasi kerja, 
dan/ atau pertimbangan objektif lainnya. 

-ta) Pember-id.fl tatttba.11art p,enghasila11 k¢pa.da Pegawai ASN 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat _(2J ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada 
Peraturan Pemerintah . 

. (4) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana 
dimaksud pada a.y~t .{J)., ijµ,pati dapat memberikan 
tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat 
persetujuan Menteri Dalam Negeri. 

{5} Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan 
§tt~l~ m~mPc:rQlc;h nertimlmtiga.n m~nt~ri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
keuangan. . 

Pasal 55 

t!. beiartJa bunga; 
Lt belanja subsidi; 
e. belartja hibah; dart 
f .. belartja bantuan sosial. 

{2} Belanja medal sebagaimana dimaksud dalanr Pasal S3 ayat 
:{t) huruf b dirinci atasjenis belanja modal. 

ta} Belan1a tid.ak terduga s.el3agaimana dimaksud dalam P7asal 
5·3 a,yat .(l} .butui c dirinci atas jtJ.1J$. bela.nja tidak terduga, 

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 
{l) huruf d dirinci atas jenis: 
a. belanja bagi hasil; dan 
Q~ b~J@!)jet Qijllt~~ ktHJ.AAgEJ.n .. 
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Pasal 60 .... 

.{l) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 a.ya.t 
(l) huruf d digunakan agar harga jual produksi atau jasa 
yang .dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD 
dan/ atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan 
ketentuan peraturan P~Pd@gi;;tµJ:1<:J®gaJ.;1 sehmgga dapat 
terjangkau oleh masyarakat. 

(2) Badan usaha rnilik negara, BUMD dart/ atau badan usaha 
milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat fl} 
mernY.~n b~g§Jl yang m~ngba.~il.kM Pr.Od,uli ataµ j~3~ .. 
Pelayanan Dasar masyarakat. 

(3) Badan usaha milik negara, BUMD,. badan usaha milik 
· swasta, dan/ atau badan hukum lain sebagaimana dimaksud 

pada ayat ,~2} yang akan .diberikan .$Ub$idi terlebih dahulu 
dilakukan audit keuangan oleh kantor akuntan publik sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan 
bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi. 

($} .Palam, rangka penanggungtawaban pelaksanaan APBP~ 
penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (11 wajib 
m.~nyaim.pairkan IapQ:r~ p~~ngj~wa.b~n pe.11gglJ:nian. 
dana subsidi kepada Bupati, 

{6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan 
pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Peraturan Bupati 
sesuai dengan ketentuan peraturan prundang-undangan. 

Pasal 59 

B~lanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat .(1). 
Jturli.f -e digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga 
Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan 
perja.njian pin.jam.an.. 

Pasal 58 

Pasal 57 

{1.) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
~4 aya:t (U .fiYJ1J:f b q.jgy.-~ yn,tu~ meng~gg~rk~n 
pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 
12 (dua belas) 'bulan, termasuk berang/jasa yang akan 
diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. 

(2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
. dalam rangka .melaksanakan Program dan Kegiatan 

Pemerintahan Daerah, 

-(:6) Dalam hal Bupati menetapkan pemberian tambahan 
penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (41 dan (5)., 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
hidan.g keuangan ·m.elakukan penundaan dart/atau 
pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri 
Dalam Negen .. 
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(2)Pengadaan. OI 

( 1} Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 
(2} digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang 
dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset 
Iainn ya. 

Pasa162 

(l} Belanja bantuan scslal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
$4 ayat {.l) huruf .f digu.nakan untuk menganggarkan 
pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada 
inO:ivig;~1., k~lMa.rga;, kelgmpQk a~/~~'!J masyarakat yang 
sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang 
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya 
resiko sosial, kecuali dalam. keadaan tertentu dapat 
berkelanjutan, 

{2} Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial 
dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima 
bantuan telah lepas dari resiko sosial .. 

{ZJ Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dianggarkan ·dalam- APBD -sesuai dengan kemampuan 
Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan 
belanja Urusan Pemerintahan WaJib dan Urusan 
Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan .. 

Pasal 61 

{1) Belania hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 
{lJ htiruf e di15efikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD,. dan/ atau 
badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang 
berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah 
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak 
mengiks.t, serta tidak secara terus menerus setiap tahun 
anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan 
petaturan Jjerurtdat.tg-undangan .. 

(2J Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditujukan untuk menunjang pencapaian. Sasaran Program 
dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah 
dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, 
pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan 
asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk 
masyarakat. 

{3} Selanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} 
dianggarkan dal~ /\P:SP $¢$.UW dengan kemampuan 
Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan 
belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan 
Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 60 
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Pasal 64~ .. 

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) 
meliputi; 
a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang 

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegia.tan 
operasional Pemerintah Daerah dart dalam kondisi siap 
dipakai; 

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk 
menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan 
kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan 
peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa 
manfaatnya lebih dari 12 {dua belas} bulan dan dalam 
kondisi eiap pakai; 

c. 'belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk 
menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh 
gedung dart bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk 
dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan 
dalam kondisi siap dipakai; 

d.:, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan urrtuk 
menganggarkan jalan, Irigasi, dan jaringan mencakup jalan, 
irigasi, dart jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah 
serta dimiliki dart/ atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah 
dan dalam kondisi siap dipakai; 

e, belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan 
aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat 
dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana 
dimaksud pada. kuruf a sampai denga.n huruf d, yang 
diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional 
Pem,ertntali Daerali dart dalam kondisi .siap dipakai; dan 

f, belanja aset lainnya, digunakan untuk mengarrggarkan aset 
tetap yang tidak --digunakan- untuk keperluan .. operasional 
Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan 
harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai 
tereatatnya. 

{.2'} Fengada~ a~et .teta.p sebagaimana dimaksud pada ayat (J}. 
memeauhi kritena: 
a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) 

bulan; 
b. digunakan dala:m Kegiatart Pemerintahan Daerah; da.n 
c, batas minimal kapitalisasi aset . 

. {3} Batas minimal kapitali~asi .aset sebagaimana dfmaksud pada 
ayat (2) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati. 

(4) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan 
dalam belanja mod:a:l sebesar harga beti atau bangun aset 
ditambah seluruh belanja yang terkait dengan 
ptmgaqa~/pemba:n~f.Ul aset ~~P~i aset eiap ~u.ak§n. 

Pasal 63 
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(2)Dala.m,. .. 

(1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
54 ayat {3} merupakan pengeluaran anggaran atas Beban 
APBD untuk keadaan .darurat termasuk keperluan mendesak 
serta pengembalian ams kelebihan pembayaran atas 
Penerimaan Daer$ tahun-tahun sebelu .. mnya: .. 

Pasal 66 

(1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 54 ayat (4) huruf b diberikan kepada Daerah lain 
dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan 
kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, 

12) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ·tl) 
dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah 
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan 
Pemerintahan Wajib dan \Jrosan P.emerint.a.han Pilfuan. serta 
alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang­ 
undangan, kecuali diten.tukart lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan . 

.(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): 
teFairi atas: 
.a, bantuan keuangan antar-Daerah kabupatenykcta; 
b. bantuan Keuangan Daerah kabupaterr/kota ke Daerah 

provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau 
c. bantuan Keuangan Daerah kepada .desa. 

(4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
bersifat umum atau khuaus, 

{5} Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang 
bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
diserahkan kepada Pemerintah Daerah penerima bantuan, 

(6J Peruntukan bantuan 'keuangan yang bersifat khusus 
sebagaimana dimaksud pada ayat ·(4) ditetapkan oleh 
Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya 
diserahkan kepada penerima bantuan. 

(7J Peml?~ri bantuar; ~~yang~ b.~r~ifat ~Y§lU.~ sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) dapat mensyaratkan penyediaan 
dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan 
dan belanja desa penerima bantuan. 

Pasal 65 

Selanja bagi basil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.4 ayat 
{4) huruf a dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 64 
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Bagian.i. 

(.1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 
ayat (1) meliputi: 
a. bencana alam, b.encana non-alam, bencana sosial 

4.~l atau kajac~Uap, l.lJW. biasa; 
b, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; 

dan/atau 
c .. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu 

kegiatan pelayanan publik, 
(2~ Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 
· ayat (1) meliputi: 

a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar 
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam 
talt\.in anggaran l;>erj§loo; 

b. Belanja Daerah y-an~ bersifat mengikat dan belanja yang 
b.ei;$.~@J wajib; 

ct Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali 
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan 
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang­ 
undangan;dan/atau 

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan 
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah 
Daerah dan/atau masyarakat. 

(3) Kriteria keadaan darurat dart keperluan mendesak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan · 

·dalam Peraturan Daerah ten tang APBD tahun berkenaan. 
(4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum 

tersedia anggarannva, tliformulasikan tetlebih dahulu dalam 
RKA SKPD~ kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat 
bencana, konflik sosial, dan/ atau kejadian luar biasa. 

f5) Belanja untuk kebutuhan tanggap danarat beneana, konfltk 
sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud 
pada ayat {4) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang 
· belum tersedia .anggar.annya . .dan/atau tidak .eukup tersedia 

anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA 
SKPD-dan/atau Perubahan DPA SKPD .. 

Pasal 67 

{2} Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud 
pada ayat .(1) tidak mencukupi, menggunakan: 
a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan 

Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam 
tahurt anggataa betjalan~ dan./atau 

b. memanfaatkan kas yang tersedia. 
-{3l .P"rtja.dw-alan ulang .eapaiat1 Pregram dart Kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan 
terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD. 
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SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf a 
hersumber dari: 
a. pelampauan penerimaan PAD; 
a. 1:5elrunp2tua11 pen~rtm~ pendE;ipatan trattsfer; 
c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang 

sah; 
.d. pelampauan penerimaan Penrbiayaan; 
e. penghematan belanja; 

Pasal 69 

Paragraf 2 
Penerirnaan Pembiayaan 

(1). Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 27 
ayat .(1) huruf c terdiri atas: 
a. Penerimaan Pembiayaan; dan 
b. Pengeluaran ~~m°Qi~ya~,. 

(2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dirinc! menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, 
jenis, obyek, rincian obyek, dan sub rincian obyek 
PernJ;)ifil.Y~M 4§.~ralt .. 

(3J Penerimaan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf a bersumber dari: 
a. SiLPA; 
b, pencairan Dana Cadangan; 
c, basil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 
d, penerimaan Pinjaman Daerah; 
e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; 

danj'atau 
f~ p¢n¢rlmaan Pembiayaan laianya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, 
(4) Pe;;ng~Jµm-a,n PembiaYfl.~ §el>aga.iman:~ d.-i~-§lJJl P.fl.d.a. §.Yat 

(1) huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan: 
a. pembayaran cieilart pokok Utang yangjatuh tempo; 
b, penyertaan modal daerah; 
c. pembentukan Dana Cadangan; 
d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau 
e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(5} Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan Pembiayaan 

terhadap pengeluaran Pembiayaan. 
·(6J Pembiayaan neto -sebageimana dimaksud pada ayat {5} 

digunakan untuk menutup defisit anggaran. 

Pasal 68 

Paragraf 1 
um.um 

Bagian Kelima 
Pemhiayaan Daerah 
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d.lembaga ... 

(l) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 68 ayat -{3J huruf d didasarkan pada jumlah pinjaman 
yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai 
q~g~ yang ditetapkan dalam Pm<\nji~ pinjaQJ.~ 
bersangkutan. 

{2) Penerimaan Pinjarnan Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat .(1) dapat b.ersumher dari: 
a, Pemerintah Pusat; 
b. Pemerintah Daerah lain; 
c, lembaga keuangan bank; 

Pa.sal 72 

Pasal 71 

(l} Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3J huruf e 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan . 

. (2) Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat berdasarkan 
bukti penerima£trt yang sah, 

.{lj Pencairan Dana Cadangan sebagarmana dimaksud dalam 
Pasal 68 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan 
pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke 
Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran 
~rke.n~an. 

(2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
{ 1} sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan 
b~r.~anglw.tanl' 

(3} Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran 
menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun 
anggaran berkenaan. 

{4} Dalam hal Dana Cadangan .sebagaimana dimaksud pada 
~w~t (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, 
dana tersebut dap.at ditempatkan dalam portofolio yang 
memberikan hasil tetap dengan risiko rendah .. · · 

(5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak 
terpi§ahkan dari laporan pertanggungjawa.ban APSD;- 

{6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari 
· r~teiimg J;>i;U,la. Cadangan ~~ Re.k~ni.ng Kii v. m1,1pa D~:rah 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dianggarkan dalam 
SKPD pengguna Dana. Cadangan bersangkutan, kecuali 
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundan~-undan~an. 

Pasal 70 

f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun 
belum terselesaikan; dan/ atau 

g. sisa. dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerj_a dan 
sisa dana pengeluaran Pembiayaan, 
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Pasal 77!~~ 

(1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 68 ayat (.4} huruf b pada · BUMD 
dan/atau badan usaha milik negara. 

(2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimak$ud pad.a ayat _(l) dapat dila.k.s.anakan. apabila juml@ 
yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan 
tela.b Qiteta.pka,n dalam P~rat.µr~n Oa~rah mengena! 
penyertaan modal daerah bersangkutan. 

{3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2l 
ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Bupati dan 
DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. 

{4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, 

Pasal 76 

Pembayaran cicilan pokok Utang sebagaimana dimaksud dalam 
Fasal 68 ~yat (4) huruf a digunakan untuk menganggarkan 
pembayaran pokok Utang yang didasarkan pada jumlah yang 
harus dibayarkan sesuai dengan perjan.jian pinjaman dan 
pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh 
~ewaji'ban Peme.tintah Daerah yang harus q,isele~a.itap d~am 
tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman. 

Pasal 75 

Paragraf 3 
P~ngelu~a.11 Pembiayaan 

Penerimaan Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 68 .aya.t (3) huruf f digunakan untuk menganggarkan 
penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 74 

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 68 ayat {3J huruf e digunakan untuk 
menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan 
~~P.~4-~ ml~-~~ penerima p,inj~~ ~~§µ~i cten.g~;µ :ke,t~t\l® 
peraturan perundang-undangan, 

Pasal 73 

cl. Iembaga keuangan bukan bank; dan/ atau 
.ft masyarakat . 

. (3.) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perunclang-undangan. 
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(1) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 68 ayat (4) huruf d digunakan untuk menganggarkan 
Pemberian Pinjaman Daerah yang diberikan kepada 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, 
badan usaha milik negara, koperasi, dan/ atau masyarakat, 

{2} Pemberian Pinjaman Daerah dilaksanakan setelah mendapat 
pe:rsetujuan DPRD. 

(3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mettjadi bagia.n yartg .disepakati dalaffl. KUA clan PPAS .. 

( 4)Ketentuan ... 

(1) Dana Cadangan sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 68 ayat 
(4) huruf o, penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai 
kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang 
tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

(2)- Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dapat 
digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

{3) Dall.a. Cadan:gaa1 sebagaimana d.ima.ksu<3. pada ayat .{l} 
bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah keeuali 
4.~z 
a. DAK; 
b. Pinjaman Daerah; dan 
c, penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk 

pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas 
Umum Daerah, 

{5} Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang 
pembentukan Dana Cadangan. . 

(6)- P.eraturan Daerah sebagafmana dimaksud pada ayat (5) 
ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Bupati dan 
DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD~ 

Pasa17:9. 

(1) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak 
diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah 
anggaran penyertaart modal tersebut tidak melebihi juffllali 
penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah mengenai penyertaan modal bersangkutan, 

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jum.lah 
penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang 
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai 
penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan 
perµbeJlE!n Peraturan Daerah mengenai penyertaan mg<;laj 
yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 77 
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Paragraf, .. L 

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD 
kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan 
setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan. 

Pasal 83 

Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk: 
a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo; 
b, penyertaan modal Daerah; 
c. pembentukan Dana Cadangan; 
<:L Pembecla1:1 Pi.njaman Daerah; dart/ atau 
e.. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

f}:etantta.fi p~flindang-undaiigaJL 

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan 
anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus 
atau g~fi~it AP~D • 

.-(2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat 
· digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang 

ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang 
pelaksanaarmya sesua] dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

{3-) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBb dapat didanai 
dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam 
Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya 
se$uai d.enga;n kete_ntya,n. pe.iatutM perundang-undangan .. 

Paragraf 2 
Surplus 

Pasal 82 

Pasal 8-1 

Pengeluaran Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 68 ayat (4) huruf e digunakan untuk menganggarkan 
pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Bagi.an Keenam 
Surplus dan Defisit 

Paragraf 1 
Umum 

(4) Ketentuan mengenai tata cara Pemberian Pinjaman Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat -(l} sampai dengan ayat {3J 
diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, 

Pasal 80 
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{1) Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS 
berdasarkan RKPD dengan me~gacu pada pedoman 
penyusunan APBD. 

{2J Pedeman penyusunan APBD sebagaimarra dimaksud pada 
. ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah 

berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan 
nasional dan menteri yang rnenyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang keuangan. 

'(3) 1~ancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat f 11 
memuat: 
a. kondisi ekonomi makro daerah; 
b. asumsi penyusunan APBD; 
t. kebijakan Pendapatan Daerah; 
.d. kebijakan Belanja Daerah; 
e.. kebijakan Pembiayaan Daerah; dart 
f; strategi pencapaian. 

{4) Raneangan PPAS sebagaimatta dimakstrd pada ayat {l] 
disusun dengan tahapan: 

.a, meirent.ukati $kala pnorita.a ~etnllanguaan daerM; 
b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk 

masing-masing urusan yang disinkronkan dengan 
prioritas dan program nasional yang tercantum dalam 
rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan 

~.mmYl.-l~un. t 

Bagi.an Kesatu 
K.ebijakart Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 

BAB IV 
PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH 

(1) Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat 
harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto. 

{2) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (l} 
merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan 
pengeluaran Pembiayaan, 

Pasal 85 

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD yang 
yang sesuai batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan 
batas maksimal defisit APBt>.kepada Menteri Dalam Negerl dan 
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan .. 

Paragraf 3 
Defisit 

Pasal 84 
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( 4 )Pers~W.jqan, ·~'; 

(1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4). 
huruf b dapat dianggarkan: 
a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau 
b-. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk 

Kegiatan Tahun -Jamak, 
(2) Kegiatan Tahun -Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b harus memenuhi kriteria paliflg sedfkit: 
a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang 

seeara tekni$ merupaka.11 satil kesafttart untuk 
menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang memerlukan waktu 
penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau 

b, pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut 
sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun 
anggaran, 

{3) Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan 
bersama antara Bupati dan DPRD~ 

Pasal 89 

Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menyepakati bersama 
rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 87 ayat ( I], paling lama 6 (_enaml minggu seiak 
rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada 
DPR.b, · Bupati menyamp.aikan Rancangan Peraturan Daerah 
tentang APBD kepada :DPRD berdasarkan RKPD1 rancangan 
KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Bupati, untuk dibahas 
dan di$etµjyj bersama entara Bupati dengan l)P.RD sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

{1)- Bupati menyampaikan rancangan KUA. dan rancangan PPAS 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat [I] kepada 
DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas 
dan disepakati bersama antara Bupati dan OPRD. 

{2} Kesepakatan terha.dap :ranean:gart KUA da:n raneangan PPAS 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ditandatangani oleh 
.Bupati dan Pim;flinan QPR.D pa.Ht1g· latiibat miflggu kedua 
bulan Agustus . 

.(3) KUA dan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi 
perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPO. 

_(4) T~~ cara pembahasan rancangan :KT.JA Q.Eµl rancangan PP.AS 
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 87 

c, menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon 
anggaran sementara untuk masing-masing Program dan 
Kegiatan. 
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{3)Pendekatan ... 

·(1} Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah 
Daeffah sebagaima.na dimaksud da.Iam Pas.al 9.Q ayat .(2) 
huruf a dilaksanakan dengan rnenyusun prakiraan maju. 

(2) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi 
perkiraan kebutuhan anggaran untuk Program dan Kegiatan 
yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari 
tahun anggaran ya.ng gif,n9miaj{an~ 

Pasal 92 

Dalam hal terdapat penam.bahan kebutuhan pengeluaran akibat 
keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, 
kepala SKPD dapat menyusun RKA SKPD diluar KUA dan PPAS 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dan ayat {3}. 

(1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan 
PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dan 
ayat {J) .• 

(2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disusun 
d.e.ng3.n m~n~n~ka.n p~ng.~~tan; ·· · · - 
a. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah; 
b. penganggaran terpadu; dan 
c. penganggaran berdasarkan Kinerja. 

(3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan 
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan 
jadwal dan tahapan yang diatur dalam. Peraturan Menteri 
Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan APBD yang 
ditetapkan ~ setiap tahun .. - ~ . . 

Pasal 91 

Pasal 90 

Bagian Kedua 
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah 

(4) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA 
dan PPAS. . 

(5) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3} 
·palit-lg sedikit ·memu-a:t: 
a. nama Kegiatan; 
.b. jattgka W.ak.tu pela.ksarta® Kegiatan; 
c. jumlah anggaran; dan 
d. alokasi anggaran per tahun. 

·(6) Jangka waktu penganggaran peleksanaan Kegiatan Tahun 
-Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak 
melampaui a.l<l;lir. tahun, masa j~b~t@ ijqpatj berakhir, 
kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan 
pnoritas nasional darr/atau kepentingan strategis nasional 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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{4)Sasaran .. ~ 

( 1) Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan 
penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 90 ayat (2l h-uruf c berpedoman pada: 
a. indikator Kinerja; 
o. towk ukut dan Sa&at'an Kinerja sesuai analis.ia- standar 

belanja; 
c, standar harga satuan; 
d.. rencana kebutuhan E3MD; dan 
e. Standar Pelayanan Minimal. 

(2} lndiik~t~r 1'.i~~da ~eb§gmma.:nij. <!tm~~yg P.~4~ €l5~t Hl hq~f 
a merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari 
Program dan Kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, 
Keluaran, dan Hasil. 

(3) Tc.HQk 1:lku:r Kin~da eebagaimana dimak§iid pada ayat ( U 
huruf b merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai 
dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor 
kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan 
.dari setiap Program dan Kegiatan. 

Pasal94 

OJ TJntqk t~rlaJ~§ananya penni~'-lnoo RKA SKPD berdasarkan 
pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2} 
dan terciptanya kesinam.bungan RKA SKPD, kepala SKPD 
mengevaluasi hasil pelaksanaan Program. dart Kegiatan 2 
[dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester 
pertama tahun anggaran berjalan. 

(2l Evaluasi sebagaimana .dimaksud pada ayat (1) bertujuan 
. untuk menilai Program dan Kegiatan yang belum dapat 

dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumnya 
untw:l~ dilaks.a.nakan atay di~ele§aikan pada talnin yang 
direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun 
yang dire.ncanak§l.1.f 

(3) Dalam. hal Program dan Kegiatan merupakan tahun terakhir 
untuk pencapaian presta.si kerja yang ditetapkan, kebutuhan 
dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan. . . . 

Pasal 93 

·(3') Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud 
, dalam Pasal 90. ayat .(2-) huruf b dilakukan dengan 
memadukan seluruh proses perencanaan dart penganggaran 
di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana 
keija dan angga:ran. 

{4) Pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana 
tiimaksua aalam. Pasal 9:0. a:vat (2J huruf -.e dilakukan dengan 
rnemperhatikan: 
a. keterkaitan antara pendanaan dengan Keluaran yang 

diharapkan dari Kegiatan; 
b, Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan 
§~ efi&ienai 4~ penq~paj~ :&l~~il g~ ~~l-rJ~~n. 
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b.pengeluaran ... 

'{1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9S 
ayat {l) memuat Urusan Pernerintahan daerah, organisasi, 
kelompok, jenis, obyek, rincian obyek, dan sub rincian obyek 
Pendapatan Daerah, 

(2}' Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} 
diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya serta 
diteM··:1 .. ,-i~ sesuat d-~11a.· ·. '.. ket~nn."a£i ~er~tu:ran eerundan - . :u.1.1\lln.(;U,:1. . .U.. . .e _ .0an . . . ~~ . 1"- .. . . ... . .. _ I>. .. . . .. . . g 
undangan. 

(3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat 
-(1) dirinci atas Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, 
Program; Kegiatan, kelompok belanja yang masing-masing 
gJµ,raik~ rm~n1J.rntj~nis, QQY~k, d~ rin<ti~ obyek bel@J~!! 

(4) Rencana Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 
ayat ( 1) rnemuat kelompok: 
a.. penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk 

men\ltup d.e.fi.$it APB:O; dan 

Pasal 96 

(1) RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) 
memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan 
untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju uatuk 
tahun berikutnya. 

(2) R~ne.@~ p,nYf!P~tOO:, beJm}j~, goo P~mbi§:Y~OO ~~b.a.gmman~ 
dimaksud pada ayat ( 1) dirinci sampai dengan sub rincian 
obyek. 

(3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat {l) juga 
memuat informasi mengenai Urusan Pemerintahan daerah, 
organisasi, standar harga satuan, dan Kinerja yang akan 
dicapai dad Program. dan Kegiatan. 

Pasal 95 

(4)- Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (ll huruf 
b merupakan Hasil yang diharapkan dari suatu Program 
atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan yang 
akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan 
anggaran dengan kuantitas dart kualitas yang terukur' .. 

,(5) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat 
"(l} h·tiruf b merupakan penilaia.n kewa:jaran atas; lleb.an ke~a. 
dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu 
Kegiatan. 

(6-)" Btandar harga satuan sebagaimana dfmaksud pada ayat {1)· 
huruf c merupakan harga satuan barang dan jasa yang 
d.itetapkan dengan Keputusan Su pa.ti dengan 
mempertimbangkan standar harga satuan regional 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4). 

{7} Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada 
·a.yat (ll hYrnf e. m~rnpaka.P. tQlQk ukur ~n~ri~ (iJM.~ 
menentukan capaian jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang 
merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak 
diperoleh setiap warga negara secara minimal. 
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Pasal 99 .... 

(1) RKA SKPD yang telah disusun oleh kepala SK.PD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat [I] disampaikan 
kepada TAl1?D melalui PP.KO untuk diverifikasi. 

-{2} Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat {l} dilakukan 
oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD 
dengan: 
a, KUA dan PPAS·; 
b. Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran 

.seoelumnya; 
-C. dokumen perencanaan lainnya; 
d. capaian Kinerja; 

-e. indikator Kinetj:a; 
f. analisis standar belanja; 
g. standar harga satuan: 
h. perencanaan kebutuhan BMD; 
i. Standar Pelayanan Minimal; 
1 proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran 

berikutnya; dan 
k. Program dan Kegiatan antar RKA SKPD. 

(3) Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) terdapat ketidaksesuaian, kepala SK.PD melakukan 
penyempurnaan. 

Pasal 98 

Bagian Ketiga 
Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKA 
SKPD sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri 
Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

Pasal 97 

b, pengeluaran Pembiayaan yang dapat digunakan untuk u memanfaatkan surplus APBD, yang masing-masing 
diuraikan menurut jenis, obyek, rincian obyek, dart sub 
rincian obyek Pembiayaan, 

{5) Urusan Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 95 ayat (3) memuat Urusan Pemerintahan daerah yang 
diKelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. 

(6) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) 
memuat nama SKPD selaku PA. 

{7} Kinerja yang hendak dieapai sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9.5 ayat (3) terdiri dari indikator Kinerja, tolok ukur 
Kinerja, dan Sasaran Kinerja. 

(8) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) 
memuat nama Program yang akan dilaksanakan SKPD 
dalam tahun anggaran berkenaan . 

.(.9) Kegiatan sebagaimana dimak$Ud dalam Pasal 95 a.ya.t (3) 
memuat nama Kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD 
dalam tahun anggaran berkenaan. 
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Pasal lOO~H 

(1) PPKD menyusun rancangan Peraturan Dae-rah tentang APBD 
dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah 
disempurnakan oleh kepala SKPD. 

(2) · Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran paling sedikit 
terdiri atas; · · · ·· ~ 
a. ringkasan APBD yang diklasifikaei menurut kelompok 

dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; 
b. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah 

dan orgamsa.~1; 
e, rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, 

organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis 
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; 

d, rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut Urusan 
Pemerintahan daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan; 

e. rekapitula&i Belanja Daerah untuk keselarasan dan 
keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi 
dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; 

f daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 
g. daftar Piutang Daerah; 
h. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah 

lainnya: 
L daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset 

tetap daerah; 
j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset 

lain-lain; 
k, daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum 

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun 
anggaran yang direncanakan; 

l. daftar Dana Cadangan; dan 
m. daftar Pinjaman Daerah. 

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1} 
terdiri atas nota keuangan dan rancangan Peraturan Bupati 
tentang penjabaran APBD. 

(4) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD 
sebagaimana dimakstid pada ayat (3J meniuat lampiran 
paling sedikit terdiri atas: 
a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut 

'kelempok, jenis, ebyek, rineian obyek, dan sub rineian 
obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;· 

b. i,efijabafa.t-i APBD mentif.Lif Urusan Pemennf~art daerah, 
organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, obyek, 
rincian obyek, sub rincian obyek pendapatan, belanja, 
dan Pembiayaan; 

c, daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran 
hibah; Q.Wl 

d, daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran 
bantuan sosial. 

Pasal 99 
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{1) Bupati dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan 
P~r~t1Jra.n :Qg<;r@ t~n~g AJ?BP prumg lamQ~t l (~~tu.) bulan 
sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. 

(2) Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bupati menyiapkan rancangan Peraturan 
~µpati t~ntang p~nj;ib.aroo APiDj 

{3) DPRD dan Bupati yang tidak menyetujui bersama rancangan 
Peraturan Daerah tentang APBD dalam 1 (satu) bulan 
sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikenai sanksi 
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Bagian Kedua 
Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pasal 103 

{1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 
dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati 
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 
beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada 
RKPD, KUA, dan PPAS. 

Pasal 102 

(1) Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah 
tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung 
kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 
(satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh 
persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD. 

{2) Bupati yang tidak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah 
tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai 
sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Bagian Kesatu 
Penyampaian dan Pembahasan 

Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pasal 101 

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun 
oleh PPKD disampaikan kepada Bupati. 

I BABV J 
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH 

Pasal 100 
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l.daftar ... 

Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) memuat lampiran yang 
terdiri atas: 
a. ringkasan APBO; 
b, ringkasan penjabaran APBD sampai dengan sub rincian 

obyek; 
c. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan 

organisasi; 
d, rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, 

organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, obyek, 
rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; 

e. rekapitulasi dan kesesuaian belanja menurut Urusan 
Pemerintahan daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan; 

f. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan 
keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam 
kerangka pengelolaan keuangan negara; 

g. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 
h, daftar Piutang Daerah; 
L daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah 

lainnya; 
j. daftar perkiraan penam.bahan dan pengurangan aset tetap 

daerah; 
k, daftar perkiraan penam.bahan dan pengurangan aset lain­ 

lain; 

Pasal 105 

(1) Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan 
bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak 
disampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 
oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun Rancangan 
Peraturan Bupati tentang APBD . paling tinggi sebesar angka 
APBD tahun anggaran sebelumnya, 

(2) Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang 
bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. 

(3) Angka APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilampaui apabila terdapat: 
a. kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan 

tambahan pembebanan pada APBD; dan/ atau 
b. keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 104 

(4) Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Bupati 
t&lambat menyampaikan rancangan Peraturan Daerah 
tentang APBD kepada DPRD dari jadwal sebagaimana 

. dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), sanksi sebagaimana 
~ dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dikenakan kepada 

ahggota DPRD. 
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f3jEva.luasi ... 

Pasal 106 

{I] Raneangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal i04 ayat (2) dapat ditetapkan menjadi Peraturan 
Bupati setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur. 

{21 Uritii'k memperofeh pengesahan sebagaimana dfmaksud pada 
ij.yat Uh. Rancangeri Peratu.ran ~upati tentang. APBD beserta 
Iampirannya disampaikan paling Iambat I5 (lima belas) hari 
terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama 
dengan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah 

·tenf2111g APBD. 
{~} Apabila dalam batas waktu ?O (tiga puluh] hari Gubernur 

· ticlak ·mengesahkati raneangan · Peraturan Bupati 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l)_,: Bup~ti menetapkan 
Rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati. 

Pasal 107 

-{ -1'): ·I::lalam. hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, 
:aupati melak$a.n3~ pengeluaran $etiap bulan paling tinggi 
sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun 
angganttI Sf!behroni3"8: .. 

(2) Pengeluaran setiap bulan ~bagaimana dimaks.ud _pad;a ayat 
{lt :dig~ta~i ,b~y{t, ·~t~k. -meng~~- kep~rl\l;~~ m~d~~ 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 
Evaiuasi Rari.canga.n Peraturan naerah tentang Anggaran 

P.endapa.tM <Jan 8-elanja Oa~rah <ila:n Peraturan. ~u-p~tJ 
tentang Penjabaran Rancangan Anggaran dan 

Pendapatan Belanja Daerah 
Pasal 108 

f1J Rancangan Peraturan _ IJaerah ter1ta.n,g APB~ yang telah 
disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Bupati tentang 
penjabaran APBD disampaikan kepada Oubernur sebagai 
wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak 
ta-tlggal p~t~tujua» RanG.Mgan l?~J:~m~a» Dae;.a);} te.ntatlg 
APBD' 1111:tttk dievalu1asi-sebei-um ditetapka.n oleh Bupati. 

{2l Rancan,gan Per.amr.a.n. Dae.:.:ah tentang~ MBD dan Raincangan 
Peraturan Bupat; tentang penjabaran APED sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disertai dengan RKPD, KUA, dan 
PPAS yangdiscpakati .antara Bupati dan D.PRD..., 

:L. da.ftar -Kegiatan tall.L1:n. attggaran ~be.lum.nya ya.Jag. be.lum.. 
diselesaikan dan dianggarkan kemba.li dalam tahun 
anggaran mi; 

m. daftar Dana Cadangan; 
·fl. d'aftar Pinjafflatt Oa.eYaR: 
I}. 4~ nama p~n<mm~, a.l~~t P~P.~rim~ 4@ Q~$aJ"~ bit?$; 

dan 
p. daftar nama penerirna, alamat penerima, dan besaran 

bantuan sosial. 
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( 1) Rancangan Peraturan Daerah ten tang APBD dan rancangan 
Peraturari Bupati ferrtang penjabaran APED yang feiah 
4ievaluasi ditetap~ oleh Bupa.ti me.nJadi Peraturan Daerah 
tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran 
APBD. - 

(2)Penetapan ... 

Pasal 110 

Bagian Keempat 
Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan Peraturan Bu.pati tentang 
:Pe:nJabaFan AnggaPa.E: ?-endapatan dan aetanja Daerah 

(1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pas.al 10$- .a.y.at- J~:} dilakukan B~p.ati melalu.i Tim. Anggaran 
Pemenrintah Daerah bersama dengan DPRD melalui badan 
anggaran. 

(.~) Hasil penyempurnaan sebagaimana dirnak$U4 pad.a ayat {ll 
ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD .. 

.(3J Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang 
APBD. 

{4) ~~p:µt!J.~ pim,pm~ Pf~P eebagafmana g.~~µJJ pada 
ayat (.2) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya. 

(5} Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada 
ayat {2} .disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) 
"ltian seeelah ~e_putusan tersebut ditetapkan. 

-{3} Evaluasi seba.gajmana. di.maksud pada aya.t .(ll dilaku_k.an 
untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan 
Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati 
tentang penjabaran APBD dengan: 
a. ketentttan t>'et'attt'fan peffl11dang-trn<!an:gan yang tet5ih 

tingm; 
b. kepentingan umum; 
c. RKPD; KUA, dan PPAS; dan 
d. RPJMD. 

t4t Bttpl:tti merretapka:n Rmrcmtgan Pera.m:ratt Oaeredr ttm'.tm!g 
APaP. menjadi Peraturan Daerah dan Ranoangan Peraturan 

-~:uitati teu:tfJ.fm -p~jfl~~~- APIBD ffl'?Pj~~li f~r~t'--1J·~~ &\113~tl 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
apabila Keputusan Gubernur menyatakan hasil evaluasi 
Raneangan Peraterarr Daerah tentang APB:D darr Raneangan 

.Peraturan 13\lPa.ti ten.~g i~nj~l:)~a;n Ar~P ie§~@i d~n.g~ 
ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan 
umum, RKPD1 KUA, PPAS, dan RPJMD. 

(5) Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling 
lama 7 Jtaj:ub} hari sejak ha-sil· \evalua-si -tiiterima, apabila 
Keputusan 9"-ql;>~mµr menyatakan hasil evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah .tentang APBI) .dan Rancangan Peraturan 
Bupati tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan 
u~ RKPD~ K.JJA,, PP.AS.; s-an RPJMO ... 

Pasal t:09 
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Pasal 114 ... 

Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan 
se1ain dari yang diatur dalam Peraturan Daerah, 'kecuali 
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

fl} P.A/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, 
dan orang atau badan yang menerima atau menguasai 
u.ang/k-elmyaaa aaer,ah wa,~- menyelenggaFakan 
penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, · 

(2} Pejabat yang menandatangani d-an/ atau mengesahkan 
dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi 
da.~ pe.nerill.l~-oo atau penge.l~an a~ pelaksa_naan APB-P· 
bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat ~- ~-l> f ct - ~ ·i... k -~- d'"' .... -,-,. d yang nm.: u_: . :ax} pe.nggun.a_a).) surat .vu J.i . ~m1~su,'. -, 

f3l Kebenaran material sebagaimaaa dimaksud pada ayat {2) 
merupakan ke benaran atas penggunaan anggaran da.n Hasil 
yang dic.apai atas beban APJ3D .sesuai dengan kewenangan 
pejabat yang bersangkutan. . 

J12} -Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dianggarkan 
· dala.m. APB.Q' dan dilalnlkan melalui Rekening Kas -umu.m 

Daerah yang dikelola oleh BUD. 
(2) Dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah 

sebagaimarta d-imakstrd pa:da ·ayat {lf sesuai dengan 
ket~ntua:n peraturan perundang-undangan tidak dilakuka.n 
~yla.1'1:i Ry~en.i:qg KSr§ -V~"ljlffl. :O~<W®., ~U.P m~le,kµk~ 
peneatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran 
Daerah tersebut. 

Pasal 111 

Bagian Kesatu 
Umum 

PELAKSANAAN DAN PENA'f'AUSAHAAN 

SABVI 

,(.2} J?~ttetapan rancangan J>eraturan -Daet-ah ten.tang AF-:SD ·de.t.1 
" \ rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan paling 
lambat tanggal 31 Desember tahun sebelurnnya. 

, {3J ~upati ffleffyafflpaikan Peratttran oaet'aii ter1mng APSD etm:1 
1,. Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada 

·Gubemur paling lambat 7 :('tujuh} hari setelah Peraturan 
Daerah dan Peraturan Bupati ditetapkan. . 

(4) Dalam hal Bupati berhalangan, pejabat yang berwenang 
meneta~ P-eraturan Da:erah tentang APl~'D darr Peratrrrarr 
;B.~ati tentang _penjab.~an .t\Pij.Q. 

-53- 



Pasal 118 ... 

( 1) Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD selaku BUD 
membuka Reken:ing Kas Umu:rii Oaerah pada oank umum 
yang $CIDa.tA 

{2j Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat {fl 
ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, 

·fa)' Pefl~f,1:tlt b°an·k Uffitt1ff seiJa:gmffli:ttta: dtma:ksud p~d~ aya:t {2j 
dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan bank umum 
.'(f-O,'t;'l-g· -b'e· ':t'i~~!f1·.n.ln:,-r,"-:.-i~ 
J·c;u:1.: . . r~;o1:~µ:..u:u.~ .. 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan dan Penatausahaan 

Ka.$ TJmum :Pe.~·rah 
Pasal 1l7 

::(1}. UntU;k pelaksanaar; AP~D-, Bypa.,tj me.netap.tM; 
a. pejabat yang .dib.eri wewenang menandatangani 'SPD; 
b. peiabat yang diberi wewenang menandatangani SPM; 
c, pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat 

-pertm1:ggu11gj awatJaTt; 
d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2Il;_ 

·e,. aendahaxa Penet-imaan dan Bendahara Pengelua:tat1; 
f. Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara 

Pengeluaran pembantu; dan 
g. Pejabat ~nya: dmam ·rarrgka ·pelaksat:taan APBO. 

{a) Kep1;.1.tu~ iupati tentang 9@neta.p.an pejabat sebagairnan,a 
--dim$~u;4 pada -~y~t ·{U ·d.i{§ikt.1~00 ·~e~~l~@ 4int:\ill~ny~ 
tahun anggaran berkenaan. 

( 1) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat 
pengeluaran atas t>eoan APBD apahfla anggaran untuk 
membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak . 

. cukup tersedia. 
(2) Setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA 

dart SPO atau dokumen lam yang dipersamakan dengan 
SPD~ 

.(3} Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan 
pen:gelltarart atas ·:6¢:ban APB.D ·~nfuk tujt1~ lam. dari yan:g 
telah ditetapkan dalam APBD. 

Pasal 116 

Pasal 115 

' Penerimaan perangkat daerah yang merupakan Penerimaan 
Daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, 
keeutm: d-ite't.rttt~an: -ta.in se'sttai dettgan keten"tuaii pe°fattct'art 

t perundang-undangan. 

Pasal 114 
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Pasal 122 ... 

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan yang 
diberikan o1en 'ban"k aidasatkan pada .ketentuan yang 'berlaku 
paea \)M~ ya.ng ber~~-\:l~ 4~ ses\.lai Q~ngan ketentuan 
peratnran perundang-undangan. 

Pasal 121 

Pa~a112·Q 
.P~merlntab. :O.aexal.l be~~ tnempe,r.Qkh b~lJ.gai. j.a~a &irP.1 
danj'atau imbalan lairtnya atas dana yang dishnpan pada bank 
berdasarkan tingkat suku bunga dan/ atau jasa giro yang, 
berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
Urtdanga:n. 

Pa~~l$ 

·( 1} Dalam pelaksanaan operasional Fenerimaan: Da.:erah dart 
Pengeluaran Daerah, · BUD dapat membuka rekening 
penerimaan aan rea:ening pengeluaran pada bank yang 
ditetapkan oleh Bupati. 

-l,2} Rekenmg penerimaan sebagaimana ilimaks1:1d pada ayat {1}­ 
di§Wlakan URtnk menampung Penerimaan Da-erah ·· setiap 
hari, 

_($} Reke.ning pe.nerimaan ~bagaimAA-a- dimaksu.4 pada ayat *1} 
dtoperasikan sebagai rekening bersaldo ttihil yang seluruh 
P~~~ri.m,a~:»»Ya: g1ti?md~~\!kM:~ ~~ R¢~ni~ ~~ l!mu,m 
Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari.. 

(4) Dalam hal kewajiban pemindahbukuan sebagaimana 
dirn.ak$® pada .ay.at ,(3} secara teknis. belum dap.at dilakukan 
setiap hari, pemirrdahbukuan dapat dflakukarr secara 
berkata yang, ditetapkan dafam Peratur.an -sµp~n. 

,i) R.eke.ning pengeluaran 2eba..gajmana diJJilaksu.d paiia ~yat .fl} 
dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana 
untuk membiayai Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai 
rencana pengeluaran, yang besarannya -ditetapkan dengan 
Peratnran Btrpati, 

(~}. ·Pemindahb-µkw.an dana 4ari rekening, penerimaan dan/ atau 
rekening pengeluaran pada bank umum ke Rekening Kas 
Umum Daerah dilakukan atas perintah BUD ... 

J'asai 11~- 

(l) ~upati dapat membeti ~m kepada kepala $JiPO untu~ 
membuka rekening penerimaan melalui BUD yang 
dltetapkan o1en Bupati pada 1Jank umum, 

t2} ~up~tj dapat .m~mbetikan. izi.n k-epa~a ke.pala S~J?D UJl.tu-k 
membuka rekening pengeluaran melalui BUD yang 
ditetaplean o1eh Bupatf pada bank umurn untuk menampung 
-UP. 
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Bagian Keempat, ~ ~ 

Pasal 1:24 

(1) TAPD melakukan verifikasi raneangan DPA SK.PD bersama 
dengan kepala SKPD yBD:g bersangkutan. 

-{2:J Verifikasi atas rancangan DPA: SKPD sebagaimana dimaksud 
paaa ayat t~l dise1esaikarr paling lam:bat f 5 {iima betas:J natl 
~jak dl:te~plguJ,ny~ .P.~t".atii:ran - .$.upati te.n~ p~niab.aran. 
APBO. 

(3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada 
- a:yat ftj, PPKD mengesahkan rancartgan DP~ SKPD set:efa:h 

mendapatk-an ll~rset~jw~ Se~-etaris Pa~,ah.. 
-{4J Oa:lam hal basil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

{'1). tf.fiak - -s .:« d · · ·· · 0e · -t r; - · -a -+-:;' t · +~" · - · • a"' - · - - · ·: .. . .u" ~: .se um . _·engan i. ~a. UAU.l wupa:w: . en~,,lg pen.1.-.:.v.aran. 
AFBD, SKPD melakukan penyempurnaan rancangan DPA 
SKPO l:tn.tuk disarrf{an oten PPKO denga.n -:r;rersetujua11 
sekretaris daerah, 

-{5} DPA SKPD yang telah aisahkan sebag~$ana. d1maksttd pada 
~yat t~J dan ay~t '{4J di$wnpaixan kepata -$KPD yang 
bersangkutan kepada satuan kerja yang secara fungsional 
melakukan pengawasarr da:ermr pmittg lan:tbat 7 :ftajtrttt ha:rl 
&ej~ 14.U~l 4is~~~w 

{eJ OPA SKFD· $e};'.)~gajtq@.~ ·4J~l~~~<i p~d~ ~ya,t, t~t- dan ~yat 
diguna.kai'i ·sebagai aasar pelaksartaart anggamn afeh Kepala 
SKPD selaku PA. . 

.{ll PP~P memberitahukan ~ep.ada kepala $.KPP agar menyusun 
dan menyampatkan rancangan DPA SKPD paling lambat 3 
[tiga) hari setelah Peraturan Bupati tentang penjabaran 
APBD ditetapkan. 

~} RaneMgan ~A SKPD se1'agatmana tiimaksu:d r,aaa ayat ttt 
rnemuat S~~M~ yang 11.~P.9~ f}JC~PW.~ fungsi, Program, 
Kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai 
Sasaran, rencana _penerimaan dana, dan rencana _penarikan 
dana .setiap satuan kerja serta pendapatan yang 
dipe-rkirak,a.n. 

'(~)_ Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah 
disusun kepada PPKD paling lanthat ·6 '(enatnl nari setelah 
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dfsampaikan. 

Pasal 123 

f1j D.a.1am rangka rnanajernen kas, Pemerintah Daerah dapat 
mendepositokan dan./ atau melakukan investasi jangka 
pendek atas -uang mtl'ik Daerah yang semen"tara. aetum 
digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan 
-Daerali, tugas daerah, dan kualita$ pelayanan -pu.MIUr. 

ti} -pep_o$ito dan/ at.a.~ jnv~$fa$j jm,.gka pe.n.<:;let set,ag-a.in.lana. 
dimaksud pada ayat ( 1) harus disetor ke Rekening Kas 
Umttttt -Oa:erE!ff palmg lanrbat per 3't Oesember. 

Bf;lgian Ke#ga 
P.e.n.yi~pWJ D~~JJJ.en- Pe.I~~ .Allggat:an 

Satuan Kerja Perangkat Daerah 
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Pasal 129 .•. 

(1) Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh 
penerimaannya 'ke ·Rekenin.$ Kas ·umum Daerah paling 
lanl~ Clalam waktu l {sa:tu) hart 

·(2} Dalam hal 1<:ondisi geografis Daerah slll'it dijangkau dengan 
komunikasi,- transportasl, dan .keterbatasan pelayanan jasa 
keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran 
penenmaan ·se1,agaitnana dimaksud -pada ayat -(rt dapa'f 
melebihi 1 (satu] hari yang diatur dalam Peraturan Bupati, 

·(3t _,seaap ~.ene:Fimaa.11 narus ttidukttag alefi Mukti yang lengkap 
dan sah atas setcran. 

(4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi 
doknmgn .~lektronrk. 

,~} ?~nyc~a.P ,p~n~rimaan »~~-P~ aebage,im®.a dimn~~Y4 
p~g~ &~t-(ll m.,uggµn.,~~ -~ur~t -t@4.~ {?etC;Wan. 

,it Pal~ raagka. ~~mt,n kas, J?.l?:KD Jn.ene.ftiitkan- S-PP 
dengan memp~~bang~an:" _ . 
a. Anggaran Kas- .Pemerlntah Daetah; 
b, ketersediaan dana di K'.as Umum Daerah; dan 
c, petfjadwalan: p·emoayaran petaksanaan a:nggaran ya.11g 

tercantum dalam DPA SKPD. 
;f2J 6-PD sellagaimatia tt:imaksuctt pada ayat :(-tf disiapkan olen 

Kuasa f!VO q11.t]Jk ditan(iata.ngani o-Ieh PPKDf 

Pasal 127 

K~t~nw~n ·1ebm 1.~Yt mengena.i tat~ cara :genYU~\lJian 
Anggaran Kas .dan SPD aebagaimana .dimaksud dalara Pasal 12£ 

-«an: Pasal t 2~ -d4:atu-r dal:am: l?e-r-aturoo B-upa:ti. 

Bagian Kelima 
Pelaksanaan dan Penatausahaan 

P~ndapataa Pa~_r-ah 

Passi 128' 

Pasal 126 

{l} PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah 
Daesah -urif:uk meagatur' ketersediaan dana dalam mendanai 

l . d •t,. d' pengeiuaran sesuar ::.-eug® r~n.~an~ pen.M.~M aana yang 
tercantum dalam DPA SKPD. 

{2} Anggar~ Ka-s -seba:gamrm:ia ,dm-taks-nd pa:da: ayat ·ttt ·mmntr-at 
perkiraan ani~ kas ~:u~ yang ~e.r~Ulllber dari penerimaan 

-<tan- 11e,:1Jkir.a.au -~s kas k~lu~r y~:g gfg~tn~~ P:~tµt 
mendan-ai Pengeluam.rt Daera.fi dafam setiap petiode. 

Pasa.1125 

B.ag,i:an -I<-e~at 
Anggaran Kas dan ·SPD 
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(l) :S.etiap pengeluaran harua .clldulAu.lg bukti yang lengkap dan 
s@ :m:ttlgenaj. lt~~ y~g ·4iperoleh eleh pihait yang menagih, 

{2)Pengeluaran.,.. 

8agian Kee»am 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah 

Pasal 132 

( 1) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang 
sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun 
tahun sebelumnya dilakukan dengan mernbebankan pada 
rekenirrg p~erimmnr J'«rrg: bersangka.tan. 

{2). Pengembalian atas kelehih~ Penerimaan Daerah yang 
sifatnya tidak beruiang yang terjadi dalam tahun yang sama 
dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan 
yang bersangkutan .. 

;t~f Pengemlffitian atas 'kelebtlmft P~aa:n Daeran yan:g 
$ifa,tny~ P4~ berulang yan:g teti~gj pada tahun sebelumnya 
dilakukan dengan membeoankan pada rekening belanja 
tidak terduga. 

-{1} Ben.dahsra. Pener-.i.maan pa:a:a SKFD' wajtb" meny~l:enggaraka.n 
- · pembukuan terha.dap seluruh penerimaan dan penyetoran 

atas penerimaan yang meajatii ta.nggung jawabnya. 
:(21 Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan 
, .. 1aporan pertanggungjawaban penerfmaankepada ·PA metaiui 

-:PPK SKPD palin:g lanibat tanggal 1-0 bulan berikutnya. 
(3) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan 

J.a,p~ran pe.rtanggungjawa:tlan penersaaan kepada PPKD 
paling lambat tanggal lO- bulan berikutnya. 

{4T ;mtr .m~l~Y.~oo'" verl~~§j,,. ~V~lJ:i;);§i; q3.p @f;l#:§j§ ata§ 
laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dalam rangka rekonsiliasi 
penerimaan, 

(1) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 128 ayat (5) dilakukan secara tunai dan/atau 
-non tu:nai. 

{21 Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dianggap 
sah setelah Kuasa BUD menerima nots. kredit atau do1!umen 
1 . <f ak arn yang : ipe.r~- -~;an.. 

(3) Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, eek, atau 
sttf'ttt berharga: yang dalam p'ettgtta~artnya: 
a,. lebih dari I [satu] hari, kecuali terdaPEtt keadaan 

sebagaitn~na ·Q.1;p;j;~§'Ud ·<iW~ J?~~al 1~8 ~y~t {2l;­ 
dart/atai1 

b. atas nama pribadi, 
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Pasal l-i4 
-{ 1-} Pen:er.bitan dan pengajuan dolmmen SP.P UP dilakukan oleh 

Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian UP. 
:{2} PeneJ"b.ita.n dan pe.ngaju-an do~e.n SJ?P .GU ailaku.ka» {;'}leh 

Bendahara ·Pengeluarart dalam .rangka rnengganti UP. 
!3.l :~~t~1lt.\!atl leblh l~nJ~t meng~nai be.~~an ·w <a'an Gti 

sebagaimana dirnaksud pad:a .ayat kl}' .dan ayat .{2) dit<etapkan 
dengan Keputusan Bu.pa.ti . 

. ,4} Pe.ngaJuan .SFJ> l.JP sebagaimana dimaksud pada ay.at {1} 
diajukan dengan melatnpirkan: keputnsarr Bupati tentang 
besatM {ff> sebagaifflru:ta dfm:1:ikstnf '.[Jada a:yat {$):. 

l~) .aata.~.n ~n~~ l]a.i;Jg J?e1..$.edi~n Qleh Be.n~a 
Pengeluaran SKPD diatur lebih ianjut dalam Peraturan 
:Bupati. 

{al P-engajuan S.PP .GU sebagaimana dimaksud pada ayat {2)­ 
·G~~Mnpiri <ien-gEm: ctdknm~n: ·pertanggungfawat:,nn perrggtma-an· 
1)'.P yang sah. · · =· - ~· · ·· ·~ 

Pasal 135.,.~ 

Pasal 133 

oi .Benaaba.ra P~ngelY¥a.n m~ngaJli-J.lffin S.PP k~pada PA m.el@:l\li 
· .PPK S:KPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang 

-tiipersamakan de:ngan: SPD' .. 
(2) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan 

besaran .SKPP dan Iekasi, disampamall Bendahara 
Pengeluaran pembantu melalui PPK Unit SKPD berdasarkan 
SPiYata:u d~~~~n 1ain yang dipersamakan dengan SPJ5. 

{3) Pengaj.uan SPP kepada KP.A berdasarkan pertimbangan 
besaran anggaran Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara 
P~Jlgeluat.an .PembMtw meW:ui FP.K. SKP.D be:r.dasarkan $PD 
atau doktrmen -lain yang dipersamakan dengan SPD. 

'{4J $W $e\,aga»nanai l{m_~~~ pada -~Y~t ;fj;j: tir.eiri at.a~; 
a .. S-PP UP; 
b. SPP GU; 
c, SPP TJJ;. .dan 
d, SPPLS .. 

t~} ~Pf> s-ebagaimana: dimakstrd pa:da aya:t ·(2r, chm: aya:t t~: terdiri' 
~tat,.: 
a. SPP TtJ; dan 
b. SPP LS. 

i2;} P.~~luar@ .ke.& y.~ men.Pbatktm Se~ AABD. tidak 
dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah 
tentang AF'Bf> d{tetapkan dan diundangkan da1am lembaran 
daerah, 

{3} Pengeiuaran kas seoagaimana dimaksu:a pada ayat (2}" tiaak 
tennasuk pengeluaran keadaan darurat da:n/ atau keperluan 
mendesak ses·ua.i aerigan ketentuan peratu:ran perundang­ 
undangan. 
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(1) Berdasarkan penglijuan SPP TJP sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 134 ayat (1), PA mengajukan permintaan UP 
IcepadaKuasa BUD dengan menerbifkan ·SPMUP'. 

(2} Jiere,a$ef~ pe:ng@.jJJ~ .SPP -~lJ sebaga.iJ.lla.aa <lim~~u4 
dalam P'asal 134 ayat (2}', PA mengajukan penggantian UP' 
yang te1ah digUfiakan kepada Kuasa 1'3.:t.Jr> dengan 
menerbitkan SPM GU. 

:OJ Pengajµan a~k»ro~n $PP is ~nmk pemb~y~an pengadaan 
barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.6 
ayat {lJ huruf b oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara 
Pengeluaran pembantu, .dilakukan paling lam.bat .3, (.tiga) hari 

.sejak di-tenmattya: :ffigr1iaff -dan pi~ak ketiga nreiatt1i PP't'K. 
:,21 Pengajuan SJ':t? is dilamptri 4~ng@ kelengkapan persyaratan 

yang · ditetapkan sesuai dengan ketentuan - peraturan 
»erundang-undangan. 

Pasal 137 

.{ ll Pen:a:bitan dan pengajuan dokumen $-PP LS dilakukan oieh 
Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran: 
a, gaji .d.an tu.njangooj 
b. kepada pihak keti~a atas pengadaan barang dan Jasa; 

4~ 
.~. kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentaan 

peraturan perundang-undangan. 
{2J Pengajwa,n d~klJ..men ... $.J?P LS untuk pembayaran pengadaan 

barang dan jasa -sebagaimana -dirrraksud pada ayat {11 huruf 
t cta:pat jq~ dit~'katt o1eh l!e111fihara ·Pengefuwan 
peml>.ant.\l dajam ha1: PA melimpahkan sebagian .kew~~~gan~y~ kepadaiPA. .. . . - . -- - . - . 

'(f J Bendahara Penge1uar.an atau Eendabara Pengeluaran 
pembantu mengajukan SPP TU untuk melaksanakan 
Kegiata:n ·yang nersifat mendesak cran tidak <:Ia.pat 
menggunakan .SPP LS· d-an/ atau SPP UP/GU. 

:(2} Batas jt1mtah pengaj:uan :SPP TU Marus mendapat 
p~s~uJuan dari. PPKP.~ 

($). Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) 
h'l:tlat1, sisa TU disetor· ke Rekening Ka-s· Utf.1trffl DaEmtt1. 

-{4} Kettntu.an bl.}~ waktu p,~ny~t.Qr.an sisa TY sellagaiman~ 
·dtm~k~µ§l Il~<l~ ·~Yf\t {3} ·<i*~~~§;\ikan ;µnt~t; · 
a, Kegiatan yang pelti.ksanaant1ya meleblrti :t {saruf attian; 

darr/atau 
b, -Kegiatan yang mengalami pernbahan jadwal- dari yang 

tela:b. 4.it~ta,~n §ili>elY-mny~ ~il~~t peri§tiw~ ~i l°kl~ 
kendali PA/KPA. 

{St Pengajuan SFP T-U sebaga.imana dimaksu'd: pada ar~t {ll 
dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana . 

-60- 



-(.lt Kuasa BUD· .mener.bitkan S-P2D berdasarkan SPM yang 
diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank 
ope.ra&i9»al mi:tr~ keri-&»:YA.~ 

f2) -~ener~it~ SP2:D sebai~~~ dimaksud pada ~yat ·( l:)' paling 
lama ·Z '{d»@!J harl .i~Jgk ·SPM .git~rima~ 

_(a} Dalam rangka penerhitan SP2D sebagaimana .dimaks.ud pada 
ayat (2), Kuasa BUD berkewajiban untuk: 
a, me.neliti kele~p.att .SPM y.atJ.g ditei;bitkan .oleh ~A/KPA­ 

berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; 
·b. mengaji ·kebertMan: f5efk1wrigan ta:gthan: s:tas Bel:fan 

aP.~D ya.o_g 1eI.£axkt:u.:m .dalam p_e~t.ah ;pe.wbay.ar.an; 
c. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan;· 

dan 
d. memerintahkan peneairan .dana sebagai dasar 

:p~nseltrar,an DaePalh. - 
l4J Kua$a BUP ti~ m~n~rbit.}{an $l?2P yang. dia.Ju~ PA/K'.P.A 

apabila: 
a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab 

PA/KPA; dan/atau 
b. t,ettgeluat"aft tersebt:tt ffielamf)aU'i pagu. 

{:QJ Kuasa BUD me;g~;m.\)ajj~ d,Qjwmep ~PM dalam h.~ 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4} paling 
lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM. 

PasaJ 141 ... 

Pasal 140 

fH :Serea*~ke.J.l SPP l,i- yang d:i~:~ ~leh eea~a 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu 
sebagafmana dunaksud dalam Pasa1 ·i36 ayat - (11-, Pf>K 
SKPD /PPK Unit SKPO melakukan verifikasi atas: 

a, keb'effatafi ·matenai stlrat' lJttkti mengenai nak pihak 
penagih; 

-b~ keleagkapan doktlm..ert yang mertjadi per-syar-atan/ 
sehubungan dengan ikata.n/perjanJian pengadaan 
barang/jasa; dan 

e. ketersedta:Eftt darra ·yang bersmrgkumn. 
{2J Ber~~ ~ verifika.m ~.ebagaimana ctimakaud pafla 

~Y~t JH, -~A/KP.A -m,m.~ri~~k;@ p~~~Yw~n atas B~b,an 
APBD melalui t,enero!tart SPM LS kepada K:uasa BUD. 

(3) Dalam hal hasil verifikasi tidak rnemenuhi syarat, PA/KPA 
tidak menerbitkan SPM L&. 

:!41 FAl~J'l\ m~ng~mbililifAn ~~kYmen $PP L$ dalam '11~ b~iiI 
verifikasi tidak memenuhi .syarat sebagaimana dimaksud 
-pada -ay:a:t -(ar pa1mg lambat t· {satu}' ha:rt t~th:itufig seja.k 
diterimanya SPP. · , 

,i'~;\ ~~.,.....:;1,.,...,.0,1:."1~,...~ p~na:!:iJ,tJ:_'J,Q,11 ~-J?.D, 'l:'U-- Q~bA-a1.,iJn1£1nt.:l A,.:1".l.G,L- ..... 1.1"=1 lS,.J ~~~-~~~ ~~..,..~ ~-~-v ~· ••• ~- ~~M,;-·_5:6- ~~~tS?~t,iJ:'* 

dalam Pasal 13·5 ayat {11-, PA/K:PA mengajukan permintaan 
ffl kepada Kuasa BUD .dengan menerbitkan SPM ftf. 

Pasal 139 
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(}.): ~~a fen.ge.1~~ $,Ga.fa a.Gt»itl:i$tfa.tif Wa)}b 
mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU /TU /LS 
kepada PA melalui ·?PK s:KP:o pa1i'.ng-1ambat tanggal 10 hu:1an 
berikutnya, 

:{21 Bendahaf"a Pengetuaranf'Bena:aliara Pengetuaran pemrJanttt 
pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan seoara 
ftt1igsional atas pengelolaan ·uang yang merijadi ta11ggut1g 
jawa~ny~ dengan menyampaikan Iaporan 
pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD 
~ lamb'ett tsggat ih(i>' btrhnf beriktttnya:. 

{i} ~t~µ.tµ.wi b~tf;s. wat¢lt f>.~i+erbi~:o. s.u.,i;:at pep,ge~ap. .l~pgf®, 
·P~rtanggullgjawab~ fl~ttgeluaran ~~ sankst k,t~d~o~tan· 
penyam-paian taperan pettang.gctngfawaaan ditetapk-an datam 
Peraturan Bupati . 

.(4-} .Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara 
Peng~lY.m-Mliend~~ra P~ngelY~nu1 pe.mbanty eeeara 
fung.sional sebagaimana .dimaksud pada ayat {2} 
dilaksmakan setelah d·iter:bitkan surat pengesahan 
pertanggungiawaban pengeluaran oleh PA/KPA . 

. (5-J Untuk .tertib lapo:ran :p.ertanggungjawaban paoa akhir tahun 
anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan 
flesember disamp~ -:p_aiing fantbat :tan~ga1 .jf Des.ember. 

Bagian Ketujuh .. 

Pasal 144 

PA/KPA dilarang menerbitkan SPM· yang membebani tahun 
afiggar-an berlreiiaaa setelan tanun anggar-an serraklfit.. 

Pasal 143 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu 
sebagai wa:jib pungut 'Pajak Penghasilan (PPhj dart pajak Iainnya 
wajj\> m~ny~t~kan. ~l~r:ub penerim.aa.n potp~~ 4~ paia..k 
yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara. 

:('1-1 Bendahara '.Penge1uar.an/Bendah.ara Penge1uaran pembantu 
melaksanakan pembayaran setelah: 
a. menelifi kerengkapan dokumen p·em:nayaran· yang· 

diterbitkan sleh PA./KPA beserta bukti transaksinya; 
n. menguji kenenatan perhitu-nga.n mgiaan ya.ng tercarttum 

dalam .dokumen pemf>a:y~rui; d'.an 
c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan . 

. :(2} E:lendah~ P~geltranttt/BerrdErltara: P.en:gelttaran p~ttrbettrttt 
w.ajip m~n.ola!t melakukan P..~.mbay~an dari f.'AJK.PA 2:P.-cl'b.ila 
P.Wsyar::it~ ·s¢~~~fJ: ·~i~gk'{,~:¢; P~® ~~t {U tj;g~J;{; 
diperttthi. 

(3) Bendahara Pengeluararr/Bendahara Pengeluaran pembantu 
bertanggn:ng jawab secara pribadi atas pembayaran yang 
diJ~k§~~k§nilY~~ 
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{}} Pemia4oob~~ <iati _t{'-~e.aing ~n.a. c_ae.angM ke Reke.ning 
. Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana 

penggunaan Dana Cadangan sesuaf peruntukannya. 
(2) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadartgan ke Rekening 

Kas Um.um Oaeran seoagaima.na dnn~sud ·pada ayaf (ff 
dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan 
aeraaswkan .Peta.tut'an Oaeran ten-tang pemJ:>ef:itu-kan Dana: 
Cadangan yang bersan.gkytan mencukU,pi. 

(3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
-.u- ~ - . . . -'t.--.1-- ~ ·, c -'d'~' -· .. . - . . ...::1:-. - pC1..Lu..1.g un-ggt ·sejtf11.utt11 ptigll :uc::u1R auc:u.i'g-811 jfattg ct.Kat1 
digunakan s,~~:u.ai .p~PUJ.t~ya -P~ tahun an~an 
lrerkenaatt ·sesuai ·4~~n y~g dit~t~plt~ <Je,ng~ F-¢r~tQ;ran· 
Daemh tentang pembentukan Dana ca~angan. 

{4)Pemirtdah ... 

Pasal 147 

Ke.ad~·§n y~ng m~nyeb~l}k~ S~PA m.bwn s.ebeh;1:m.nya; 
digunakan .dalam .tahun anggaran berjalarr untuk: 
a, me:n-utupi .defisit Sfl:ggma:n; 
b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia 

anggar.annya; 
c, membayar bunga dart pokok Utang dan/atau obli_gasi daerah 

yang melampau! anggaran yang tersedia mendahufn] 
pernbahan APBD; 

d, melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang; 
~? me»~ ke»aik-a» gajj dM tu.njangan Pegawai ASN a.kibat 

adanya kebqakan Pemerintah; 
._'if-_.-,, ni ,:,."I'.'." Jo,1'."I.O.i. ·~r,oa:ro °'". ~~·'"· :rr pa,~+'.~ :f".\ yo.n_g i:..~Ti,,.,:;r:'I. -f:prso,lt'1"·a );• ..¥.~~~£~~~~~ $ ,!Ir~~.~~~ ~~..J; ~~~~~> ~" ... ,_ Y.~J=:~~~ ~~-- ·-., ~~- ~ 

anggax.annya; .dan/ atau 
g. mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya 

ditingkatkan dari yang teJah ditetapka.n da1am DJ?A SK.PD 
tahurr anggaran -berj:alan, yang -dapat diselesaikan sampai 
derrga11 -ba:ta:s a:tdrir pefIYetesma.11 9enrl:1a.ya:ran <fa.tam tahu:n 
:tl:naaa.'l"O.:n, l-,..,.,,.;ri,n.11".l!'f"'l, 
~~~-~ .. .&; ~~J.~..J:..• 

Pasal 146 

.t).j P.el~sanaan d~ penata.U:S$.laa..a p~J:i-eritnaftn· 4att, 
pengeluaraan P.em:fiiaya.art Daerah dilakukan oleh kepala 
SKPKD. 

(2) Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah 
sebagaimana dimaksud pacia ayat -( t-7 d:ttakukan metatui 
Rekening Kas Umum Daerah. 

-(aJ -P~ ·lffll peffet-iniaan daTI peftgelu:a.1-an: Pernoi'aya-::Jn D.a.etan 
sebagaimana ditna.k$Ud'. pada. .~yat ·(ZJ sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. tidak dilakukan 
1tte'la:ltrl Rekrenin!g Ka::s Umttm Da:erah, BUD ttteiaktrkan 
penG.a.ta.tan (!an pe.nge.sa.haJ;t p~nerimaan daJa. pengeluaran Pem~ayiaQ -Daer~· t~~ebut~ ·. . - -·· . . -·. - . ·_ .. . . -- . ·- .. . 

Pasal 145 

Ba~ -K~t\ii~ 
Pelaksanaan dan Penatausahaan 

Pembi'.ayaan Daera:h 



(2)Laporan ... 

(1) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester 
pertama APBU dan prognosis untuk 6 [enam] bulan 
1:)e~1z: tn ,_ ,_·;,l"~Mi:·_ ·, f"§~ 

Bagian Kesatu 
Laporan R:ea1isasi Semester Pertama 

A.n~a.n P~nflapatan dan ~el~j~ I;>aerah 

Pa:sal: 151 

BAS VII 
T A,po:o ~J~T, ~~-~T T_QA,~T -~~~A);i'~T~J? l;>~PT~ l\lf.~. ~~ ~· ~~~ ~~~~fljf§"~ ~~k¥$~-J:~l-:Y:- ,.. I:¥~-~~ 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN ffELANJA DAERAH 
DAN -~y~ff5AHAN A(NQ-Gi·K~~·:N :P~~A\nr-K:fp·~ ~AN 
t"'% ~· -':,¥;:. • ~~ ··\• ..... ,..,...,.: r ~ .. ,,., ~,;. •,.,....._~.: ,,. ..,.I» • '.~· ~.:. ~~~ ......... ~~,·~~, ~ ._~ ~, -. • .. • _, 

B.ELAWA DAERAH 

Pengelolaan BMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan .perundan~-undangan. 

Pasal 150 

Bagjan K-e4~ 
Pengelolaan Harang Milik Daer-ah 

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa 
BUD berkewajrb'arr .a:,i1mk: 
a, m~I;L~nt,i k~lengk~pan perintah pembayaran yang d.ire.rbi~ 

o1eh kepala SKPKD; 
b, mengnji kebenaran _perhitungan pengeluaran Pembiayaan 

yang tercantum .dalam .perintah pembayaran; 
--e. ~~i ketetse«'ia:Mi fflttla yartg t>-ersangktttan; .daft 
d, ni~n9J~ pencairan 4M~t .~PJ!-PJJ~ p~tjp.t$ pembayaran atas 

pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan. 

Pasal 149 

-(l) Pengalo..ka1dM. anggaran u.n.,tuk pemi'>en.tukan Dana 
Cadangan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan 

"(-?.l'......,.;a,1',•,.:'I,;,, y~g· d!+,.....:.,,,..,ft;l;--,ri,n- d'AOl.-~ .D~ri:·t~~-· F\i.o;-....;,'L,, ,4,,~,,_,...,g- J'Cl;l"lll.i::tl.1 · ai'i: f • .t-1.:.~·Cc::lt'l\:Q...1.2 , 1 'i.:ll:'a.!.1::.1:.1. r'b~·a..: .u.i-a.ii .1...1a1Zrc:u.1 L,:;,11.u:u.1~ 

_. P:~~b~17t~ 1?~ ~~~~n. .. .. -·· __ . .. . . .. . -· -· .. . .. _ - .. {gj AJ:~l~~ f!,flgg~a,u ~el}&g~lffl~O~ -d.~~~qq p~g~ ~y~t. {U 
dipmclanbtikiikan dari Rekening Kas umum uaerafi ke 
rekening Dana Cadangan . 

. ;(3:} Pemindahbukuan sebagaimana -dimaksttd pada ayat {2t 
~U~~ 4e~an. §Yr~t. p~mt..@ KY~§a BVtl ata_~ 
persetujuan PPKD. 

Pasal 148 

f$1} l?e.~~buk._uf:Ul :dwi re~ni»g ~.mJa ~adaagan. k~ R~ke~g 
Kas ·.tJ.mu,m. Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
di1aktikan dengan surat, perintah pemindahbukuan oleh 
Kuasa BUD atas persetujuan PPKD. 
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{1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA 
sebagaimana dimaksud dafam PasaI 152 ayat (2J ·nuru! a 
d~:,at beN:P~ t~rja~:!~~-= 
a. pelampauan atau tidak tercapainya p.royeksi Pendapatan 

Daerah: 
b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja 

Daer"flli·: dan/ ata:u 
c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaen daerah, 

-{21 Bupati memfofffittla.S.tka.fl pefkemllailgan yang ndak sesttai 
dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (fJ ke 
dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS 
berdasarkan pemlmban: RKPO. 

{3} .Oalam rancangan P-~!¥1:;>~ Jru:A aeb.aga.iman~ d4n~~1*d 
p~a ~Y~t -.tit ·41sernd i,enj~~~~ rp:~ng<ro:ai i,,rbed~an ~sqtll~i 
dengan KUA yang ditetapkari: sebeitttnrtya. 

{4) Da.lam rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud 
pada ayat 1f21 disertai penjelasan: 
a, Pr~gram. ,~ ~e_gj.a~n yoog dwat gi1J~\.lllioo unt1Jk 

.ditampung dalam perubahan APBD dengan 
memifflffimha:tigkM -sisa waktn pelaksanaan A.P-80 tahun: 
anggaran berjalan; 

b, capaian Basaran ~erja PEogram .dafl: Kegiatan yang 
harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi 
!{Cf.A tfdak tereapai; dan 

· c.capaian ... 

Bagian Ketiga 
Perubahan Kebijakan Umum Anggaran 
Pendal}atan dan Belanja Daerah dan 

Pern\lab.~n Pri@rit~§ d.§(n Pl~fen Anggaran $ement-ara 

(1) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana 
dimaksud dafam Fasa:I 151 rnenjadi dasar perubahan AJ>BD. 

~l P~rubahan AJ?.:S:P sebEJgain:i~a djmak$.M.4 p.a.4& ayat t.1-} dapat 
dilakukan apabila terjadi: . 
a. perkembangan yang tidak seeuai dengan asumsi KUA; 
b .. keadaan yang rnenyebabkan harus dilakukan pergeseran 

angga-ra11 antar· organisasi, anrar ,uni-t organ1sast, an:fa.T' 
Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja; 

e.. keattaan yang menyetiaakafi SiLPA fafiun angga.r-an. 
sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran 
berjalan; ·- 

d. keadaatt -dara-rat~· da.n/at® 
,'.), k~l;lQ.~ l~w biasa, 

Bagian Kedua 
Dasar Petunaharl Anggaran Pendapatan 

4M B~lfflli.a. Dae.rah 

·t>asa1152 

{2:> ~pora.n sell~ga.imana d:ima.k.sud pada ayat {ll di~paikan 
kepada DPRD paling Iambat pada akhir buian Juli tahun 
anggaran berkenaan .. 
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Ba:gi'an ... 

Penggunaan SiLPA tahun sehelumnya untuk pendanaan 
13engeliiMaii seoagaimana tiffiia:ksud dal'Bm Pasal t.$4 ayat {2J 
nurur c diformulasikan tetlebin dahufu dalam Perubahan DFA 
SKPD dan/atau RKA SKPD. 

Pasal 156 

Bagian Kelima 
Penggunaan Sisa ·tenih Perhitungan Anggaran 

Tab~· Sebelumnya I.>alam Perw.:bahan AnPran 
Pendapatan dan BeianJa Daerah 

:(1J Pergeseran anggaran antar organtsasi, antar uttit orga.nisasi, 
antar Program, antar Kegiatan, dart antar jenis belanja 
sebagaimana Jiimaks.ud .aalam Pasal 156 dilakukan mela!ui 
perubahan Peraturan Daerah tentangAl'Bl), 

(2} Pergeseran anggaran antar .ol:>ret be1anja dan/atau antar 
· · rincian obyek b~lan:Ja sebagafrnana dimaksud dalam Pasal 

156 dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang 
Penjabar-an APBD, 

{jJ Pergeseran anse;aran antar obyek belanja dalam jenis belanja 
d ... ,. i0 :r'.r " I .. ;r,.;r,....._ © :t:r b t . .,-;_.® ®tM f!:J;l.~l~ .Q. __ _y~!.¥ ~~~OOJa.. ~-~i> Q.:.Y~~ ·--~JU).-Jft: 
aebagaimana dimaksud pada ayat .{2r ditetapkan oleh Bupati. 

(4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan a.yat .{2} d.i(Qll!J.JJ.la$ikan- dalam, P~t:ubahan DFA ,SKJ?D .. 

{51' Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APED 
sebagaimana dimak$1.Jd· pada. ayat '{~1, s¢Iarijutnya dltuangkan 
dalam rancangan Peraturan Da~rab tentang per\lbaJ:1atl 
APBD atau ditampting dalam Iapota.n. realisasi anggaran . 

. (6,) Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD 
· eebagaimana dimaksud pada ayat ,{5) ·ditampung da:lam 

laper-a:rr reaiisa:-si an:ggarm:r apabifre 
a. ti4ak melakukan perubahan AP:B.D_j, ata:\.l- 
b, pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Peraturan 

Daerah tentang perubahan APBn. 
f7} Ketentuan lebih lanjut mengenai tata eara pergeseran 

anggaran dmttir dalam Peratttran &~ti sesu:ai ketenttt® 
peraturan perundang-undangan. . 

Pe.r.ge~~ran ap.ggaro.n, dap.~~ dilakukan antar Qrgani~$, antar 
unit organisast an~ Jrrom:-mtl, ~ntgr K~gt~t<m, dan @~t~T j~ni$1 
antar obyek, antar rincian obyek, danj'atau sub rincian obyek 
pendapatan dart belanja. 

Pasal 154 

Bagian Keempat 
Pergeseran Anggatail 

c, capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang 
hams ditingkatkatt dalam perubahan APBD apabila 
melampaui asumsi KU A. 
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Pasal 159 
(1) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi 

penerimaan dafam APBD mengalami ·kenaikart 1e1lffi dari 50% 
OM p~~1*h pe1:se~,) setlag~ana 4im.a.k$Y4, dalem- Pasal 15."9. 
ayat .('2J dapat dilakukan penambahan Kegiatan barn 
dan/ atau peningkatan capaian Sasaran filnerja Program dart 
Kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan, 

·(21 Datam ·ftat keadaan ·luM n1asa yang menyelJaokan esrtmast 
penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 
a.0% {lima pululi pet$'enJ seo.agatnnma dnnaksud dalatn Pasal 
1:58 aya.t (2) dapat dilakukan penjadwalan ulang dan/atau 
pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan 
lainnya dalarn-t",ahurr anggarm:r b'erkettaan. 

{1)' Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu} kali dalam 
'f .{$ijJ9,J tahun anggaran, k~cuafi dalam keadaan luar biasa 
sebagaimana .dimakaud dalam Pasal lS2 ayat {2): huruf e .. 

(2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 J 
merupakan keadaan yan$. menyebabkan estimasi 
penerimaan dan/ atau pengeluaran dalam APBD mengalami 
kenai.kan atau pemrrunan 1:ebih beear ·rrari· S6o/o {tiima: -puluh 
persen], 

(3) Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar 
biasa sebagaimana dimaksud pada ayat Pl diatur dalam 
Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan 
peruntiang-ttndangan. 

Pasal 158 

1lJ Pem.:en.nt-ab Pa~rab .mell~~W-.llffln pen.g~lu_a.ra.J.l u.ntuk 
mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya 
sebagafmana dimaksud dalam Pasa1 66 ayat ( 1) dalam 
rancangan perubahan APBD. 

t2J Datam hai pen:geltiatan ·unmk mendanai keadaan dMiirat 
sebagaimana dimaksud pada ay.at {.l~ dilakukan setelah 

·peruhahan APBD atau dalam hal Pemerintah Daerah tidak 
melakukan perubahan AFBD maka pengeluaran tersebut 
disampaikan dalam laporan realisasi anggaran, 

Bagian Ketujuh 
Pendanaan K~adawi1uar 13iasa 

Bagian Keenam 
Pendanaan Kea.daan Darurat 

Pasal 157 
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~~tentYM mengenai t§,m ~fil~ p~nYY~lJID!fl RKA S.KPP 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 97 
be:rlakti seeara mutatis mutandis terha:dap penyusunan RKA 
SKPD pada perubahan APBD. 

Pasal 163 

{1} Kepala S.KPD menyusun RKA SKPD berdasarkan perubahan 
KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam 
Fasa1154 ayat l2f . 

. '2) ;&K:4 s.K..P.t>· s~bag$iman.a eimakslil:d pa_4a ayat {l-}. 
disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan 

-- c ~.. . . 0. --tur : D erah te .. +.......... : .. , - ibaha .- A60D.,, r.an._ angan i--e.ra: __ a.n a _r~:1.,,14 . n.~~g peruJJQ..t" .n _.-;-~ ... 

,{11 Perubahan KUA dan perubahan l?PAS yang telah disepakati 
Bupati bersama DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
1~53 ay:at J2l menjadi pedoman perangkat daerah dalam 
menyusun RKA SKPD. 

·(if Pentba1ian KUA dart perubahan WAS sebagaimana 
.dim~ud pade aya.t .fl} .dis.ampaik.an kepada perangkat 
daerah disertai dengan: 
a. pr~.gra.m dart Kegiatan baru; 
b, kriteria DPA SKPD yang dapat diubah; 
e, 'batas waktu penyampaian RKA S'KPD kepada PPKD; 

d~/atau 
d .. dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening 

perubahan APBD, format RKA SKPD, analisis standar 
belanja, standar harga satuan dan perencanaan 
kebttttthan BMO setta dttkttmen 'lain- yang· dfbtitttnkan. 

{$) Penyampaian sebagaimana ~1Jm.a4~µc;l pada ayat (2). 
dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun 
anggaran berkenaan. 

Pasal 161 

.(U R~ca.ng~ pernb~ha.n ~VI\ ga,n raneansan pembahg;11 PPA~ 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2) 
disampaikarr kepada D:PRD· paling Iambat minggu pertama 
bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan. 

l2} Rancangan peruhahan :&:UA-dan raneangan perubahan PPAS 
sebagaimana dimaksud pada ayat (11 dibahas bersama dan 
disepakati menjadi perubahan l{U'A dan perubahan PPAS 
paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahurr 
anggara.n berkenaan, 

BagiaJ) Kedelai,1.aa 
Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah 

Pasal 160 
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d.rekapitulasi. ... 

Pasal l~9 
{1) PPKD menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang 

perubahan APBO dan dokumen pendukung 'berdasarkan 
RKA SJ'-1?.P- -~ p~ruba.llaJa i;>PA S1'P.£.) yang tela.b 
disempurnakan oleh kepala SKPD. 

(2) Rancartgart Peraturan · Daerah ten tang perubahan AP.BO 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). memuat lampiran 
paling sediktt: -terdin ataw. 
a. ringkasan APBU yang diklasifikasi menurat kelempok 

dan Jen-is p.endapatatt, belattja, .dan. Pembiayaa1t; 
b, ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah 

dan organisasi; 
c. rincian APBO menurut Urusan Pemerintahan daerah, 

ergaffisasi, :Pt-egra:m., K~atan, keiem.pok, jeni:s 
pendapatan, b~l@j~, dAA P~mbiay~;: 

:( lJ ~~ S~.PP yang roem».$ .l?r-0g.am d$l- Kegj.at-a.n ba.ru dan 
perubahan DPA .SKPD yang akan dianggarkan dalam 
perubahan APSD yang telah dJ$usun. oleh SKPP 
dtsampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi. 

(2:J VenftlGlsi sebagaimana dimak:sud'. paaa ayat {if dilaktikan 
oleh TAPD untuk menelaah kesesnaian antara RKA SKPD 
da11 perubahan :OPA $,KPD dengan: 
a. perubahan KUA dart perubahan PPAS~ 
b. prakiraan maju yang telah disetujui; 
c.. dokttmen: peren:carrmm Iamnya; 
1- ~~n!:11!:l:n Kineria: ~ -~-~t,-~~>!--,'l!t,.1~~ 

e, inqilq\tQ:r lw.wtj~~ 
f. anruisis startdat oelanja; 
g. standar harga satuan; 
h, pereneanaan kebuttthan BM,D; 
i; Standar Pelayanan Minimal; doo 
j. Program dan Kegiatan antar RKA SKPD dan perubahan 

DPASKPD. 
(3) Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dirnaksud pada 

· ayat 1f ll terdap.at ke.tidaksesuaian, kepa}a S~PD melakukan 
penyempumaan. 

Pasal 165 

(1) DPA SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 161 ayat (2) huruf b berupa peningkatan atau 
pengUtanga.n capa.11in Sa.saran Kinerja Ptowam dan Kegiata.11 
dari yang t€lah ditetapkan semula. 

-.(2). Penin.gkatart .atau p.engurangan eapaian sasa.t.an Kineija 
Program dan Kegiatan sebagairnana dirnaksud pada ayat (11 
diformulasikan dalam perubahan DPA SKPD. 

{3f Perob'ah:an: OPA ·SKPO ttt~at ea:paiart Sa:ggra11 Kitterja, 
kelo~ jeni~ ob_ye.~ oo.~ian obyek pendapatan, behulJa., 
(jgp. ·Peml:>i~y~an b$ sebelum diil.aj{,u~ perubahan 
maupun setelah perubahan, 

Pasal-104 ' •• r .,, • ' 
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Pa.sa.1171. .. 

Bupati wajib menyampaikan rancangan Peraturan Daerah 
tentang perubahan AP:Bi:1 ~kepada DPRO disertai penjefasan dan 
(19kw.m~n pend.\lk1:1ng wntU.,k di'baha$ dalat.n rangka ~mperQl,h 
persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan 
September tahun anggaran berkenaan. · 

Pa.Sa.I 1:68 

Bagian Kesernbilan 
Penetapan Peruoan:an A11:ggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah 

Dg_'fi-~.An.u,g.:n p~,_..af:_1:'l.1'."et-'O. T) .... ,~:i:- .... '.h- °4:-611'1-i:ong :t"t9'.l'.'1-.'l.'J.:-"'.~-.,...._~ Af"QB:r:) yt:1na J~~~~~~~f ~ 'Y.tf:~ .. ~.~~·~}1,-~ ~~;,.:~ I;,~~~. J,.'l<~~l:/~~~ ~\ __ 'l;,,if ~~ 

telah disusun oleh PPKD. disampaikan kepada Bupati, 

Pasal 167 

d, tekapitW8:si Be.Ian-~ .Da~rab d.a.n keses\\aian me:R:u.ntt 
Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, -dan 
Kegiatan; 

e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan 
keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi 
daiam kerangka pengelolaan keuangan negara; 

f. daftar' jumtan pegawai per golortgan dan per jabatan; 
g. daftar Piutang Daerah; 
n.. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah 

~a; 
t. daftar perkiraan p,~n.fmfbMoo 4@ pengurangan aset 

tetap daerah; 
j"' dafta.r p.e.rl5iFBft19- pe}Ja:1;rJb~ ~ p~ngu.rang@ a.t1et 

lain-lain; 
k.. d~ l{egiaum_ tal.l\.l.n a11ggaran §~P~lymnya. yang b~li.im 

A-ti'.'.6.1~ari.-t.1 .. .-.- ...la..... A'*;a.,ia"ltydn._.1 .. all"' 1~e··ii'M.t...~11• dalam . "'°""'1,,,.U- n ~~~gcu;..tU;U,l ~-U:.ctt.l U~.L~C:U. A - ' A · J:t£Ui:U . ~a , · U:U.I , ~ . 

anggaran berkenaan; 
L daftar Dana Cadangan daerah; .dan 
m. daftar Pinjaman Daerah. 

1$:f tJoku-meri pendukung, sebagaimana dima:ksud pada ayat ff): 
terdiri atas nota keuangan dan rancangan F£>ra:t.1J:;rWI Bupati 
tentang penjabaran perubahan APBD • 

. (,4) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan 
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3} memuat 
ta:mpit-an pffllhg sedikrt tetdin atas: 
a. ringka$a.n p.~n,j~bMmi p€rn,b~ A,?>$!) yang dils:~$m:ka$1 

menurut jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, 
belanja, dan Pembiayaan; 

b. penjabaran perubahan APBD menurut Urusan 
·Pemerifl-tailan da~rah, o~isa-si, Pregtmn, Kegiata:n, 
jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan 
Pembiayaan; 

e. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran 
hibah: dan ' . d. daftar nama penerima, aJamat penerima, dan besaran 
bantuan eosial. 
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(3) Evaluasi. .. 

flJ R,~~B~ P~;rF!t.ur.@ ~~e;rM ~nt~~P.lS perubahan APBD yang. 
telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Bupati 
tentang 9ertjabarart perubahan APBD disarnpaikan kepada 
Gubemur paling lam.bat 3 (tiga} hari sejak tanggal 
persetuJuan Raneangan PeFatur.an D'a'.eratr t-entan:g 
perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh 
Bupati. · 

(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan 
Rancangan Peraturan B'upati tentang penjabaran perubahan 
APS;[) sehagaima.na &.i~ak,s~ p&la a.yat {1¥ <lisertai dengan 
perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS, 
yang disepakati antara Bupatf dart DPRO. - 

Bagian Kesebelas 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
dan Rancangan Peraturan Bupati terrtarrg 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Sela.nja Daerah 

Pasal 171 

(1) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Peraturan 
Daerah tentang perubahan APBD dila:kukan oleh DPRD 
bersama Bupati paling lambat 3 [tiga] bulan sebelum tahun 
anggaran berkenaan berakhir. 

42J Daiam hal DPlID satnpai batas waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama 
dengan Bi.t;pati terh.adap ~gan· Pcrat~an Daerah 
tentang perubahan APBD,. Bupati melaksanakan 
pe,ngelu.Ma.n. yang te'lah dianggar~ - dajam., AP:a':D tahun 
anggaren berkenaan, 

(3J Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan 
APB.D dilakukan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah 
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 
sebefumnya. ·· - "· ,.- 

Pasal 170 

Sagi-an Kesepuluh 
Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Ferubahan Anggaran ·Pendapatan dan Belan:jta Daerah 

{fj Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
perubahan APB:D dilaksanakan oleh Bupati dan OPRO 
selelaf.i Bupan menyampaikaii ·ranc·angan Peraturart rrae~afi 
tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dckumen 
pendukting sesuai de11gai1 ketet1tuart :t1eratutan perutidang­ 
undangan. 

(2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
tyerubabsn: APBD bertJedoman pada Jjerttbah:an RKPO, 
pernbalmn ~/\" clan pe~ -l?PJ\S .. 
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BAB VII ... 

Pasal f74 

(1) Apabila hasil evaluasi Gubemur menyatakan rancangan 
Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan 
Perka.~@ t~ ~ja~~ perubah~ APJiD· t.W~ ~uai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
lebih · tinggi, kepentingan umnm, perubahan Ri{f1), 
perubahan KUA, perubahan PPAS, dan RPJMO, bupati/wali 
kom bersama: DPRD melakui<an: penyempurnaan palmg tama 
'l .{tl:l.juh)- hari sejak basil esaluasi diterima. 

(2) Pefl.yempumaafi hasil e.valuasi sebagmmatta diffl..a.k$ud pada 
aya:t { 1} dilakukan Bupa.ti melalui Tim Angga:ran Pemerintah 
Daerah bersama dengan DPRD melalui badan anggaran. 

:(3t Hasil pe:rtY'.empt:trttaan seb'a:gaimana dimakgttd p-a:da ayat (tt 
ditetapkan dengan lrep.1;1.tu$an. piinp,inan DJ?RD .. 

!4} Keputusan pimpinan OPRD. sebagaimana q.i~~~\.\9- pada 
ayat {3f dijadikan dasar penetapen Petaturan Daerah tentang 
perubahan APBD. 

{5l Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada 
mrat (~.) dilapgrkan pad~ §i<l.~g. P~riPY.rna betik\imya~ 

(6) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada 
· · ayat {3} disampAikan kepada Gubemur paling lambat 3 ftiga} 

hari setelah keputusan tersebut diteta.pkan. 

:.t3) .EV,~ua§i s.ebaga.i.man.a ~Jma.ksud pada ayat {~t dilaku.kau 
untuk menguji kesesuaian rancangan Peraturan Daerah 
tentang perubahan APED clan Rancangan Peraturan Bupati 
tentang penjabaran perubahan APB:0 dengan: 
a. ketentuan peraturan perurtda:rtg-urtdangart yang lebili 

tinggi; 
b. kepentingan umum; 
e, perubahan RKPD; perubahan KUA; dan perubahan PPAS~ 

dan 
d .. R'.PJMD,. 

(~} Bupati menetapkan rancangan tersehut menjadi Peraturan 
Da~rah <1@ Peraturan Bupati sesuai dengan ~€;t.et.ltu.~ 
peraturan perundeng-undangan, apabila Keptitusan 
Oubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang perubahan APBD dasr Rancangan Peraturan 
~lJP3ti t~p.t.aP.g peni~~aran P.~rob@.!W: J\P~LJ ie~Yai den.g_~ 
ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan 
UmUm.1 RKPD, KUA, PPAS, dan RPJ-MD. . 

(5) Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling 
lama '7 .{:tuj:uht hari seiak llasil ,evalu-asi diterima; apabila 
Keputusan Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan 
Peraturan Oaerah tentang 'perubahan APBD dan Rancangan 
Peratnran Bupati tentang .. penjabaran pernbahan APBD 
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan, k-eJ?entillgan ~m,, .R-&PD.; K.TJA:,c PFA$; ~an 
RPJMO. 
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Pasal 176 ... 

(1) SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf 
b, memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam 
m~l~k~ id~.ntifiliam tra.n§ak§i~ :Pe.n~-Eltamn paaa jyro~ 
posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo., dan 
penyajisn Iaporan keuangan, 

(2) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada 
· · ayat ·lH paling $edikit .m,elipu:ti: 

a. laporan realisasi anggaran; 
'JJ:; Iaporan perubahan saldo anggaran Iebih; 
.o, neraoa; 
d, laporan operasional; 
e, lapotan .~ ka$; 
f. laporan perubahan ekuitas; dan 
g. ca~ta,:n ams li%pQran keuangan, 

.{J:) SAPD sebagaanana d~ud pada ayat {1)- meliputi sistem 
akuntansi SKPKD dart sistem akuntansi SKPD. 

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud da1am Pasal 1"73 ayat f1J .huruf a, meliputi 
k~l;)ij~® ~~tall~- :Pel®oran ~-eu.aJ.Jgw.J. d@ kebijakan 
akuntansi akun, 

{2) Kebfjakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( i) memuat penjelasan atas unsur­ 
unsur Iaporan keuangan yang berfungsi sebagai panduat1 
dalam penyajian pelaporan keuangan . 

.(3) Kebijaka.n akuntansi akun sebagairnana dimaksud pada .ayat 
(·l} mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, 
dan/ atau pengungkapan transaksi . atau peristiwa sesuai 
dengan SAP. 

Pasal 174 

Pasal 173 

(1) Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan: 
a. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; 
b .. SAPD; dan 
'e, ·BAS ttfttitk Daetan:, 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas 
pelaporan, 

Bagi.an Kesatu 
Akuntansi Pemerintah Daerah 

-BAB VII 
AKUNTANSI DAN -PELl\PORAN KEUANGAN 

PEMERiNTAH DAERAH 

-73- 



(3)La.por.an .. - .. -..- 

Pasal 178 

11) 1§-P.Proo Keya11g_an P~m~rtnm.b I'Elers\b §eoa.g_aJmm1a 
· dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1). disusun dan disajikan 

oleh ~pala SKPKD selaku PPKD 'sebagai entitas pelaporan 
untuk disampaikan kepada Bupati dalam rangka memenuhi 
pertanggangjawaban pelaksanaan APSD~ 

{2:) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana 
· dlmaksud pada ayat '(1J paling sedikit mellputi: 

a. laporan realisasi anggaran; . 
b. laporan perubahan saldo anggaran 1ebih;· 
e. Jl¢taG.a; 
d. laporan operasional; 
e. l~pQrM a.~s kas; 
,t l.aporan pe:rub.a.han ekuita.$; dan 
g. catatan atas laporan keuangan. 

·(ll Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses 
penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah 
Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas 
'Iaporan 'keuangan SKPn selaku entitas akuntansi. 

{2} l.,ap91a,n lreuangan $K.P.D sebagajmana -dimaksu(! paaa. ayat 
:( 1} -disusl::ln dan .disajikan oleh kepala SKPD selaku PA 
sebagai entftas akuntansi paling sedfkit mefiputi: 
a. laporan realisasi anggaran; · 
b., neraea; 
-c. Iaporan .operaeional; 
d,. Iai,or:~ perubahan ekuitas; dan 
e. eatatan atas laporan keuangan, 

(3) Laporan keuangan SKPD sebagaim.ana dimaksud pada ayat 
<tJ disampaikan kepada Bupati melalui PPKD palirtg lambat 
i (d-u.a.) hulan ae~lu W.1u..n. anggaran berakh:ir dilampiri 
dengan Surat Pernyataan TMggy:ng Jawab M\.\tj.~ oleh 
Pengguna Afiggatan. 

Bagiart Kedua 
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Pasal 177 

(ij BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 
ayat ( 1) huruf c merupakan pedoman bagi Pemerintah 
Daerah dalam melakukart kedefikasi akun yang 
menggambarkan struktur A.PBD dan laporan keuangan 
secara lengkap, 

(2f BAS untuk Daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1} 
bertujuan untuk mewujudkan statistik keuangan dan 
laporan keuangan secara nasional yang seleras dart 
terkonsolidasi antara P.em.erintah Pusat dengan Pemerintah 
Dq(}t?h,, yang tti~lip:µti p~g~ggaran, ~ltl~~~Rtil~ anggaran 
dart laporart keuangan, 

(3) BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diselaraskan dengan bagan akun etandar Pemerintah Pusat, 
yang 4ite~p~n d~ngan P@riJ,wan Pem~rint.M"" 

J? al .17~ a-s ... --- ... 
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BAB IX~ .. 

Pa.sa.1181 
'{1} Dalam rangka memenub.i kewajiban penyampaian informasi 

keuangan daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan 
keuangan SKPD bulanan dan semesteran Ut1:tuk 
disampaikan kepada Bupati melalui PP'KO sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2} Dal-am rangka memertuhi k€W'a:jiban pertyampa:ian mformasi 
}{~u.angan d.a.,;r.~h, PPlW men,u.sun. dan me°'y,ajikan Iaporan 
keuangan bulanan dan semesteran untuk diijatnpm~~ 
kepada Menteri Da.lam Negeri dart menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan . 

. (.a) haporan Keuangan SIWP Bulanan seba~imaJla Qim~sud 
pada ayat [I] yang memuat paling sedikit Laporan Realisasi 
Anggaran. 

(4) Laporan Keuangan SKPD Semesteran sebagaimana 
dim;aksu.d pada ayat ,{ -ll yang memuat paling sedikit Laporan 
Realisasi An~aran1 Neraca, Laporan Operasional, clan 
Laporan Perubahan Ekuitas. 

Pasal 180 
Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian 
tethadap Iaporan hasil pemeriksaan Badan Pemerlksa Keuangan 
atae ~pu;r~n keuangan Fe~~nnt-ab Oaeiab. sebag_ai,mana 
dimaksud dalam Pasal 179 ayat (3). 

Pasa1179 
.( 1.)· Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) dilakukan reviu oleh 
.aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan 
ketentuan ;peraturan perundang-undangan sebelum 
4faam.paikan Kepad~ Badan Pemeriksa Keuangan untuk 
dilakukan pemeriksaan. 

(2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ,(l} disampaikan kepada Badan 
Pemeriksa Keuangan ~paling lambat 3 (tiga) bulan setelah 
tahun anggaran berakfi:fr. · · 

{3)- Pemeriksaan Iaporan keuangan oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan sebagaimana dimaksud pada aya.t (2) diselesaikan 
selambat-lambatnya 2 (dua] bulan setelah menerima laporan 
keuangan dari Pemerintah Daerah. 

{4i· 'JJalam hai Badarr Perrreriksa Ketrangan betum 
menyampaikan laporan h~~il pemeriksaan p~ing lambat 2 
(dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari 
Pemerintah Daerab. rancangan Peraturan Daerah 
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan 
kepada D:PR".D. 

:{~}. L,aporan keuangan l?emetint.ah Pae:rab aebagaimana 
-dimaksud pada ayat (1) d-isampaikan kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah paling Iambat 3 (tiga) bulan setelah tahun 
anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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(3)Dalam ... 

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan 
Rancangan Fe:raturan Supati t.entang penja:baran 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan 
kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak 
tanggal persetujuan rancangan peraturan daerah kabupaten 
tentan~ pertanggun~awaban :pelaksanaan APBD untuk 
dievaluasi &ebelum diteta.pkan Ql~h Bupa.tii. 

~2J Dal.am hal Oubemur menyatakan hasil evaluasi rancangan 
Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBO dan Rancangan Peraturan Bo:pati ten:ta.ttg pen.jab·aran 
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai 
dengan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daer-ah 
tentang perubahan A~D, Peraturan ,1Jpati tentm1g 
penjabaran APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran 
perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan 
lap:oran aasil pemeriksaan Bad® Petneriksa K.euangan, 
Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi 
Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati menjadi 
Peraturan Bupati, 

Pa:sal 183 

(1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD 
dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh 
aa4an "f>~m~d.k~a l{euangan serta ffi.i:.rti~~r laporan kmerja 
dan laporan kenangan BUMD paling lamb.at 6 {enam) bnlarr 
setelah tahun anggaran berakhir. 

{2J Rancangan Peratnrarr Daerah tentang pertanggurrgjawaban 
pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat {l} 
dibahas Bupati bersama DPRD untuk mendapat persetujuar; 
bersama, 

(3) Persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling 
lambat 1 ,t1;tjnh) bnlaG set.elah tahtan aiiggaran beraklm'. 

(:4j Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan 
Bupati tentang penjabaran pertanggungiawaban 
pelaksanaan APBD. 

Pasal 1.:82 

~AB.JX 
PENYUSUNAN RANCANGAN 1ERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANMN ANO-GARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA OAERAH 
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(1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola 
pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib 
mengusahakan agar setiap Piutang Daerah diselesaikan 
$eluruhnya dengan tepat waktu. 

{2J Pemersrtah Daerah mempunyai hak mendahului atas 
· piutang jenis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan 

peto:-ndang-1111dan--gan. 

Pasal 185 

Bagi.an Kesatu 
Pengelolaan Piutang Daerah 

BAB·x 
KEKAYAAN DAER.AH DAN UTAN.0 DAER.AH 

(1) Dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya Rancangan 
-Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 
'-'PBP Q$ .la\kpati, ~pa.bila. P.J?~l) tid~ ~bil k~p\ltU:Sa» 
bersama dengan Bupati terhadap Rancangan Perturan 
Daerah tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APB'.D, 
Bupati menyusun dart menetapkan Peraturan Bupati tentang 
pertanggungjawa:ban pelaksanaan APBD~ 

{2} Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada 
ayat .-( 1) ditempkar1 setelah me!11peroleh pengesahaa dari 
Gubernur. 

(3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada 
·ayat '(2}, Rancangan Peraturan Bupati tenterrg 

_pertanggungjawaban pe.~ AJ?SJ;;) beierta 
J.ampir~y~ disampaikan paling lamhat 7 .(tlJJ\lh) hari 
tethifung sejalt DPRD tidak mertgambil keputusan bersama 
dengan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah 
tentang pertanggungjawabarr pelaksanaan APBD . 

. {4J. Ap~J}il.§. '1&~m JJ~~, w~\ll l~ 1lim~ bela1J .hwi, G1ab.emur 
tidak mengesahkan Rancangan Peraturan Bupati 

.. b· ... ·.ft'.:,......,,. . . A•·. - ·..-.cl,;.· . ·d· -· . d. . ... t (3) 'a-, . 'htti• -- ... 4-..,...-. -,1,,.. .... se agau.uana u-ImaASUi · pa· a aya · · , oUpa. · meneu::qJ~an 
rancangan Peraturan Bupati tersebut menjadi Peraturan 
D. - ·.+-: ,.EJUpau:. 

:{iJ ~ W 0-llQ~ .m,.en:yatakall ha.sil ev:alua~i ranc&;igan 
Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjaharan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan 
dengan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah 
tentang perubahan APBD, Peraturan Bupati tentang 
p.enjaaar-an APBD, Peratusan Bupati ten.tang penjabat'aft 
perubahan APBtJ, dan/atau tidak menindaklanjuti temuan 
laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, 
Bupati bersama DPRn melakukan penyempurnaan paling 
lama. 7 {t:Qju.b} hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima, 

Pasal 184 
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BAB·xr ... 

Bagian Keemr,at 
Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah 

Pasal 190 

{1) Bupati dapat melakukan pengelolaan Utang sesuai dengan 
, ketentuan peraturan perundang-undangan. ., < 

.(2J Bupati dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan . 

. ($}- Biaya yang .timllul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman 
Daerah dibebankan pada an~iaran Belanja Daerah. 

Pengelolaan BMO meliputi rangkaian Kegiatan pengelolaan BMD 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

Pasal 18Sl 

Bagian Ketiga 
1'enge1o1aan Barang -Mnik Daerah 

P.eme.rinta.h Pa.erab dapat melaku.kan inv~$tasi dalam rangka, 
m~m~rQleh manfaat - ekonomi, soeial, 4an/ atau manfaat 
lainnya, 

Pasal 188 

Bagian Kedua 
Pengelolaan Investasi Daer-ah 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Piutang Daerah 
yang mengakibatkan masalah perdata sebagaimana dimaksud 
d~ Pasal l-8.~ ay~t- {41 da.n- I)f3n~apu.san .Piutang Da-erah 
sebagaimana .dimaksud dalam Pasal l-86., .diat.:u-r dalam 
Peraturan Daerah sesusai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 187 

Piutang Daerah dapat, dihapuskan secara mutlak atau bersyarat 
dari pembukuan $e$1J~ den.g~:Q ketentgau peraturar; perundang­ 
undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang 
negara dart Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara 
penyelesaiarmya dilakukan -seseai dengan ketentuan peraturan 
pemnd.an.g-ij.:o.dang§Jl~ 

Pasal 186 

;{a} PJ.uta;g-g Daerah yang tirel.ak ®Pat ~le~a.Jkasn. s~~ya 
dan tepat waktu, -diselesaikan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

( 4) Penyelesaian Pict tang Daerah yang mengakibatkan masalah 
perdata dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali 
mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

-78- 



(4)Pengelolaan ... 

fl} BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara 
lebih efektif, ·efisten, ·eko-n:omis, transpararr darr bertarrggnng 
jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan 
manfaat seialan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk 
membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang 
pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang 
didelegasikan alen Bfit,a~. 

{2) Pengelolaan kas BLUD dilaksanakan berdasarkan praktek 
bisnis yang sehat. 

(3) Pengelolaan keuangan BLUD berupa Piutang BLUD yang 
dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, 
traasparaa, 4an aertanggang Jawah serta da~at m:embet:ikan 
nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang ... undangan, 

Pasal 192 

lil Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 
Bupati menetapkar; kebijakan. fleksibilitas BLUD dalarn 
Peraturan Bupati yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola 
BLUD. - - ·- 

·{2J Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 
;(l) bertanggung J.awab atas pelaksanaan kebijakan 
-fieks.ibilitas. ~L-OD dalam pemberian Kegiatan pelayanan 
umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang 
dihasilkan, 

-(3t B·l:.;UD merryusurr reneana -strategis hisnis liina tahunan 
dengan mengacu kepada, Rencana. Pembangunan Jangka. 
Menengah Daerah. 

{4) BLUD menyusun Rencana Bisnis Anggaran tahunan dengan 
mengacu kepada rencana strategis bisnis sebagaimana 
dimaksud pada aya-t,{2}. 

(5) BLUD mengajukan Rencana Bisnis Anggaran kepada kepala 
SKPD untuk memperoleh persetujuan sebagai 'bagian dari 
rencana kerja dan anggaran SKPD. 

(6) Rencana Bisnis Anggaran BLUD yang telah disetujui, 
digUnakan sebagai acuan .dalam menyusun dokumen 
pelaksanaan anggaran BLUD untuk diajukan kepada PPKD 
S~S\J.W d~;n.gan k~w~n~gannya~ - .. 

{7) Pendapatan BLUD bersumber dari jasa layanan, hibah, 
hasil kerja sama dengan pihak lain, APBD dan lain-lain 
pendapatan EL.UD yang sah, 

(8) Belanja BLUD terdiri atas belanja operasi, dan belanja 
modal 

Pasa.1191 

D~t;l Y.J: ~~~:~ 

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
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BAB XU .. ~ 

Pasal 196 
Sistem informasi manajemen keuangan yang berupa akuntansi, 
pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan · sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 193 ayat {1)", ketentuan berkaitan dengan 
kinerja operasional BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
193 ayat :(2J,_ surplus anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 193 ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 195 
Pengelolaan 'kas sebagaimana dlmaksud daiam Pasal 192 ayat 
fll~. piutang ijLUD sebagaimana dimaksud d~ Pa~ru: 19·2 ayat 
(3), investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
192 ayat (5), pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 192 ayat (6) dilaksanakan · sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 194 
Penyusunan dokumen sebagatmana dirnakAtid. dalam Pasal 191 
ayat .(6)., Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
191 ayat (7), belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
191 ~ylrt tS}, dilaksanakan ·sesuai dengan peraturan penrrrdang- 
undangan, · · - 

Pasal 193 
,(1} BLUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan 

yang berupa akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban 
keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktek 'bisnis yang 
sehat, · · 

(2) Pimpinan BLUD bertanggungj awab terhadap kinerja 
operasional BLUD sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan 
dalam Rencana Bisnis Anggaran. rm Surn1M~ anggar.an 'l~tY!Y g~pat ~~Jlak@ q~am, t~\.ln 
anggaran berikutnya kecuali atas perintah bupati, sesuai 
dengan kewenangannya, disetorkan sebagian atau 
.selu.rubnya ke Kas lJmum Daerah dengan 
mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD. 

{4J ~L-TJ.D dapa.t m..el~ -kive.stasi s.epaajan.g memberi 
manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan 
pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu 
likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan 
rencana pengeluaran. 

{5) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat L4). berupa 
investasi jangka pendek. 

(6) Pengadaan barang/jasa oleh BLUD dilakukan berdasarkan 
prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai ketentuan peraturan 
perundag-undangan . 

.(7J Pengelolaan keuangan BLUD dalam Pengadaan barang/jasa 
oleh ~J.,UP dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan 
ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat. 

(8) Setiap kerugian daerah pada BLUD yang disebabkan oleh 
tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang 
Cili$el~~a.ikrm sesua; d,engar.t k~t~nmm.1 peraturaa perundai1g- 
undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah. - 
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BAB XIV~·· 

BABXIIl 
INFORMASI KEUANGAN DAERAH 

Pasal 199 

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan 
daerah dan diumumkan kepada masyarakat. - 

(2) Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada 
aya.t (1) paling sedikit memuat informasi penganggaran, 
pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan. 

(3) Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat '(-1 )' digunakan ·untult:' 
a. membantu Bupati dalam menyusun anggaran daerah 

dart laporan Pengelolaan Keuangan Daerah; 
b, membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan 

Keuangan Daerah; 
c, membentu Bnpati dalam metakctkan evahrasi Kinerja 

Keuangan Daerah; 
d, menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah; 
e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat; 
f, mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan 

da.erah; dan 
g. melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah. 

(4) Infonn.asi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) harus mudah diakses oleh masyarakat dan wajib 
disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri yang 
menyelenggerakan uruean pemeriatahan di .aidang 
keuangan. 

(5) Pemerintah Daerah yang tidak mengumumkan infcrmasi 
keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-unc-.l@ga.n.. 

Pasal 198 

{1) Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau 
pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar .hukum 
atau melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak 
langsung merugikan Daerah wajib mengganti kerugian 
dimaksud. 

(2) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 berlaku secara 
mutatis mutandis terhadap penggantian kerugian, 

{3) Tata eara penggantian kerugian daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB XII 
PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH 

Pasal 197 

Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh 
tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib 
segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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b.memastikan ... 

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan DBH, 
DAU, dan DAK dalam APBD dilakukan dengan cara 
eupervisi, pemantauan, dan pengevaluasian. 

{2) Supervisi, pemantauan dan pengevaluasian penggunaan 
DBH, DAU, dan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertujuan untuk: 
a, memaetikan bahwa DBH sudah dimanfaatkan secara 

Qptimal.. iu1tYt m~m@ia.Yai IJrn~mi P,m<nintaban yang 
menjadi kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas 
daerah termasuk Urusan Pemerintahan tertentu yang 
diatur dalam peraturan perundang- undangan; 

Pasal 204 

(1) Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang 
ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Bupati 
wajib menyelenggarakan sistem pengendalian internal atas 
pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah. 

(2} Penyelenggaraan sistem pengendalian internal 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 203 

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 200 dan Pasal 201 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 202 

( 1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 
dilakukart dalam bentuk fasilitasi, konsultansi, pendidikan 
dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 
dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, 
bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

Pasal 201 

Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah 
dilaksanakan oleh Bupati, 

Pasal 200 

Um.um 

BAB XIV 
PEMSINAAN DAN PENGAWASAN 
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Pasal 207 ... 

Pengelolaan Pinjaman Daerah harus memenuhi prinsip: 
a. taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; 
b. transparan; 
c. akuntabel; 
d, efisien dan efektif; dan 
e, kehati-hatian. 

Pasal 206 

Bagian Kesatu 
Pengelolaan Pinjaman Daerah 

:BAB XV 
PINJAMAN DAERAH 

{l) Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan 
berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. 

(2) Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara 
bertahap disesuaikan dengan kondisi clan/ atau kapasitas 
Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) tahun setelah 
ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

(3) Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan 
berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah 
secara terlntegrasi paling sedikit meliputi: 
a. penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja 

Pemerintah Daerah; 
b. penyusunan rencana kerja SKPD; 
c, penyusunan anggaran; 
d. pengelolaan Pendapatan Daerah; 
e. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah; 
f. akuntansi dan pelaporan; dan 
g. pengadaan barang dan jasa. 

{4) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerapan 
sistem. pernerintahan berbasis elekttonik di bida.ng 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 205 

b, memastikan bahwa DAU sudah dimanfaatkan secara 
optimal untuk membiayai Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah terutama untuk penyediaan 
pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan;dan 

c. memastikan bahwa DAK sudah dimanfaatkan secara 
optimal untuk membiayai Urusan Pemerintahan pada 
Kegiatan khusus yang rnenjadi kewenangan daerah dan 
sesuai dengan prioritas nasional pada tahun anggaran 
berkenaan. 
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(3)Penerimaan ... 

(1) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah 
pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran 
berkenaan sesuai dengan yang ditetapkarr dalam perjanjian 
pinjaman bersangkutan. 

(2} Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk 
menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk 
penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan 
diterima pada tahun anggaran berkenaan. 

Pasal 209 

Bagi.an Ketiga 
Penerimaan Pinjaman Daerah 

{lJ Dalanr melakukarr PinJaman Daerah, daerah hartrs 
memenuhi persyaratan: 
a. jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman 

yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima 
persen) dan jJJ..ID.~.:b, penerimaan, um:y,n:i Anggara.n. 
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya; 

b, tidak mempunya! tunggakan atas pengembalian pinjaman 
yang berasal dari Pemerintah Pusat. 

(2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat(l), Pinjaman Daerah harus memenuhi persyaratan: 
a. kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Daerah harus sesuai 

dengan dokumen perencanaan daerah; dan 
b. persyaratan lain yang ditetapkan pemberi pinjaman 

sesuai .dengan peraturan perersdang-undengan. 

Pasal 208 

Bagian Kedua 
Persyaratan Pinjaman Daerah 

(1) Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada 
pihak luar negeri. 

(2) Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman 
pihak lain. 

(3) Pendapatan d.an./ata.u barang milik daerah tictak dapat 
dijadikan jaminan Pinjaman Daerah. 

(4) Kegiatan yang dibiayai dari penerbitan Obligasi Daerah 
beserta barang milik .daerah yang· melekat dalam kegiatan 
tersebut dapat dijadikan jaminan penerbitan Obligasi 
Daerah. 

Pasal 207 
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(2)Ketentuan ... 

,(1) Nilai rasto kemampnan keuangan daerah untuk 
mengembalikan Pinjaman Daerah ditetapkan paling sedikit 
2,-5 .( dua koma lim.a). 

Pasal 212 

Bagian Kelima 
Pengembalian Pinjaman Daerah 

(1) Pemberian Pinjaman Daerah dapat dilakukan apabila APBD 
diperkirakan surplus. 

(2) Pengalokasian anggaran untuk Pemberian Pinjaman Daerah 
dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah 
yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD 
dengan mengacu pada perjanjian pemberian 
pinjaman/pemberian utang. 

(3) Tata cara Pemberian Pinjaman Daerah diatur dalam 
Peraturan Bupati, 

Pasal 211 

Pasal 210 
(1) Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk 

menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan 
kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, 
BUMD, badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau 
masyarakat. 

(2) Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat 
persetujuan DPRD. 

(3) Persetujuan DPRD menjadi bagian yang disepakati dalam 
KUA dan FPAS. 

Bagian Keempat 
Pemberian Pinjaman Daerah 

(3) Penerimaan pinjaman daerah bersumber dari: 
a. pemerintah pusat; 
b, pemerintah daerah lain; 
c, lembaga keuangan bank; 

r ' d. lembaga keuangan bukan bank; dan/ atau 
e. masyarakat. 

{4) Biaya yang timbul akibat Pinjaman Daerah dibebankan pada 
anggaran Belanja Daerah. 
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Pasal 215 ... 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan 
Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 4 Seri A), dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 214 

BAB XVI 
KETENTUANPENUTUP 

(1) Pelaksanaan dan penatausahaan atas Pinjaman Daerah dari 
pemerintah pusat dilaksanakan melalui: 
a. pembayaran langsung; 
b. rekening khusus; 
c. pemindahbukuan ke RKUD; 
d, letter of credit, dan 
e. pembiayaan pendahuluan. 

{2} Pembukuan penerimaan kas atas Pinjaman Daerah 
menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran 
Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD pada sisi 
penerlmaan. 

(3) Tata cara pelaksanaan Pinjaman Daerah diatur dalam 
Peraturan Bupati dengan mengacu pada ketentuan 
peraturan perundangundangan. 

(4) Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan dan 
Pengeluaran Pembiayaan Daerah ditetapkan dalam 
Peraturan Bupati. 

(5) Penatausahaan Penerimaan Pembiayaan memuat informasi, 
aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang 
dilakukan secara elektronik. 

Pasal 213 

Bagian Keenam 
Pelaksanaan dan penatausahaan atas Pinjaman Daerah 

(2') Ketentuan mengenai perubahan nilai rasio kemampuan 
'keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 
(3) Perubahan nilai rasio kemampuan keuangan sebagaimana 

~ '' dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 
mempertimbangkan perkembangan perekonomian nasional 
dan kondisi keuangan daerah. 
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NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO 
NOMOR 62-2/2023 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2023 NOMOR \ 

GSOEKWANTO 

Diundangkan di Bondowoso 
pada tanggal 9 Jum ~o.:t2> 

owoso, 

Ditetapkan di Bondowoso 
pada tanggal 9 Jun, J.O;t 3 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso. 

Pasal 215 
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I,i.~ P~AL OEMJ J'A$AL 
Pasal 1 

Cukupjelas;. 
Pasal 2 

Cukup jelas, 
Pasal.3 · · 

Ayatt1) 
Yang dimfJ.k~ud dengan "tertib" adalah Keuangan Daerah 
dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung 
dengan bukti administrasi yang dapat 
~iperta.n~n:gj.awah:kan. ., 
Yang dimaksud dengan "efisien" adalah pencapaian 
Ketuaran yan,g m~im:u~ dengan masukan tertentu atau 
penggunaan masukan terendah untuk mencapai Keluaran 
tertentu, 
Yang .dimaksud ae:ngaa "eksnomis" adalah per.olehml 
masukan dengan lrualitas dan kuantitas tertentu pada 
tfngkat harga yang terendah. 
Yang dimaksud dengan "efektif adalah pencapaian Basil 
Program dengan Sasaran yang telah ditetapkan, yaitu 
dengan ~~a-m~m~mgk(3;ll t(d-u-~<¥1 dengan ·~sil 

Yang ... 

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintahan 
Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undaag-Undang Nomor .23 Tahun 
2Q"14 tentang ~menntahan Oaerah tel® memberikan dampak yang 
cukup besar atas penataan regulasi tentang Pemerintaban Daerah, 
termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuarrgan Daerah. Selain 
mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan 
Daerah juga meagaeu p.ada ketentuan peratuean peruadang~undan.gAA 
lainnya, yaitu Undang""Undang NGllll>F 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara, Undattg·Undang Nomor 1 'fahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang 
Mo.mor j5 Tahtt-n 2;0(l4 tentang ·Sistem Perencanaart··~:;_Pembangunan 
.N.asw• da.u ~eratumn P.emedntab l'lo.mDJ" 12 Tahu» ,2,0J9; 

Oleh karena itu, Peraturan Daerah mi disusun untuk 
menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah 
.diawr .sebelumnya, berdasarkan identi.flkasi masalah dalam Pengelolaan 
Ke~ Dae.rah yang teoa~ 4akuu pe~~nya ~a inJt 
.Fenyempumaan pengaturan tersebut juga d.ilakukaP. untuk meniaga 3 
,(tiga) pila-r tata Pengelolaan Keuangan ~rah yang saik, yaitu 
transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. 

1. U"MUM 

PENGf:LOLAAN KEUiWGAN DAERAH 

TENTANG 

PENJELASAN 
ATAS 

:PFJAAT-URAN l:JAERAl-t KJ\SUPATEN BON00Wt)S0 
NOMOR I 'fAHUN -20'23. 



Pasal 5 
Cukup jelas. 

Fasal6- 
, . . eukup jefas, 

Ayat:f2} 
Cu:ktip jelas, 

Ayat (3) 
-Cukup·.;1elas. 

Pasal 4 
.Ay~t.{l} 

Cukup je'la$. 
Ayat (2) , 

.Cukup jelas. 
J.\y.~t:(aJ . 

<"'1.11~.:w.n 1pl_n_Q -~*~!!*~ ~~~, 

Ayat{4} 
Hurufa 

Yang .Q;im~$Ud -~ngan "k<ilo.rdinat.Qt' .adalab te.rkait dengan 
~ra.ll -4~ fn~g$i ~e~$ -da«oo m.~mb.~tu Supa.ti 
dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan 
penyelenggaraaa tJTU$.all c. ,. 

Pemerintahan daerah termasuk Pengelolaan Keuangan 
Daerah. 

ff~~.l;J 
Cukup jelas. 

flµrnf~ 
Cukup jelas. 

Ayat,(5} 
C~ ·jel'' -, ' ,'fe.T:~.,. - '..Q.:C! • .. - :~t"' ~ 

Ayat,{6} , 
-eu:1~ ..... p. J·e+.;..:s. ~u:.. - :~ .. 

Yang dimaksud dengan "transparan" adalah prinsip 
k-et~r.aukaan yang memun:gkiakan masyarakat untuk 
mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas­ 
luasnya tentang Keuangan Daerah. 
-Yan,g 4im~sµg q~nB.,~ "bertanggung .J~w@""' adalah 
perwujudan 'kewaji-han seseerang atau ·satuan ketja untuk 
mem~ttanggungja:wab.kart ,eng~olaati dart pengendatian 
sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang 
dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan 
yang telah ditetapkan. 
V · .. ...;S~ • .,,~,iu~f~ ... Q d ~ (fif°A 1' d'afah t .. - ...... ~1-.u..- J i}.J.lg ·J.in:~~iL .. ·_·eng~ -~ea.· _'mil a., .... ~i•·~';t..,,-~~g~ 
~i kewenan~ t;ian pendanaannya.. 
Yang dimaksnd dengan (tkeparutatt" aaalah tintit!katt atau 
suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. 
Yang dimak$ttd dengan ""manfa.at ·untuk masyarasat" adalah 
Keuangan Daemli diufama.1*an unttlk pemeauhan 
k~-~.tuhaa tn.a:&yarakat. 
Yang dimaksud dengan "taat p.mta ketentuan peraturan 
perundang-undangan" adalah Pengelolaan Keuangan 
-Daerah harus .sesuai -dengan keterrtuan peratu-ran 
p:erundantt-- undangan. 
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PasalS 
Ayatfl') 

Cukup jelas. 
Ayat-{2) 

,Cu:kup jela;s. 
Ayat~;~J 

HuTI4:f a 
Cukup jelas. 

Humfb 
{J ,l.,.:1;,11 • 1 :_:,-~~;~p JeJi~~ 

HW"Wc 
Cuku..pjelas.- .. 

Hurufd 
Cukup jelas .. 

Rttfflfe 
Cukup j.elas. 

aurutf . 
Cukup jelas. 

Hurufg 
Cukup·jel$.. 

Huruf h 
CUk.up j~ta~ .. 

Hurufi 
Yang dimaksud dengan "melaksanakan Pemberian 
Piajam~ Daerah atas nama Pemerintah Daerah" 
adatan nanya terkaft e'kse1rus1 Pemberian '~mjaman 
Daer-ah .bu~an kebijakan Pernberian Piaja,m.arI 
Daerah. 

Huruf'j 
Cukup jelas, 

Pasal 7 
Ayatfl·) 

Cukup jelas, 
Ayat (2) 

Hury.f',a 
.. . C!ukup-jeias. 

-H1.1:r.uf h 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup.jelas. 

tturufd , ·· 
Cttklip· Jelas_ 

Htif:Ufe 
Kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan 
dari kewenangan S·KPKD· sesuai ketenttran peraturan 
pemttdang-uridangan. -- 

Hwrttf f 
Cukup jetas, 

Huruf g 
Calmp jeles. 

ffuruflt 
.C\llk~ jelas. 

Huruf i 
Cukup jelas . 

.Hurufj 
Cttkup jelas. 
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Pasal 12 ... 

Pasal 11 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "Unit SKPD" termasuk unit pelaksana 
teknis daerah. 

Ayat-(2t 
.Cukup jelas. 

Ayat {3) . ~ 
Cukup jelas. 

Ay:at .. (4} 
-~jelas. 

Ayat (.5} 
G.q,~~p. jf.;}%~· 

Ayat{2! 
:C.~p jelas, 

Pasal·-9 
Cukup jelas, 

Pasal 10 
Ayat (1) 

.Hu.ruf a 
.Cukup jelas. 

Huruf b 
-Cu:lmp jelas, 

Hurufc 
Cukup jelas, 

RJi~f-4 
Cukup j~.4ls. 

Hum.ire 
Cukup jelas. 

Huruff 
Gi;t:k~p je~$, 

Hurufg 
'Cul~p jelas, 

Huruf h · 
Cukup jelas. 

Hurufi 
Yang dimaksud dengan "mengelola Utang dan Piutang 
Daerah yang menjacti tanggung j~wab S.KPO yang 
dipimpinnya" adalah sebagai akibat yang ditimbulkan dari 
pelaksanaan DPA SKPD. 

Rurufj 
'Cu~t, f~~$~ 

Htirttfk 
Cuktip jelas. 

Huruf 1 · · 
Cttkup jelas. 

Hurufm 
-G·w~w j.e~s .. 

Huruf n 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
_ Cu.kupjela-s. 

Hurufk 
Cukup jelas. 
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Yang ... 

Fasal 13 
.Cukup jela.s. 

Pasal 14 
Cukup jelas. 

Pasal 15- 
Cttkttp j@J.as. 

Pasal 16.· 
Cuwp jela.s. 

Pasal 17· · · 
Cukup jelas. 

Pasa! ii 
Cukii,p j.ela.$,.. 

Pa&U 19 
Cukup jelas. 

Pa~al.20 
.0~;11if~-., ;t)· ,1,.0.1' rr:5 ... 
·~~~¥.S~-' 

ra~al 21 
Cukup Jela&~ 

Pasa1·22 
Cukup jelas. 

P.fl~_ii 
~yatJiJ 

, Culn:lp. J~l~~, 
Ayat (~) ... 

Cukup jelas. 
Ayat-{J;} 

· Yang dimaksud .dengan "fungsi otorisasi" adalah anggaran daerah 
meiij~c;ij dasar tiptgk meJ~iaJ?.~@ pepd~p~tM dan -b~l.-anja pada 
tahun berkenaan. 
Yang dimaksud dengan "fungsi perencanaan" adalah anggaran 
daerah menjadi pedoman ·bagi manajemen 4~ mereneanakan 
t!egiatan pada tahun berkenaan, · 

Ayat (3) 
·Ctt1mf)jelas. 

Pasal 12 
Ayat '(lJ 

Yang dimaksud dengan "PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan 
menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK" adalah 
·pA/KPA menetapkan PPTK m~1~1*i :q;~lJJ:ijn atasan Iangsung 
pejabat yang bersangkutan. 

Ayat{2}: 
Yang dimaksud dengan "membantu tugas" adalah tugas yang 
ditentukan oleh PA/KPA dalam rangka melaksanakan tindakan 
y~g mengakibatkan pengeluaran atas Behan a11:ggaran belanja 
yaag me.i~k~~ a»gg~a:t) SKPD ~g -difrim:PirmYf:l, YfflW: 
a, rnengendalikan pelaksanaan Kegiatan; 
b~ me1apotkan perkem~angan p.ttlak$~aa.n Kegiatan; 
c. menyiapkan -dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran 

atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan; dan 
d, ~akai, 'k-egiatan pengadaan ~g/jasa sesuai 

<!eng~ ket-e~t~~ Pe.F{Jtqr~ 1,1,r14~d§.ng~\l,n.«~~ yang_ 
rnengatur pengadaan ba.tang/ja$a. 
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Pasal 31. .. 

Pasal 29 
Cukup jelas. 

Pa$al 30 
Cukup jelas. 

Pa$al 2~ 
Cu.kup jelas, 

Pasal 26 
Cukup jelas. 

Pa$al 1.:1' 
-· eukup Jelas. 
:Pa~2$ 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan "ekuitas" adalah selisih antara aset lancar 
4~n.g{.lll k~w.t~Jiaan i~ f.Wndek. 

,Ayat (2) 
Cukup.Jel.as~ 

Ayat (3) 
Cukup jelas, 

Pa~24 
Ayat{l} 

Cukup jelas. 
Ayat·f2-} 

Cuku·p jelas. 
;\yat{3} 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayatta} 

.Csukup Jelas. 
Ayat{6) 

Cukup jelas. 
Ayat {7) 

,v . A·" aK ,,A A.o-nn- "rH.a.'l':l.nn,·:n .. J.:r.,..._ ·a it ,,, d.aiah i { ;b ~';&g ~-& .... _:$:~ ~~s~ ~a5™~'.I: se.ea.r,a .. f¥.i~ a .. -·_- : .. · s~m.,@ . .-.: 
Peadapatan Daerah yang clianggarkan tidak boleh dikurangi 
dengan belanja yang digunakan dalam rangka mengeasilkan 
pendapatan tersebut dan/ atau dikurangi dengan bagian 
Pemerintah Pusat/Daerah lain .dalam rangka bagi .hasil, 

Yang dimaksud dengan {ffungsi pengawasan" adalah anggaran 
daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah Kegiatan 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan 
yang telah ditetapkan. 

·Yang -dima.1qnid dengan "f#n~i .alokasi" ada.iah anggaran daerah 
harus ·diaran"kan untuk mencfptakan 1apangan "ket:fa/mengurangi 
pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas perekonomian. 
Yang dimaksud dengan "fungei distribusi" adalah kebijakan 
.anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan 
itepa;tµtan. 
Yang dimakstld dengan ~fungs.i s.tallilis.a$i" adalah anggaran 
Pemerintah I)aerah mettjadi a.lat ·untttk memelihara dart 
mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah. 

Ayat.(4) 
Ctt'kup je.Ias .. 
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Pa:sal 45 ... 

Pasal.,3.7 
Cukup jelas . 

.Pasal38 
·C.ukup jd.aS. . 

. P.asal.39 
Cu~pjelas~ 

Pasal 40 
C.ukup jelas. 

Pa.~41. 
Cukup .jelas. 

Pasal 42 ·· -· 
Pendapatan bagi hasil merupakan bagi hasil pajak kendaraan berm.otor 
yang dibagikan oleh Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota di 
ss.r.r.,:~u ..... ~~:u:~ -~"·~A~--~~~ 

Pasal 43 
Ct.d~u.pj~la.$,. 

Pasal 44 
Hurufa 

Hib~ 'baik q-Eµ~ ~l;)entl-}k 4~vi~a, rµpi~, t>~ang, 4~/~t~µ jasa, 
termasuk tenaga a1i1i dan pelatihan yang tidak per1u dibayar 

·kemaati. 
Hurufb 

Cukup jelas. 
:Huruf.c 

·eqt<cxp jela$. 

Ayat·(3:! 
.Cuku.p J-elas .. 

Pasal 31 
Cuknp jelas. 

1'asa132 
Cukup jelas. 

Pasal 33- 
. - . Cukup jelas, 

ra~.$134 
Cukup jelas, 

Pasal 35 
C:ukup. jelas .. 

rtl$ai 36 . 
Ayat;{l): 

-CtHtttp jelas. 
Ayat (2) 

Huruf'a 
Yang dimaksud dengan ~pajak bumi dan bangunan~ 
adalak -pfJ;jak yang -<likenakan -atas bu• .dM/atau 
bangunan yang dimiiiki, dilruasai, dan/atau dimanfaatkan 
di kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha, antara 
1ain -perkebunan., perhutanan, .dan pertambangan sesuai 
dengan ketentnan peraturan perundang··undangan . 

. Huruf-b 
Culmp jelas. 

Huruf c 
.Cukupjelas. 
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Pasa150 
Cukup jelas. 

Pasal 51 
Cukupjelas, 

'Pasa1 '52 · ·· 
:Cql{qp 3ela,,s. 

Pasa1-s·3 
Ayat (1) 

.Hurufa 
·eH-ktrT\ "etas. - ~ ,.,.";!'{ J ',, O• • 

_ll._y,,.~.J ·b· ~;ut~,141. } · 

Yang ciimaksud dengan "1<belanja modal" antera lam berupa 
belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, 
belanja .modal .gedung dan bangunan, belanja modal jalan, 
ifigasi dan jaringan, dan a-set tetap ·fu.ianya. 

Pasal 49 
Ayat{lj 

Cukup Jelas. 
Ayat.{2:) 

r» :1·_.,,, :r 1:..... - ~UMP-P~~ .. 
Ayat (3) 

· Yang dimaksud dengan "standar harga satuan regional" adalah 
harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan 
mempertimbangkan tingkat kemahalan regional. 
Penetap.an h~g~ sataaa r~gienal dilakukan dengan 
memperhatikan tingkat kemahalan regional yang berlaku di suatu 
Daerah. 

Ayat (4) 
Standar harga satuan pada masing-masing Daerah dapat 
,m@mp~rh.ati~ ti-ngkat kem.ahalan yang berlalca di f>Ua-tu Daerah .. 

Ayat.(9J 
Cukupjelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas, 

Ayat~t7j, 
, Cukup jelas. 

.Ayat{2} 
Cukup Jelas. 

Ayat (3} 
/':~.1:.:i!I'-;" ,.,n .;Te,1~.ro ~-~~~~-.~, 

Pasal45 
Hibah tern1a:suk sumbangan da:ri pihak ketiga./sejenis yang tidak 
mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak 
·mempunyai konsekuensi -pengeluaran .atau pengurangan kewajiban 
·kepada penerima mau:pun pemberi serta tidak menyeba:bkan ekenomi 
1...· • • -j:/iaya tinggi, 

Pasal46 
Cukup jelas. 

Pasa147 
Cttmp jelas. 

Pasal-48 
Ayat:{l} 
Yang dimaksud dengan "alokasi belanja" sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja 
-uatuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktwr~ 
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Pasal 56 
Ayat (1) 

Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan 
R.!ll\ .. 

Ayat .{2-} 
Tambab®. p~nghasilan. berdasarkan beban k~rja. diberikan k~pada_ 
Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas 
yang dinilai melampaui beban kerja normal. 

Pasal 55 
Ayat.{1) 

¢:q~kl-!P jelaa .. 
A:vatJ~) 

Yang dimaksud dengan "Pegawai AS.N" adalah profesi bagi pegawai 
negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
beke.rja pada Instanst pemerintah ... 

A.y~t:_(~J 
Cukupjelas, 

Ayat~f2} 
Cukup jelas. 

.Ayat (3) 
.Cukupjelas. 

Ay.atf4) 
c~~Ia+$,.· 

MuPufd 
Cilk:up jela$ 

Hurufe · · 
Cukupjelas 

Hurnff 
Cakup-jeias 

Pasal 54 
Ayat (1) 

Huruf a 
'Yang dimaksud dengan "belanja pegawai" antara Iain 'berupa gaji" 
d~ ffin:~gan, tambah~ t,en:gbasttau Pegawai ASN,. b~ja 
penerimaan laittnya pimpinan dan anggota OPRP serta 
Bupati/Wakil Bupati, insentif pemungutan pajak daerah dan 
.retribusi daerah, dan honorarium. 
liuruft> 

C-ukttp jelas 
Hurufe 

Cukupjelas 

4'.:-7~:t :r..m ".,,.,~ ,t~I 
Cukup jelas. 

Ayat.(3) 
Cukup jelas. 

Ayat.(4). 
C;q~p j~las. 

Ayat (5) ·- · 
Cukup jelas, 

Huruf c 
C1.1k:upjelas .. 

Hurufd 
Cukup jelas. 
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Pasal ... 

Pasal sa 
Yang ditnaksud dengan "belanja bunga" antara lain berupa belanja 
bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. 

Pasal 57 
Ayatc{ll 

ya.:ng d-1::rnn;l_,..et.Ud denaaa a001. .... _...,:ia h-rano.: rln,~ tQ.-eo" antara 1 ..... .::- ~ ~ ... ~~~~~-,--~-- ..... .l{~b¥*~~ ,~ ~, .. i.:#~J.,i,_}~~ ~ ..},.~~ ·--·--~~]; ~~~ 

berupa belanja barang pakai habis, bahan/rnaterial, jasa kantor, 
jasa asuransi, perawatan kendaraan ~E>.ter> 
cetak/penggandaan, sewa rumahj'gedung/gudang/parkir, sewa 
sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan 
per.fJla.tan lffimQr.f: m:.ak~ :d-a.fl minllma.1.1, p.ak~ din~ (;j@ 
atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, 
P~rialMan -din.as·,. pe.rjaJanan. dma~ pitldah tugas, pem.11.lm1gan 
pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan 
pelayanan {availability p0:_yment}, lain-lain pengadaan 
-bar~i/j.a§a~ b:ela.nj:a labmy:a yan~. sej~nis, belanja barang 
-dan/ataujasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak 
ketiga, belanja barang 4M/~t~µ jasa yang ~U.jµ,aj kepada 
masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, 
belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS,. 
.dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak 
ketiga/ masyarakat. 
Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau 
dijual kepada masyarakat/pihak'ketiga" adalah barang/jasa yang 
terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang 
tercantum dalam ·RPJMO. Ayat r2] . -- --- . ... . - 

c~· ielas ·. -~ -~:: ~ ~ ~-11 j'. _, , . , .. t 

Tr .·-:nan.an ·::e· '"ii-a.sit'·. be~tlasart,,·-· tertf~at be .. ~-.-·· s dibe~"!'_n~ -~·.,- .. ,,,-,-, p_i,.g, f»l .,.r .. , ,A:~ .. ,_-~£>__, FL4ga - ~q.~J 
kepa-da Pegawai ASN yang :dalam melaksanakan tqgasny.a berada 
di Daetah memiliki tingkat kesUlitart tinggi dan Daerah terpencil, 
Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan 
kepada Pegawai AS-N yang dalam rnelaksanakan tugasnya berada 
i,ada IingkungaJn kerja yang mmm.l.i~ Ye$ito t1tl:ggi~ - 
Tams$ar,i -pengha-silan berdasaekan kelangkaan profesi diberikan 
kepada Pegawai ASN yang d$atn mengemban tugas memilild 
keterampilan khusus dan langka. 
T:~1mboo~ pen.ghasilffll ·be~dB$a:rkan we.sta-si. k,erja diberikan 
kepada Pegawai ASN yang m.~ilild prestasi lcetia ya11g tip.gm 
dan/atau inavasi. 
Tambehan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif 1ainny~ 
diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh 
peraturan perundang-undan_gan. 

Ayat.{J~ 
C-u.k.JJP ~la$, 

Ayat~t4) 
Cukup jelas. 

Ayat(5} 
~pjelae;. 

Ayatkfi} 
Cukup jelas .. 
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Pasal 66 
Ayat-{1-.) 

Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing- masing 
Pemerintah Daer.ah sebagaimana .dimaksud dalam Undang- 
Undang Nemor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. · 

Ayat (2) 
Cukup jelas, 

Pasal 63 
Cukup Jelas. 

Pa~o4 
e.ukup jelas. 

~a~aj-Q-5 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "tujuan tertentu lainnya" adalah dalam 
rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/ atau penerima h .. ft· . ,...... .. ... iY"' •. ·. ·an. ~u~ ~~qan"~. 

Ayat~{2} 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
-Cukup jelas .. 

Ayat{4l ~ 
C\IkLLP jela.s .. 

Ayat {S} - . 
Cukup jelas. 

Ayat:{6} 
Cukup jelas. 

;\yat-f7} 
Cukap jelas, 

Pasal 62 
Ayat·{l} 

Yang dimaksud dengan "belanja modal" antara lain berupa 
belanja modal tanah, belania modal peralatan dan mesin, belania 
mQ{iaJ. g~f;bmg dan bangunan, b.e1a.nja mQda.J jalani- irigasi dan 
jaringan, dan aset tetap lainnya. 

Ayatl2) 
Cukup jelas. 

Ayat.(3). 
Oti~» j~~~, 

Ayat (4J . 
:¢1,.lk\}p jelas, 

Pasal.60 
Ayat Tl] 

Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang 
-disampaikan kepada Bupati. 
Pemberian hihah ju-ga berupa pemberian bantuan keuangan 
kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi 
dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Ayat {2) 
Cukup. jelas, 

Ayat.(.3} 
· · Cukupjelas. 

Pasal 61 
Cukup jelas. 
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Huruf e .. ~ 

Pasal 82 
Hurufa 

Yang dimaksud dengan "pembayaran cicilan pokok Utang yang 
jatuh tetn))o" adalah ~pembayarari pokot Utang -yang beluni-·eukup 
tersedia anggaran dalam pengeluaran Pembiayaan sesuai dengan 
perjanjian, 

Hurufb 
-Cukup jelas, 

Mumf~ 
Cukupjelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Pa.sal 72 
Cukup jelas. 

Pasal 73 
Pasal 74 

~YkkkP j¢la~, 
Pasal 75 

Cukup jelas, 
Pasal 76 

Cukup jelas, 
Pasal 77 

Cukup jelas. 
Paijal 78 

Cukup jelas. 
Pasal 79 

Cukup jelas, 
Pasal 80 ·· 

CJ;lKUp.jelas,. 
Pasal 81 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan "surplus APBD11 adalah selisih Iebih 
antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. 
Y~g .d~ dengan "4eftsit J\P~P" adalah selisih kurang 
antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. 

Ayat (2) 
·Cuk~p -Jelas .. 

A:rat (3J . 
Cukup .Jelas. 

Pasal.67 
Cukup jelas. 

Pasal 68 
Cukup jelas. 

Pasal 69 
'Cukup jelas, 

Pasal 70 
Cukup jelas. 

Pasal 71 
Ayat (1) 

'Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "bukti penerimaan" seperti dokumen 
lelang, akta jual beli, no.ta kredit, dan dokumen sejenie lainnya. 

Ayat{3) 
Cuknp jelas 
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Aya.t !4}. ~ . 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal-87 
Cukup jelas. 

Pasa188 
~11.P~ti :ni~ny~paji<;~ R~~eP.g~ fera;tJJr@ Oa~:r;~ ~u;t;m1g_ APSD. 
berdasarkan RKA SKPD yang disusun dengan mengacu pada RKPD,._ 
rancaagan KUA, dan rancangan PFA$ yang diau&u-n oleh Bupati. 

Pasal 89 
Ayat (1) 

-01.l~l) jf;:1~$. 
Ayat{2l . 

Huruf a 
Kegiatan Tahun Jamak mengacu pada Program yang 
tercantum dalam RPJMD. 

Mtlrufh 
Yang dimaksud dengan "pekerjaan atas pelaksanaan 
Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung 
pada pergantian tahun anggaran" antara lain penanaman 
benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, 
makanan .dan .obat .d:i r:umah: sakit, pelayanan pembuangan 
sampah, dan pengadaan jasa pelayanan kebersihan 
,{cleaning service}. 

A.yat {4) 
Cukup jelas, 

Pasal 83 
Cukup jelas. 

P~sal84 
Cuknp jelas. 

Pa-Sal-85 
Cukup jelas, 

Pasal 86 
Ayat (-1) 

- ·· cug. jelf;t$~ 
Ay.at~2:} 

Pedoman penyusunan APBD antara lain memuat: 
a. kebijakan penyusunan APBD; 
b, teknik penyusunan APBD;. dan 
c, hal khusus lainnya. 

Ayat:{3}­ 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Hurufb 

Cukup. jelas. 
Huruf-c 

Cuknp jelas. 
Hurufd 

Cukup jelas. 
Huruf e 

Cukup jelas, 
Huruf f 

Strategi pencapaian memuat langkah konkret dalam 
mencapai target. 

Huruf e 
Cukup jelas, 
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Pasal 100 
'Cukup jelas. 

Pasal 101 
Cukup jelas. 

P.asa1·94 
Cukup jelas. 

Pasal 95 
Cukup jelas. 

Pasal 96 
Cuk . 1" ... · ._·_ ~--U.PJe~s. 

Pasal 97 
Cukup jelas .. 

Pasal 98 
Cukup jelas . 

.Pa$a1·99 
Ayat (1) 

R~~~gM Peraturan. Daerah tentang APBP mem:uat in.fotP.l~~i 
Kinerja berdasarkan Sasaran capaian Kinerja dan indikator 
Kinerja masing-masing Program dan Kegiatan. 

Ayat'.{2} 
Cukup jelas. 

A at·1-3t "3', .\ ·I 
CttkUp jelas. 

Ayat (4) 
.cukupjelas. 

Pasal 93 
Ayat··(l) 

Penyusunan RKA SKPD dengan pendekatan Kerangka Pengeluaran 
Jangka Menengah dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan 
kebutuhan. 

Ayat.t2} 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

P-a$.al~ 
Ayat (1) 

Untuk kesinambungan penyusunan RKA SKPD, kepala SKPD 
mengevaluasi hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan 2 (dua) 
tahun anggeran ~eb~lumnya ~mpai dengf;Ul $eme~ter pertama 
tahun .anggaran berjalan. 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat {3) 
· Cukttp jelas, 

Pasal 91 
Cukup jelas, 

Pasal 93 
Cukup jelas 

Ayat"(4} 
Cukupjelas, 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat..(6) 
Cukup jelas, 
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Pasal, ... L 

·CUkup jelas. 
Pasal 106 

Cukup jelas. 
Pasal 10-7 

Cukup jelas, 
Pasal 108 

Ayat (1) 
Cukup jelas, 

Aya,t.{2.} 
Cukup jelas, 

Ayat,(3} 
Cukupjelas 

Ayat (.4) 
Yang d1m~~lJd dengan "mengqjj ke~e-~u§ia.ri" adal@ qntuk 
menilai .kesesuaiaa Program dalam rancangan Peratnran Daerah 
tentang APBD dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD dan 
menilai pertimbangan yang digunakan dalam menentukan 
Kegiatan yang ada dalam RKPD,. KIJA dan PPAS,, serta menilai 
konsistensi antara raneangan Peraturan Daerah tentang AP:BD 
dengan KUA dart 'WAS. 

Ayat (5) 
Cukup jelas, 

Pasal 102 
Cukup jelas. 

Pasal 103 
Cukup jelas. 

Pasal 104 
Ayat (1) 

Yang -dimaksud dengan "angka APBD- tahun anggaran 
sebelumnya" adalah pagu jumlah pengeluaran APBD yang 
ditetapkan dalam perubahan APBD tahun sebelumnya. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan "belanja yang bersifat mengikat" adalah 

·belanja yang dibtrttrhkan secara terns rnenerus dan hams 
dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup 
untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, 
seperti belanja p.egawai,. dan belanja barang dan jasa. 
Yang dimaksud dengan "belanja yang bersifat wajib" adalah 
belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan 
Pelayanan Dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, 
melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban 
pembayaran pokok pinjaman-; bunga pj».jwnan yang telah jatub 
tempo~ dart kewajib~ lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Ayat (3) 
Cukup jelas, 
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Pasal .. ~ 

Pasal .116 
Cukup jelas, 

Pasal ii7 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "bank umum yang sehat" adalah bank 
umum di Indonesia yang aman/sehat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 
perbankan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas, 

Ayat (3) 
Cukup jelas, 

Pasal 110 
Cukup jelas, 

Pasal 111 
Cukup jelas, 

Pasal 112 
Cukup jelas, 

Pasal 113 
Cukup jelas, 

Pasal 114 
Cukup jelas. 

Pasal 115 
Ayat,{1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Yang dimakead dengan "dekumen lain yan~ .dipersamakan dengan 
SPD" antara lain keputusan tentang pengangkatan pegawai. 

Ayat .(3) 
Cukup jelas. 

Pasal 109 
Ayat{l}. 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

-Cukup jelas. 
Ayat'(3} 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
~_y~t{~) 

Cukup jelas. 
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Pasal ... 

Pa-sal 132 
Cukup jelas. 

Pasal 124 
Cukup jelas, 

Pasal 12-5 
Cukup jelas. 

Pasal 126 
c.~ jelas, 

Pasal 127 · 
Cukup jelas, 

Pasal 128 
Cukup jelas ... 

Pasal 129 
Cukup jelas. 

Pasal 130 
Cukup jelas. 

Pasal 131 
~y~t. {l) 

-- · Yang dimaksud dengan "Penerimaan Daerah yang sifatnya 
berulang" adalah pe.n.ecimaa;n yang ~etj~p tahun ruti~ 
dianggarkan, seperti pendapatan pajak, pendapatan retribusi, 
dan lainnya. 

Ayat {2) 
·Yang dimaksud dengan "Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak 
berulang" adalah penerimaan yang tidak setiap tahun 
dianggarkan, seperti pendapatan tuntutan ganti rugi, pendapatan 
penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya. 

Ayat (3) 
· Cukup jelas. 

Pasal 123 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2} 

Rencana penerimaan dana hanya diberlakukan bagi -SKPD yang 
memiliki tugas dan fungsi pendapatan, 

Ayat (3) 
Cukup jelas, 

Pasal 118 
Cukup jelas. 

Pasal 119 
Cukup jelas. 

Pasal 120 
Cukup jelas . 

. Pasal 121 
Cukup jelas. 

Pasal 122 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan ~1m~nd.~po~it9kan;' ad.alab penempatan 
depceito cltl~l<an pada hank umum di Indonesia yang 
aman/sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan yang mengatur mengenai perbankan dan tidak 
melampaui tahun anggaran berkenaan. 

Ayat (2J 
Cukup jelas. 
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Pasal .... 

Pasal 1'52 
Cukup jelas. 

Pasal 153 
Culrup jelas, 

Pasal 154 
Cukup jelas. 

Pasal 155 
Cukup jelas. 

Pasal 156 
Cukup jelas. 

Pasal 138 
Cukup jelas, 

Pasal 134 
Cukup jelas. 

Pasal 135 
GI:J.~P j~Ja-$­ 

Pasal 136 
Cukup jelas, 

Pasal 137 
Cukup jelas. 

Pasal 138 
Cukup jelas, 

Pasal 139 
Cukup Jelas. 

Pasal 140 
Cukup. jelas, 

Pasal 141 · · 
Cukup jelas. 

Pasal 142 
Cukup jelas. 

PruJE.!J 143 
Cukup jelas. 

Pasal 144 
Cukup jelas. 

Pasal 145 
Cukup jelas. 

Pasal 146 · - 
Cukup jelas. 

Pasal 147 
Cukup jelas. 

Pasal 148 
cttkup jelas . 

Pasal 149 
Cukup jelas. 

Pasal 150 
Cukup jelas. 

Fasat 151 
Ayat {l) 

Yang dimaksud dengan "prognosis" adalah praktraan dan 
penjelasannya yang akan direalisir dalam 6 (enam) bulan 
berikutnya berdasarkan realisasi. 

Ayat (2f 
Cukup jelas. 
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Huruf b ... 

Pasal 159 
Cukup jelas. 
Pasal 160 

Cukup jelas. 
Pasal 161 

Cukup jelas. 
Pasal 162 

Cukup jelas. 
Pasal 163 

Cukup jelas. 
Pasal 164 

Cukup jelas, 
Pasal 165 

Cukup jelas. 
Pasal 166 

Cukup jelas. 
Pasal 167 

Cukup jelas. 
Pasal 168 

Cukup jelas. 
Pasal 168 

Yang dimaksud dengan "penjelasan dan dokumen pendukung" antara 
lain nota keuangan, perubahan RKPD, dan perubahan KUA .dan PPAS. 

Pasal 169 
Cukup jelas. 

Pasal 170 
Cukup jelas. 

Pasal 171 
Cukup jelas. 

Pasal 172 
Cukup jelas. 

Pasal 173 
Cukup jelas. 

Pasal 174 ~ 
Cukup jelas, 

Pasal 175 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Hurufa 
Yang dimaksud dengan "laporan realisasi anggaran" adalah 
laporan yang menggambarkan perbandingan antara 
anggaran dengan realisasinya dalam 1 (satu] periode 
pelaporan -sesual ·s-truktur APBD yang diklasifikasikan ke 
dalam kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek 
pendapatan, belanja dan Pembiayaan. 

Pasal 157 
Cukup jelas. 

Pasal 158 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "lebih besar dari 50% {lima, puluh persen]" 
adalah batas persentase minimal selisih (gap) kenaikan antara 
pendapatan dan belanja dalam APBD. 

Ayat (3) 
Cukup jelas, 
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Pasal ... 

Pasal 177 
Cukup jelas. 

Pasal 178 
Cukup jelas. 

Pasal 179 
Cukup jelas. 

Pasal 180 
Cukup jelas. 

Pasal 181 
Cukup jelas. 

Pasal 182 
Cukup jelas. 

Pasal 183 
Cukup jelas. 

Pasal 184 
Cukup jelas. 

Pasal 185 
Cukup jelas. 

Pasal 186 
Cukup jelas. 

Pasal 187 
Cukup jelas. 

Pasal 188 
Investasi dilakukan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan 
Pendapatan Daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat; 
peningkatan pelayanan masyarakat, dan/ atau tidak mengganggu 
likuiditas Keuangan Daerah. 

Pasal 189 
Cukup jelas. 

Pa$al 190 
Cukup jelas. 

Pasal 191 
Cukup jelas. 

Pasal 192 
Cukup jelas. 

Pasal 193 
Cukupjelas 

Pasal 194 
CukupJelas 

Cukup jelas .. 
Pasal 176 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Hurufb 
Cukup jelas. 

Huruf c 
~ ~ukup jelas. 
Hurufd 

Cukupjelas 
Hurufe 

Cukup jelas. 
Huruff 

Cukup jelas. 
Hurufg 

Cukup jelas. 
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Pasal 195 
Cukup jelas. 

Pasal 196 
Cukup jelas. 

Pasal 197 
Cukup jelas. 

Pasal 198 
Cukup jelas. 

Pasal 199 
Cukup jelas, 

Pasal 200 
Cukup jelas. 

Pasal 201 
Cukup jelas. 

Pasal202 
Cukup jelas. 

Pasal203 
Cukup jelas. 

Pasal 204 
Cukup jelas, 

Pasal 205 
Cukup jelas. 

Pasal 208 
Cukup jelas. 

Pasal 209 
Cukup jelas. 

Pasal 210 
Cukup jelas, 

Pasal 211 
Cukup jelas. 

Pasal 212 
Cukup jelas. 

Pasal 213 
Cukup jelas. 

Pasal 214 
Cukup jelas. 

Pasal 215 
Cukup jelas. 
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